SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan



Mengingat:

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.



(1)

(2)

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah  otonom = Kabupaten  Kutai
Kartanegara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1
(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2
RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana
pembangunan jangka menengah Daerah.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang



ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja
daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
Renja-PD Tahun 2026; dan
pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan

PPAS sementara Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 memuat:
a. kerangka ekonomi Daerah;

prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.
Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), RKPD Tahun 2026 memuat urusan kesatuan bangsa
dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII :  Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BABII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan

Daerah;

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

g. BABVII : Penutup.

Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



BAB III
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5
Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari
2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi
dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat
dan keadaan luar biasa serta perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
rencana pembangunan jangka menengah Daerah

ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
#. Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19'7{)605 200212 1 002




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan RKPD merupakan langkah strategis dalam memastikan
pembangunan Daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai
salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai
Kartanegara memiliki posisi strategis yang didukung oleh kekayaan sumber
daya alam, baik di sektor pertambangan, kehutanan, maupun pertanian.
Potensi ini menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu
pusat ekonomi penting di wilayah Kalimantan Timur yang harus dikelola
secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. RKPD
menjadi panduan utama untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan
Daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dokumen ini
juga merupakan instrumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi alokasi
sumber daya.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beragam potensi yang dapat
dikembangkan lebih lanjut, seperti sektor perikanan dan kelautan yang
didukung oleh garis pantai yang panjang, sektor pariwisata dengan
keberadaan Taman Nasional Kutai dan budaya khas lokal, serta sektor
industri yang dapat berkembang melalui hilirisasi sumber daya alam.
Pengelolaan potensi ini membutuhkan perencanaan yang matang dan sinergi
antar-sektor untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, RKPD tahun ini difokuskan pada upaya
pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penguatan daya saing ekonomi Daerah, dan perlindungan lingkungan hidup.
Penyusunan RKPD ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan

kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan serta mendukung
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pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sesuai amanat
Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen
perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang) untuk jangka 20 (dua puluh) Tahun, RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 (lima) Tahunan, dan RKPD
untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui
RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap S (lima) tahun. Begitu
juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap
pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD harus disusun secara sistematis,
terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman kepada RKP dan Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke 5
(lima) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan pelaksanaan
pembangunan berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan
dirasakan masyarakat Kutai Kartanegara. Capaian pembangunan ini menjadi
pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang. Dengan
capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi
kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian
pembangunan yang ditargetkan.

Merujuk pada penjelasan di atas, RKPD Tahun 2026 disusun
berdasarkan pendekatan:

1) Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah;

2) Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya
transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki
terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan terciptanya

konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
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keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan
Daerah;

3) Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala
Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang
berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

4) Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up
(bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari
desa/kelurahan, kecamatan hasil dari musrenbang desa/kelurahan,
musrenbang kecamatan.

Dengan pendekatan ini maka dalam penyusunan RKPD antara
program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari tiap Perangkat Daerah diharapkan
mampu mendukung pencapaian program lain dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan
tahunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati yang penyusunannya
merujuk pada RPJMD Tahun 2021 - 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026, serta RKP Tahun 2026. Perumusan kebijakan pembangunan
Tahun 2026 yang tertuang pada RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman
dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026
termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Selain itu
RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) sebagai salah satu dokumen evaluasi pembangunan Tahun
2026.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun secara sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan dan berdasarkan pendekatan partisipatif,
teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Penyusunan RKPD
ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan
Daerah yang sinergis dan terpadu anatara perencanaan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi

masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.
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Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun melalui tahapan sebagai
berikut :
1) Persiapan Penyusunan RKPD;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3) Penyusunan Rancangan RKPD;
4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6) Penetapan RKPD.
Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar I.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2026

Pergeaman Ranwal

R upaten Analisis Gambaran P
Kutai Kartanegera Umum, Kondisi Perl:nmmu:ha:n
' Pengolahan Data Sosial, Ekonomi,
. Pembangunan
dan Informasi Keuangan Daerah, Daerah
Penyusunan Ranwal serta Evaluasi Kinerja Kabupat
RKPD Kabupaten Tahun Lalu e

Kutai Kartanegera

¥

Penyusunan
Rancangan RKPD Ranwal RKPD Rancangan Rancangan

Kabupaten Kutai Kabupaten RKFPD RKPD
Kartanegara Kabupaten Kabupaten

.

Musrenbang RKPD Rancangan Rancangan
Kabupaten Kutai RKPD & RKPD
Kartanegara Kabupaten Kabupaten

L 2

Perumusan

Evaluasi
Rancangan Akhir valiast

RKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara

Musrenbang ——
RKFD
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Penetapan RKPD Sinkronisasi Penyelarasan Rancangan Akhir
Kabupaten Kutai Musrenbang |———* Penyajian Rancangan RKPD
Kartanegara RKPD Akhir RKPD Kabupaten

Selanjutnya, rumusan RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2026 termasuk penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026.
Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga menjadi acuan dalam penyusunan
Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ) dan  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi

pembangunan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun.
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Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD
merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan
pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Dengan RKPD Tahun 2026
pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian yang
optimal dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara

bertahap dapat segera terwujud.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-
2026;

Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
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2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 77);

26. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor
180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
90);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, arah kebijakan dan isu
strategis RKP Tahun 2026. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai
dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di
tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen
RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 yang terkait dengan
program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran. pembangunan, selain
itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen
rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Renja-PD, dan rancangan APBD. Uraian hubungan antar
dokumen perencanaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian
panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri,
mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan
tahunan;

2. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan
sistem pembangunan nasional; serta

3. Sistem perencanaan pembangunan Daerah juga merupakan satu
kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap
penganggarannya.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah

terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen
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merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen
perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran
pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian
dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun dalam bentuk
RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan
dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi
antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang
merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang
diperoleh dari forum musrenbang nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi
acuan Renja-PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen KUA dan
PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), yang
selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I - 2 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

apiis ~Kp .~ Hubungan
Nasional 7 . Antar Dokumen ;
Diperhatikan s : Diacu
i 3 ,
RPJP Pedoman RPJM |Dijabarkan RKP Pedoman ) -
Daerah Daerah | Daerah ] RAPBD APBD
» F Y
Bahan Bahan
Pedoman Diacu |
Renstra | Pedoman o] Renja | __ _. ——-+] RKA |__,| DPA
SKPD SKPD SKPD SKPD

1.4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-
PD; dan
3. Pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.
b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2026, yaitu:
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Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan Daerah;

Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan
kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BABI
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PENDAHULUAN

Pada sub-bab latar belakang mengemukakan pengertian
ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan
RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah, Renja-PD serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD. Pada bub-bab dasar
hukum, penyusunan memberikan uraian ringkas tentang
dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik
yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub-bab
hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan RKPD
dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.
Pada sub-bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas
tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah dan
sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah. Pada sub -
bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab

di dalamnya.
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BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu
juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan
gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek
geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD serta permasalahan pembangunan Daerah.
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian Daerah meliputi pendapatan
Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas
dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan di tingkat Daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
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BAB VII PENUTUP
Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan
dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan

pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026
merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah
periode 2021-2026. Sebagai periode pembangunan pada akhir pelaksanaan
pembangunan jangka menengah, berbagai program pembangunan tahun
2026 diharapkan mampu menjadi penentu akhir dalam mewujudkan visi
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan
Berbahagia”. Adapun pada periode pembangunan tersebut, selain berfokus
menyelesaikan pembangunan jangka menengah Daerah, diharapkan
mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia
yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu,
proyek nasional tersebut mengharuskan perencanaan pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sinkronisasi dan kesiapan sebagai
pendukung setiap aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara sebagai pusat
pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan
daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara
memiliki “pekerjaan rumah” dalam melaksanakan pembangunan Daerah
yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas kesejahteraan
masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan
setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah
yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik Daerah, Provinsi
Kalimantan Timur maupun nasional.

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan,
maka perlu ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi
selama pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung sehingga dapat
terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan diselesaikan
melalui pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain analisis dan data
informasi pembangunan yang akan disajikan, evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah juga akan menjadi titik tolak dalam perencanaan
pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, gambaran umum kondisi Daerah
ini akan memberikan gambaran atau potret hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan selama ini, untuk selanjutnya menjadi pijakan dalam
pemenuhan kebijakan yang terlihat dari isu strategis dan permasalahan

pembangunan yang dirumuskan. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam
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meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di

Tahun 2026.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di
Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi
menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah
dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian,
perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang
terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut,
Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun Darat.
Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran,
perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian,
perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni,
Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa
Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan
karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara,
potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 7
(tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-
Sanga, Anggana, Muara Jawa, Samboja dan Samboja Barat.
a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan 26.867,51
km? (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma lima puluh
satu kilo meter persegi) dan laut 1.868,51 km? (seribu delapan ratus enam
puluh delapan koma lima puluh satu kilometer persegi), terletak antara
115°26’ Bujur Timur dan 117°36’ Bujur Timur serta diantara 1°28’ Lintang
Utara dan 1°08’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan
pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 (dua
puluh) kecamatan. Kedua puluh kecamatan tersebut adalah Samboja,
Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara
Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu,
Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman,
Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang
tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan

utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai
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Mahakam dengan panjang sekitar 920 km (sembilan ratus dua puluh
kilometer). Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah
utara, Selat Makasar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan
Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di
sebelah barat.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan
gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu
ada sekitar 10 (sepuluh) gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai
Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 m (empat ratus
delapan puluh lima meter) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di
Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 (enam belas) buah dengan danau
yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 ha (tiga belas ribu hektar).

Gambar II-1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara
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Tabel II - 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Total Luas Wilayah
(Km?2)
1 |Samboja Kampung Lama 284.93
2 |Samboja Barat Tani Bakti 416.46
3 |Muara Jawa Muara Jawa Ulu 615.76
4 |Sanga Sanga Sanga Sanga Dalam 105.38
5 |Loa Janan Loa Janan Ulu 699.04
6 |Loa Kulu Loh Sumber 1614.96
7 |Muara Muntai Muara Muntai Ilir 946.43
8 |Muara Wis Muara Wis 1315.78
9 |Kota Bangun Kota Bangun Ulu 440.35
10 |Kota Bangun Darat Kedang Ipil 459.90
11 |Tenggarong Melayu 358.34
12 |Sebulu Sebulu llir 599.70
13 |Tenggarong Seberang Manunggal Jaya 656.76
14 |Anggana Sungai Meriam 1882.21
15 |Muara Badak Muara Badak Ulu 783.18
16 |Marangkayu Sebuntal 866.07
17 |Muara Kaman Muara Kaman Ulu 4,235.47
18 |Kenohan Kahala 1,308.47
19 |Kembang Janggut Kembang Janggut 2195.25
20 |Tabang Sidomulyo 8106.71
Total 27,891.13
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025
b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan
kemiringan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai
landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran
sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya
merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 m (lima
ratus meter) hingga 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang

tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang

terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi
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asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara
terdiri dari: podsolik (ultisol), aluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol
(histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol),
renzina (mollisol) dan mediteran (inceptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh
kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei
humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang
tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun,
Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa
Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas
8.618,63 Km2 (delapan ribu enam ratus delapan belas koma enam puluh tiga
kilometer persegi) atau 27,72% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua
persen) dari luas wilayah. Podsolik merah kuning terbentuk dari batuan beku
dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar
terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-
anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan
pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi
masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak
Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat
berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya
menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi
kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam
hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum
penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan
dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air
sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki
dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari
curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi terjadi
pada bulan Oktober yaitu 324,7 mm (tiga ratus dua puluh empat koma tujuh
milimeter) dengan jumlah hari hujan 31 (tiga puluh satu) hari. Sedangkan

hari hujan tertinggi di Kutai Kartanegara berada di bulan Agustus, Oktober
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dan Desember dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) hari hujan.

Gambar II - 2 Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2024
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

f.  Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan
Daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga
proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang
bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan
dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan
kebijakan pembangunan Daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara sampai dengan tahun 2024 (Semester II) sejumlah 789.767
(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa,
dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh
persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar II - 3 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2024
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025
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Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di
wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan
Tenggarong sebesar 14,30 % (empat belas koma tiga puluh persen), Loa Janan
9,36 % (sembilan koma tiga puluh enam persen) dan Tenggarong Seberang
9,11 % (sembilan koma sebelas persen) sedangkan distribusi penduduk yang
paling kecil berada di Kecamatan Muara Wis sebesar 1,26 % (satu koma dua
puluh enam persen). Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai
28,32 (dua puluh delapan koma tiga puluh dua) jiwa per km2 (kilometer
persegi). Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi
di Kecamatan Tenggarong sebesar 315,17 (tiga ratus lima belas koma tujuh
belas) jiwa per km?2 (kilometer persegi), diikuti Kecamatan Loa janan 110,48
(seratus sepuluh koma empat puluh delapa) jiwa per km?2 (kilometer persegi)
dan Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar 109,54 (seratus sembilan koma
lima puluh empat) jiwa per km2 (kilometer persegi). Sedangkan terendah di
kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1,52 (satu koma
lima puluh dua) jiwa per km?2 (kilometer persegi). Adapun rasio jenis kelamin
di Kutai Kartanegara sebesar 107,90 (seratus tujuh koma sembilan puluh
empat) yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan (di antara 100 penduduk
perempuan terdapat 107,90 (seratus tujuh koma sembilan puluh) penduduk
laki-laki).

Tabel II - 2 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2024

No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Distribusi Penduduk
Laki - Laki | Perempuan L+P (%)
1 [Samboja - - 42.253 5,35
2 |Samboja Barat - - 31.165 3,95
3 |Muara Jawa - - 45.850 5,81
4 |Sanga Sanga - - 21.033 2,66
5 |Loa Janan - - 73.917 9,36
6 |Loa Kulu - - 58.169 7,37
7 |Muara Muntai - - 20.668 2,62
8 |Muara Wis - - 9.938 1,26
9 |Kota Bangun - - 25.368 3,21
10 |Kota Bangun Darat - - 14.374 1,82
11 |Tenggarong - - 112.937 14,3
12 |Sebulu - - 43.663 5,53
13 |Tenggarong Seberang - - 71.942 9,11
14 |Anggana - - 34.369 4,35
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No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Distribusi Penduduk
Laki - Laki | Perempuan L+P (%)

15 |Muara Badak - - 50.582 6,40

16 |[Marangkayu - - 28.841 3,65

17 |Muara Kaman - - 52.606 6,66

18 |Kenohan - - 12.579 1,59

19 |Kembang Janggut - - 27.153 3,44

20 |Tabang - - 12.360 1,57

JUMLAH - - 789.767 100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lain di Provinsi
Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi
yang terbesar kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal
tersebut, tantangan lima tahun ke depan lebih ditekankan kepada
penyediaan fasilitas publik, penguatan solidaritas dan ketahanan sosial, dan
peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi persaingan penduduk
dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke
waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat
pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang
dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat
dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan
Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara
termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang dengan skor
kerawanan adalah 118,80 (seratus delapab belas koma delapan puluh)
dengan peringkat 314 (tiga ratus empat belas) nasional. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah
mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 (dua
belas ancaman) ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah
diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bencana alam adalah
bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah
penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor,
tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan
lahan. Adapun kelas risiko bencana terdiri dari kategori rendah, sedang dan

tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan 17 (tujuh
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belas) Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
Tabel II - 2 Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No Kecamatan Desa Jenis Bahaya Kelas Risiko
1 | Anggana Sungai Mariam| Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi
2 | Kembang Janggutl Genting Tanah Banjir Bandang Tinggi
3 | Kenohan Teluk Muda Banjir Bandang Tinggi
4 | Kota Bangun Muhuran Banjir Bandang Tinggi
S | Kota Bangun Sebelimbingan Banjir Bandang Tinggi
Loa Kulu Kota Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
6 | Loa Kulu Rempanga Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Sepakat Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
7 | Samboja Argosari Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Loa Tebu Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
8 Tenggarong Maluhu Konflik Sosial Tinggi
Bukit Raya Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Karang Tunggal Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Tenggarong Loa Lepu Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
? Seberang Loa Pari Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Loa Raya Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Teluk Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Sumber : BPBD Kutai Kartanegara, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang
perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau
dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.
Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait
kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan
hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang
perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai
indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara
langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda
perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
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memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan
masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi
kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu,
penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan
tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih
sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke
pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai
Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara
umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019
sebesar Rp126.272.372,44 (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma empat puluh empat Rupiah),
mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan
pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak
perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp.
120.952.008,58 (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu
delapan koma lima puluh delapan Rupiah). Hal ini tentu saja berdampak
pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana
pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,21 %
(minus empat koma dua puluh satu persen).

Namun seiring pemulihan perekonomian nasional yang diikuti oleh
berbagai upaya pemulihan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara,
maka pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 3,70 % (tiga koma
tujuh puluh persen, 5,13 % (lima koma tiga belas persen) dan 5,62 % (lima
koma enam puluh dua persen). Performa perekonomian yang mulai menguat
saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi pencapaian stabilitas perekonomian

Kutai Kartanegara pasca pandemi COVID-19.
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Gambar II - 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2012-2024
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Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data realisasi tahun 2024, Ada empat sektor dominan
yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas yaitu sektor
pertambangan (berperan 57,73 % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga
persen) terhadap perekonomian Kutai Kartanegara); sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan (14,48 % (empat belas koma empat
puluh delapan persen)); sektor konstruksi (10,03 % (sepuluh koma nol tiga
persen)) dan sektor industri pengolahan (5,04 % (lima koma nol empat
persen)). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan
sebesar 12,72 % (dua belas koma tujuh puluh dua persen) terhadap
perekonomian Kutai Kartanegara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan
dan penggalian, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara
justru semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan
penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik
keterkaitan ke depan maupun ke belakang (forward and backward linkage).
Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya kontribusi
kategori pertambangan dan penggalian dalam peningkatan perekonomian di
Kutai Kartanegara.

Tabel I - 3 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024

Lapangan Usaha 20172018 2019|2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan 12,89| 12,9 |13,41|14,91/13,49|10,72|13,12|14,48
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 65,58/65,37|63,26|59,93|64,06|70,77|62,55|57,73
C. Industri Pengolahan 4,1 | 4,08 | 4,26 | 4,49 | 4,24 | 3,47 | 4,16 | 5,04

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,08
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Lapangan Usaha 2017120182019 (2020|2021 | 2022|2023 | 2024
E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 7,55 | 7,64 | 8,18 | 8,54 | 7,54 | 6,35 | 8,89 |10,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04

3,52 (3,59 | 3,92 |4,25|3,71 | 3,11 | 4,07 | 4,52

H. Transportasi dan Pergudangan 0,970,999 | 1,08 | 1,2 | 1,06 | 0,91 1,24 | 1,39
;'/ﬁf:ﬁ;lfdlaan Akomodasi dan Makan |, | 59 | 033 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,32 | 0,37
J. Informasi dan Komunikasi 0,64 | 0,65| 0,73 0,86 | 0,79 | 0,63 | 0,79 | 0,87
K. Jasa Keuangan 0,3 /0,31|0,33/0,37|0,33|0,28]0,35]|0,38
L. Real Estate 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,44 | 0,34 | 0,45 | 0,49
M,N. Jasa Perusahaan 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03]|0,04
O. Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,65 |1,57|1,67 1,76 | 1,51 | 1,19 | 1,49 | 1,83
Wajib

P. Jasa Pendidikan 1,12 1,14 (1,22 (1,36 | 1,19 | 0,92 | 1,17 | 1,32
So;Zf’a Kesehatan dan Kegiatan 0,61 | 0,66 | 0,76 | 1,04 | 0,99 | 0,77 | 0,98 | 1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya 0,22 10,23 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,27 | 0,32

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

BRUTO
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki
peringkat pertama terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini
tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus
meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya
yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan
masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu
Kota Negara.

b. PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita selama kurun waktu 2017-2024 terus
mengalami tren positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai
Kartanegara terus meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan,
mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2020 juga
terjadi perlambatan ekonomi akibat gejolak perekonomian global serta tak
lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian
Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada
khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per
Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun
menjadi Rp204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) per

kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan
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diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbas
positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan meningkat pesat PDRB
per kapita Kutai Kartanegara sebesar Rp322.080.000,00 (tiga ratus dua
puluh dua juta delapan puluh ribu Rupiah) per kapita pada tahun 2022 serta
angka ini menjadi capaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun
pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu PDRB per Kapita
Kutai Kartanegara sebesar Rp259.190.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan
juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Gambar II - 5 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
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Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal
(menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih
baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai
apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat,
berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan
baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan
pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan
indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat
diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan
manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non-
fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks

ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan
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harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan
hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau
kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, perkembangan angka IPM berdasarkan hasil long form
SP2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat
sebesar 74,69 (tujuh puluh empat koma enam puluh sembilan) dan termasuk
ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2021 ini meningkat dari tahun
sebelumnya yang sebesar 74,19 (tujuh puluh empat koma sembilan belas)
dengan pertumbuhan sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) poin. Pada
tahun berikutnya terus mengalami peningkatan IPM Kutai Kartanegara yaitu
mencapai 75,31 (tujuh puluh lima koma tiga puluh satu) pada tahun 2022,
pada tahun 2023 menjadi 75,95 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima)
dan diikuti dengan kenaikan pada tahun 2024 menjadi 76,57 (tujuh puluh
enam koma lima puluh tujuh).

Gambar II - 6 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025
Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh
meningkatnya seluruh indikator penyusun IPM pada tahun 2024 baik angka
harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, maupun

pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.
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Tabel II - 4 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020 Beserta
Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024

Komponen 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angka Harapan Hidup 73,64 | 73,99 74 74,12 | 74,33
Harapan Lama Sekolah 13,59 | 13,6 | 13,63 | 13,64 | 13,65
Rata-rata Lama Sekolah 922 | 9,23 | 9,24 | 9,26 | 9,27

Pengeluaran Perkapita Riil yang
10.720(11.048(11.677|12.323|12.957

disesuaikan
IPM 74,19 | 74,69 | 75,31 | 75,95 | 76,57
Peringkat IPM di Kalimantan Timur 5 5 5 S 5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci
kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan
pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara
peringkat kelima yang termasuk menengah bawah  dibanding
kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari indikator
kompositnya, tahun 2024 AHH sebesar 74,33 (tujuh puluh empat koma tiga
puluh tiga), HLS sebesar 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima), RLS 9,27
(sembilan koma dua puluh tujuh) dan pengeluaran per kapita riil yang
disesuaikan sebesar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh).
Jika melihat cukup tingginya angka IPM selama beberapa tahun
terakhir, maka tantangan lima tahun ke depan Kabupaten Kartanegara
adalah peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang
unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai
pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen
informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan
revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai
bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara. Berikut dapat dijelaskan

komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan
potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan,
dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk
akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas
kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,
pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera.

Beberapa indikator kinerja pembangunan Daerah pada bidang

>

BerAKHLAK > < . - z

esfesa S 3 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
-r dan S '

VS
#R‘,’.{,‘ge&.i P | Y« (BSrE), Badan Sibe Sandi Negara (BSSN)
Bangia



-28-

pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti
tentang HLS dan angka RLS. Pada tahun 2024 angka RLS Kabupaten
Kutai Kartanegara mencapai 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh)
tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia
25 (dua puluh lima) tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga
9 (sembilan) tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal
sekolah menengah atas.

Gambar Il - 7 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama
sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam
masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang semakin tinggi,
dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang
diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang
ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara
mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2023 mencapai
titik tertinggi dengan capaian 13,65 tahun, atau dapat dikatakan
mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan
kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.
Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja
dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam
melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang
mampu merepresentasikannya seperti AHH. AHH merupakan indikator

penyusun IPM dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut
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mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat
ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Gambar II - 8 Angka Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Pada tahun 2024, AHH berdasarkan hasil long form SP2020
Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 74,33 (tujuh puluh empat koma
tiga puluh tiga) tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2024 akan
mempunyai harapan hidup hingga usia 74-75 tahun lamanya.
Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor
penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk
kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat
kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas
kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan

lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index
(HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis

kemiskinan disajikan pada Tabel di bawah ini.
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Tabel II - 5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun
2018-2024

Tahun | Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Garis Kemiskinan Perse&tiii?npf;(iuduk
2018 56.56 485,435 7.41
2019 56.34 503,968 7.20
2020 58.42 548,423 7.31
2021 62.36 569,640 7.99
2022 62.87 605,321 7.96
2023 60.86 644,570 7.61
2024 59.00 682,490 7.08

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2018-2019
mengalami tren penurunan dengan garis kemiskinan terus meningkat,
kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa periode 2018-2019
kondisi kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut mengalami
perbaikan, namun pada tahun 2024, garis kemiskinan meningkat disertai
dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang mencapai 59.000 (lima
puluh sembilan ribu) jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,28 % (tujuh
koma dua puluh delapan persen).

Kondisi ini memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat dimana angka kemiskinan terlihat menurun pada dua tahun
terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan angka kemiskinan
disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2024, upaya
pemulihan dampak pandemi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan
masyarakat dan perbaikan dan penguatan sektor perekonomian mulai
tampak dan memberikan dampak dengan menurunnya angka kemiskinan

menjadi 7,28 % (tujuh koma dua puluh delapan) persen.

Gambar II - 9 Tingkat Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara
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Gambar II - 10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2021-2024
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Dari gambar di atas terlihat posisi Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih
baik jika dibandingkan dengan nasional dan lebih tinggi jika dibandingkan
dengan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan upaya yang sinergis
untuk mengentaskan angka kemiskinan melibatkan berbagai strategi dan
program yang terpadu. Pemerintah Daerah dan berbagai
lembaga/ stakeholders terkait berupaya wuntuk meningkatkan akses
pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat
perlindungan sosial. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan distribusi pendapatan juga
menjadi fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai
Kartanegara
c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara
mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan

hingga tahun 2019 dan mulai kembali menurun pada tahun 2020 hingga
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2022. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka pengangguran
meningkat menjadi 5,96 % (lima koma sembilan puluh enam persen) dan
meningkat kembali sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) poin menjadi 5,98 %
(lima koma sembilan puluh delapan) persen. Namun pada tahun 2022 dan
2023, terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sebesar 4,14 % (empat
koma empat belas persen) dan terakhir menurun cukup drastis mencapai
4,05 % (empat koma nol lima persen). Tahun 2024 kembali naik 4,11 %
(empat koma sebelas persen).

Namun, disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam
kategori angkatan kerja harus diwaspadai pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara karena hal ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Di satu sisi
besarnya jumlah penduduk yang tergabung dalam angkatan kerja dapat
menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Kabupaten Kutai
kartanegara sedang berada dalam usia yang sedang produktif. Peningkatan
jumlah angkatan kerja (bonus demografi) bisa mendongkrak perekonomian
secara cepat jika dikelola dengan tepat. Namun di sisi lain jika penduduk
angkatan kerja ini tidak memiliki modal dan bekal kemampuan /keterampilan
untuk masuk dalam pasar kerja maka akan menjadi beban dan masuk dalam
katagori pengangguran dan tentunya menambah beban bagi Daerah.

Upaya kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku
usaha merupakan salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat
pembangunan Ibu Kota Negara. Merujuk hal tersebut, terlihat bahwa tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat
menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat
partisipasi angkatan kerja juga termasuk menengah dibanding
kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia
Kutai Kartanegara cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lima tahun ke depan adalah penyiapan tenaga kerja
terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi,
dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen
transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan
kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari

pengembangan Ibu Kota Negara.
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Gambar II - 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018-2024
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek
pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan
wajib dan urusan pelayanan pilihan.
2.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib
diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten
Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada penyempurnaan pelayanan
dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara
masih perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan
kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta urusan pembangunan
lainnya. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan Daerah yang
merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.
a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai
Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat
signifikan, namun di beberapa indikator mengalami perkembangan yang
baik. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan sebuah pekerjaan yang

perlu mendapat perhatian bersama, berbagai persoalan telah memperburuk
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kualitas pendidikan mulai dari kualitas, kurangnya fasilitas sarana dan
prasarana, tidak meratanya tenaga pendidik hingga perubahan kurikulum
yang terkadang membuat bingung bagi sebagian pelaku pendidikan. Untuk
itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  selalu berupaya
meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan dari berbagai sisi.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan
kualifikasi pendidik hingga menciptakan berbagai ajang kompetensi dalam
upaya untuk membangun prestasi pendidikan di Kutai Kartanegara.
Peningkatan kualitas pendidik adalah salah satu fokus utama salah
satu program kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan angka putus sekolah menjadi perhatian walaupun
mengalami penurunan dimana tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebanyak
277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang dibanding tahun sebelumnya
sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) orang. Disebabkan beberapa faktor
antara lain, pernikahan dini, banyaknya pendatang dari luar daerah yang
menetap di Kutai Kartanegara yang memang sudah putus sekolah saat
datang, serta mereka yang berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Tabel II - 6 Capaian Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024
CAPAIAN KINERJA

No Indikator Pendidikan

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 | PAUD 77.87 79.3 77.99 64.47 66,00 79,33
2 | APK SD/MI/Paket A 107.77 102 104,75 | 107,13 | 104,44 | 105,1

3 | APK SMP/MTs/paket B | 101,92 96,69 105,86 105,95 | 101,67 | 105,8
Angka Partisipasi

4 | Murni (APM) 96,98 96,72 96,41 97,27 97,12 96
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi

S | Murni (APM) 77,51 86,19 85,94 87,79 87,06 81

SMP/MTs/Paket B
Guru Yang Memenuhi
Kualifikasi (S1/D-IV)
7 | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
pendidikan dasar
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
pendidikan menengah
8 | Rasio Murid Terhadap Guru
Rasio guru/murid
sekolah pendidikan 1:16 1:16 1:16 1:16 01:16 01:16
dasar

82,53 | 83,86 85,93 86,14 | 98,11 | 95,63

0,161 0,176 0,170 0,128 0,128 0,128

0,193 0,240 0,206 0,126 0,126 0,126
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N Indikator Pendidik CAPAIAN KINERJA
0| ROAOrTERAERAn o019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rasio guru terhadap
murid pendidikan 1:17 1:16 1:17 1:17 01:17 01:17
menengah

9 | Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI 65 194 248 479 176 277
Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs 68 145 26 154 41 257

10 | Angka Kelulusan (%)
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI 100 100 100 100 100 100
Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs 98,73 99,56 99,45 99,65 99,70 99,70

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten
Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian indikator kinerja
kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara cukup baik, namun di beberapa indikator mengalami penurunan
seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga
kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya
menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan
kesehatan tahun 2019-2023.

Tabel II - 7 Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019-2023

Indikator Pel U
No ndtkator reiayanan Lmum 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Bidang Kesehatan
1 Rasio Posyandu Per 100 Balita 1,00 1,00 1,4 1,3 1,29 1,4
5 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan 92.0 5 .89 973 418 0.33
Pustu Per Satuan Penduduk ’ ’ ’ ’ ’
Rasio Rumah Sakit Per Satuan
3 0,0038 0,004 | 0,0038 | 0,0039 0,38 0,37
Penduduk
Rasio Tenaga
4 | Medis/Keperawatan Per
100.000 Penduduk
Dokter Spesialis 9 5 6 8.8 8,9 11,2
Dokter Umum 25,2 9 12 26.5 24,3 39,95
Bidan 85,7 82 92,3 84.9 88,7 119,7
Perawat 140,1 82 92,3 157.1 121,3 202,9
Cakupan Komplikasi Kebidanan
S . . 117 142 125 98,42% 100%
Yang Ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan
2.891 1.233 1.358 3.140 2.744 3.626
yg mendapat penanganan
Jumlah ibu dgn komplikasi
kebidanan 2.891 3.444 2.437 3.140 2.744 3.626

>
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No | [ndikator Pelayanan Umum 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Bidang Kesehatan
Cakupan Pertolongan
6 | Persalinan Oleh Tenaga 97,00 108 96 94,5 96,55 89,4
Kesehatan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong
2.891 12.576 | 12.317 | 12.385 12.360 | 11.541
oleh tenaga kesehatan
Jumla}.l seluruh sasaran ibu 14.456 12.576 | 12.317 | 13.101 12.801 | 12.913
bersalin
Cakupan Desa/Kelurahan
7 80,2 72,6 64,6 74 67,1 24,1
Universal Child Immunization
Jumlah Desa/ Kelurahan UCI 195 172 153 176 159 57
Jumlah seluruh Desa/
237 237 237 237 237 237
Kelurahan
Cakupan Balita Gizi Buruk
8 100 100 100 100 100 100
Mendapat Perawatan
Jumlah balita gizi buruk
mendapat perawatan di sarana 69 76 22 47 82 340
Pelayanan Kesehatan
Jumlah seluruh balita gizi buruk
. 69 76 22 47 82 340
buruk yang ditemukan
Cakupan Penemuan dan
9 Penanganan Penderita Penyakit 94,90 92,8 87,3 94,8 96,16
TB BTA Positif (%)
Jumlah penderita baru TBC BTA
. . . 1,221 935 550 589 1.003
(+) yang Ditemukan dan diobati
Jumlah perkiraan penderita na na na 1.076 1.043
baru TBC BTA (+) ' ' ' ' '
Cakupan Penemuan dan
10 | Penanganan Penderita Penyakit 100 100 100 100 100 100
DBD (%)
Jumlah Penderita DBD yang
. . . 1075 307 186 843 1.555 2.802
ditangani sesuai SOP
Jumlah Penderita DBD yang
. 1075 307 186 843 1.555 2.802
ditemukan
Cakupan Pelayanan Kesehatan
11 | Rujukan Pasien Masyarakat 100 100 100 100 100 100
Miskin (%)
12 | Cakupan Kunjungan Bayi (%) 109,7 104,1 76,9 93,7 98,1 90,82
Jumlah kunjungan bayi yang
memperoleh pelayanan 13.737 10.483 | 9.341 | 11.686 12.224 | 11.169
kesehatan
13 Jumlah seluruh bayi lahir hidup 13.470 12.862 | 12.526 | 12.825 12.458 | 12.298
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c.l. Panjang dan Kondisi Jalan Daerah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas

status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten,

panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2.193,02 km (dua

ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua kilometer), Jalan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622 Tahun 2018

tentang Jalan Provinsi, yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

>
N
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e
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sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam kilometer), dan Jalan
Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 290 Tahun 2015 tentang Jalan Nasional, yang berada di
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga
puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer).

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak 2022 proporsi tingkat kemantapan
jalan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 61,49 % (enam puluh satu koma
empat puluh sembilan persen) dengan panjang jalan dalam kondisi mantap
829 km (delapan ratus dua puluh sembilan kilometer) dan meningkat pada
tahun 2023 sebesar 65,50 % (enam puluh lima koma lima puluh persen)
dengan panjang jalan dalam kondisi mantap 1.436 km (seribu empat ratus
tiga puluh enam kilometer), tahun 2024 tingkat kemantapan jalan turun
menjadi 63,20 % (enam puluh tiga koma dua puluh persen) atau sekitar 1.387
km (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh kilometer). Kondisi ini menjadi
gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Tabel IT - 9 Kondisi jalan dalam kondisi mantap Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2018 - 2024

Uraian Capaian

No Indikator

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jalan

Tingkat
Kemantapan
1 | Jalan 66,85 69,87 63,39 57,52 61,49 65.50 63,20
Kabupaten/
Kota (%)

Jumlah
Panjang Jalan
Kewenangan
2 | Kab/Kota 1.465,94/1.532,25/ 1.390,34| 1.261,44 | 1.348,54 | 2.193 |2.196,94
Dalam
Kondisi

Mantap (km)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2025
c.2. Indeks Kesulitas Geografis
Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan di atas
merupakan Kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis.

Wilayah Kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk memeratakan
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kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam
membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan.
Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar
berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan
pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur
dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan
aksesibilitas /transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal
dibandingkan di wilayah perkotaan. Ketersediaan infrastruktur merupakan
salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media
kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan
memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami
masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui
Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin
tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai Kartanegara
disajikan seperti gambar berikut:

Gambar II - 12 Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2018-2021
4 )

39.25 39.24

37.80 37.80

2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

c.2. Kondisi Irigasi

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor
pertanian. Luas irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun
2024 dalam kondisi baik mencapai 70,11 % (tujuh puluh koma sebelas
persen) dengan total luas wilayah irigasi sebesar 13.429,43 ha (tiga belas ribu
empat ratus dua puluh sembilan hektar). Semakin membaiknya luasan
daerah irigasi dalam kondisi baik dari tahun sebelumnya disebabkan sebagai

berikut:

>
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Berkurangnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali (perkebunan
sawit, pembukaaan tambang baatu bara ilegal, perumahan warga);
Beberapa daerah irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara di ambil alih
oleh Provinsi sehingga luas kewenangan irigasi kabupaten menjadi
berkurang;
Hasil survey kondisi daerah irigasi dengan memakai aplikasi E-
Paksi (survey data E-paksi baru sekitar 68 (enam puluh delapan)
daerah irigasi dari 126 (seratus dua puluh enam) daerah irigasi
kewenangan kabupaten) yang baru didata 8.606,88 ha (delapan
ribu enam ratus enam ribu koma delapan puluh depalan hektar)
dari 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan
ribu koma empat puluh tiga hektar). Sehingga jika didasarkan atas
data yang tersedia bahwa luas irigasi dalam kondisi baik sebesar
70,11 % (tujuh puluh koma sebelas persen).
Masih adanya beberapa jaringan irigasi yang mengalami kondisi
rusak sedang dan ringan yang belum tertangani karena terbatasnya
anggaran.
Tabel II - 10 Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara,

Tahun 2020-2024

URAIAN INDIKATOR
IRIGASI

Luas irigasi kabupaten
dalam kondisi baik (ha)

2020 2021 2022 2023 2024

17.925.92 | 18,098.92 6,409.35 8.606,88 9.415,37

Luas irigasi kabupaten

(ha)

23.154,13 | 23.154,12 | 13.891,64 13.429,43 | 13.429,43

Luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik 77,42 78,17 46,06 64,09 70,11

(persen)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2025

c.3. Penataan Ruang

Perhitungan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara,

dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10

km? (dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga ribu koma sepuluh

kilometer persegi). Pada rasio luas ruang terbuka hijau pada tahun 2022 per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 18,03 (delapan belas koma tiga).

Sedangkan indikator luasan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari

luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2022 sebesar 65,81 %

(enam puluh lima koma delapan puluh satu) persen.

, S| % (BSrE), Badan Siber d
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Tabel I - 11 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun

2019-2024
No | BidangUrusan/ 1 5419 | 5000 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Indikator
Rasio Ruang Terbuka Kewenangan|Kewenangan
Hijau per Satuan Luas| 17,63 | 18,03 | 18,03 | 18,03 Dinasg Dinasg
Wilayah ber HPL/HGB
Luasan RTH publik
N -
sebesar 20% dari luas| o) 35 | 6531 | 6581 | 65,81 65,81 65,81
wilayah kota/kawasan
perkotaan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran
masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami
peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan
Kutai Kartanegara 2019-2024.

Tabel II - 82 Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

No | [ndikator Layanan Dasar 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Perumahan

1 |Rumah Tangga Pengguna Air 85,39 87,90 70.85 76,68 82,18 80,20
Bersih (%)

2 |Rumah Tangga Ber-Sanitasi 86,52 81,71 69.8 76,14 83,48 89,10
(%0)

3 |Lingkungan Pemukiman 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
Kumuh (%)

4 |Rumah Layak Huni (%) 89,53 89,90 92.76 93,25 93,49 98,64

S |Rasio rumah layak huni 0,25 0,25 0.24 0,23 0,22 0,22

6 |Cakupan ketersediaan rumah 91,03 88,84 92.76 93,25 93,49 98,64
layak huni

7 |Persentase lingkungan | 0,0053 | 0,0053 | 0,0062 0,62 0,50 0,49
pemukiman kumuh

8 |Persentase luasan 19,78 21,89 50.25 47,70 45,87 77,42
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan

9 | Proporsi rumah tangga 1,24 1,24 0.81 0,81 2,68 2,68
kumuh perkotaan

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2023

Berdasarkan tabel diatas kondisi pelayanan air bersih dan sanitasi bagi
rumah tangga selama kurun waktu 5 (lima tahun) tahun terakhir
berfluktuatif, kondisi ini menggambarkan semakin meningkat pula kawasan
perumahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten
Kutai Kartanegara. Tahun 2024 rumah tangga pengguna air bersih mencapai
80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen) dan rumah tangga
bersanitasi sebesar 89,10 % (delapan puluh sembilan koma sepuluh persen)

masih ada 10-11 % (sepuluh sampai dengan sebelas persen) rumah tangga
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yang belum menggunakan air bersih sebagai sumber air baku untuk rumah
tangga dan kondisi sanitasi yang belum baik. kondisi ini menandakan bahwa
salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber
air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di
pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara
maksimal. Begitu juga dengan kondisi sanitasi, masih diperlukan
peningkatan agar lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat dapat
tercapai.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan,
penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah,
pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga
pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Kawasan
kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor
105/SK-BUP/HK /2023 Tentang Penetapan Lokasi Rumah Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kutai Kartanegara seluas 144,63 ha (seratus empat
puluh empat koma enam puluh tiga hektar). Sampai dengan tahun 2023
kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 77,42 % (tujuh puluh tujuh
koma empat puluh dua persen). Ada 7 (tujuh) lokasi kawasan kumuh sesuai
dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai
Kartanegara antara lain, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Samboja,
Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Anggana.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum
di Kutai Kartanegara merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Ketertiban umum merupakan modal utama sebagai bentuk rasa aman agar
para pengusaha dan investor untuk bisa datang dan berinvestasi di wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah di wilayah Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi
kenaikan signifikan pada tahun 2023 sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
sedangkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang

terselesaikan selama 5 (lima) tahun sangat memuaskan dengan persentase
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100 % (seratus persen). Pada tahun 2024 peratuan daerah dan peraturan
kepala daerah yang ditegakan sekitar 61,67 % (enam puluh satu koma enam
puluh tujuh persen) dan gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang
diselesaikan 100 % (seratus persen). Kondisi ini memberikan gambaran
bahwa kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara
dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan hal tersebut untuk menjaga kondisi
stabilitas keamanan tetap terjaga diperlukan kebijakan-kebijakan terkait
ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah
resiko kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan indikator
kinerja trantibun Kutai Kartanegara 2019-2023.
Tabel II - 9 Indikator Kinerja Trantibum, Tahun 2019-2024

No Indikator Kinerja Trantibum 2020|2021 | 2022|2023 | 2024

Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Diselesaikan
9 P§rsentase Perda Dan Perkada Yang 3,70 |22,03/34,60| 75 |61,67
Ditegakkan
Sumber : LPPD Tahun 2025
f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup
kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut
bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi
yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental.
Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi
mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan
pekerjaan yang harus mereka lakukan di sekitar tempat tersebut.
Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil
dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial bahwa pada Tahun 2024
penanganan PMKS dan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat
dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus tercapai. Walaupun
demikian kedepannya Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial tetap
meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak PMKS. Salah
satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah
dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini
bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan. Berikut

perkembangan indikator kinerja urusan pelayanan dasar sosial Kutai
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Tabel II - 10 Indikator Kinerja Urusan Pelayanan Dasar Sosial, = Tahun
2020-2024
Indikator Kinerja Sosial 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Teljlantar Dan Gelaqdangan 100 91,31 97.63 100 100
Pengemis yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti
(Indikator SPM)
Persentase PMKS yang 70,37 | 90,02 | 97,04 | 98,72 | 97,68

memperoleh bantuan sosial

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

2.1.3.2.

a. Tenaga Kerja

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan

daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya

manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian

permasalahan ketenagakerjaan. Angka pengangguran Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2024 sebesar 4,11 % (empat koma sebelas persen)

mengalami kenaikan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar

4,04 % (empat koma nol empat persen). Dari tingkat partisipasi angkatan

kerja, capaian pengangguran di Kutai Kartanegara terlihat cukup baik dan

kedepannya diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan produktivitas

tenaga kerja.

Gambar II - 13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2024
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase
banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur
sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan
besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
negara/provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan TPAK Kutai Kartanegara
menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2023 TPAK Kutai
Kartanegara sebesar 65,32 % (enam puluh lima koma tiga puluh dua persen),
tahun 2024 TPAK meningkat menjadi 65,19 % (enam puluh lima koma
sembilan belas persen). Jumlah pekerja rentan di Kutai Kartanegara tahun
2023 dan 2024 sebesar 35.440 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat
puluh) orang. Pekerja rentan adalah mereka yang berisiko tinggi mengalami
kondisi kerja yang tidak aman, tidak terlindungi, atau memiliki penghasilan
rendah, serta rentan terhadap dampak negatif dari perubahan ekonomi dan
sosial. Kelompok ini mencakup berbagai jenis pekerja informal, seperti buruh
tani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pekerja sektor informal
lainnya.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat
terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,
seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini
diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan
mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan Daerah.

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (2018-2024) kondisi
kesetaraan dan keadilan gender terus membaik walaupun pada aspek
pemberdayaan gender di tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun
kembali meningkat dan terus menunjukkan tren positif, kondisi ini
menggambarkan bahwa konsentrasi pembangunan manusia berbasis gender
terus ditingkatkan. Tahun 2024 capaian IPG dan IDG Kutai Kartanegara
81,71 % (delapan puluh satu koma tujuh puluh satu persen) dan 63,55 %

(enam puluh tiga koma lima puluh lima persen).
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Gambar Il - 14 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan
Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024
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Sumber : BPS, 2025

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai
hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun
cukup besar, pada tahun 2019 sebesar 129,32 (seratus dua puluh sembilan
koma tiga puluh dua) ton/tahun. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi
sebesar 128,72 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh dua)
ton/tahun. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 113,97 (seratus tiga belas
koma sembilan puluh tujuh) ton/tahun dan tahun 2022 meningkat kembali
menjadi 118 (seratus delapan belas) ton/tahun dan tahun 2023 meningkat
kembali sebesar 118,46 (seratus delapa belas koma empat puluh enam)
ton/tahun. Dan tahun 2024 meningkat kembali sebesar 127,70 (seratus dua
puluh tujuh koma tujuh puluh) ton/tahun. Untuk skor Pola Pangan Harapan
(PPH) tahun 2024 sebesar 88,46 (delapan puluh delapan koma empat puluh
enam). Untuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 sebesar 87.17
(delapan puluh tujuh koma tujuh belas) dan berada diperingkat 2 (dua)
setelah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 88.11 (delapan puluh
delapan koma sebelas). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan tahun
2024 sebesar 8,06 % (delapa koma nol enam persen) merupakan indikator
yang menunjukkan proporsi penduduk yang secara rutin mengonsumsi
makanan dengan energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat
dan aktif. Ini digunakan untuk memantau kerawanan pangan dan gizi di
tingkat nasional maupun daerah. Berikut perkembangan ketersediaan
pangan utama sampai dengan tahun 2019-2024.
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Gambar II - 15 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara
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d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak
kepemilikan lahan, untuk tahun 2022 Jumlah penerima tanah Obyek
Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar atau sama dengan 0,5
ha (nol koma lima hektar) sebanyak 85 orang. Dalam hal penyelesaian kasus
tanah negara tahun 2023 sebesar 100 % (seratus persen) dan penyelesaian
izin lokasi sebesar 100 % (seratus persen).
e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai
Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat
tahun 2023 sebanyak 490.378 m3 (empat ratus sembilan puluh tiga ratus
tujuh puluh delapan meter kubik) telah tertangani sebesar 67,40 % (enam
puluh tujuh koma empat puluh persen) penanganan sampah. Kinerja
penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume
sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk.

Tabel IT - 11 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2024

Tahun Volume (ribu m3) Persentase Penanganan
2019 255,50 81,25
2020 322,47 78,05
2021 81.243,53 79,02
2022 114.524,75 86,63
2023 117.121,18 87,74
2024 136.061,62 57,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LPPD, 2024

Indikator lain yang biasa digunakan dalam rangka mengukur kondisi
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lingkungan Hidup yang baik adalah menggunakan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal
yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup
pada lingkup dan periode tertentu. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Kutai Kartanegara pada tahun 2016 sampai dengan 2019 kecenderungan
meningkat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 68,76
(enam puluh delapan koma tujuh puluh enam) dan di tahun 2022 kembali
mengalami peningkatan dengan nilai indeks sebesar 71,77 (tujuh puluh satu
koma tujuh puluh tujuh). Meningkatnya IKLH tahun 2022 dikarenakan
adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air
(IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun
2022 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH. Tahun 2023 mengalami
peningkatan menjadi 72,41 (tujuh puluh dua koma empat puluh satu).

Gambar II - 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2018-2024
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

f.  Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai
Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif,
peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian
penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga
tahun 2024 mencapai 99,38 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh
delapan persen). Perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar
seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tabel Il - 16 Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023

Indikator Kependudukan &
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Catatan Sipil

Kepemilikan KTP 87.58% | 97.97% | 98.28% | 97.62% | 99.00% | 99,38%

Jumlah penduduk yang memiliki
KTP

427.005 |484.889 |502.055 |532.420 |541.117 |556.386

Jumlah penduduk wajib KTP
(>17 dan atau pernah/sudah 487.559 |494.922 |510.822 |545.347 | 545.340 | 559.85

menikah)

Kepemilikan Akta Kelahiran 93.75% | 96.14% | 94.80% | 95.78% | 99.00% | 99,16%

Jumlah penduduk memiliki akta
649.522 |235.683 |236.652 |236.769 |251.830 |254.269
kelahiran

Jumlah penduduk 692.776 |734.485 |753.862 |765.284 |788.113 |806.964

Sumber : BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2023
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya
dalam memerataan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan
kesenjangan. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang
dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks
ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan
kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk
pembangunan desa.

Berdasarkan tren perkembangan IDM di Kutai Kartanegara tahun
2019-2024, dimana dalam setiap tahunnya, perkembangan IDM terus
memperlihatkan grafik yang menanjak dan kondisi ini menjadi keberhasilan
bersama. Hal itu terbukti dari peningkatan status sejumlah desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sampai pada tahun 2024 sudah tidak
ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Capaian desa
mandiri di tahun 2024 sebanyak 87 (delapan puluh tujuha) desa, Desa Maju
sebanyak 83 (delapan puluh tiga) desa dan Desa Berkembang sebanyak 23
(dua puluh tiga) desa. Keberhasilan capaian peningkatan IDM ini merupakan
adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kecamatan hingga tingkat desa dan tentu juga partisipasi dari Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
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Gambar II - 17 Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2024
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata
mencapai 1,52 % (satu koma lima puluh dua persen) per tahun. Tingginya
angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena
tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga
Berencana (KB) dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah
dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan program KB di
Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, dimana
tahun 2024 prevalensi peserta KB aktif mencapai 71,70 % (tujuh puluh satu
koma tujuh puluh persen). Belum optimalnya capaian program KB ini
disebabkan karena keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa, dimana
tahun 2024 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0,28 (nol koma dua puluh
delapan), atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga
penyuluh KB. Jumlah peserta program KB aktif sebesar 82.600 (delapan
puluh ribu enam ratus) peserta dan jumlah pasangan usia subur sebesar
115.210 (seratus lima belas ribu dua ratus sepuluh) pasangan.
Tabel I - 17 Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

Indikator Keluarga 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Berencana
Prevalensi peserta KB aktif 76,4 76,41 79,95 79,95 74,00 71,70
Rasio petugas lapangan KB/ 0,3 0,3 0,28 0,28 0,28 0,28

penyuluh KB (PLKB/PKB) di
setiap desa

Jumlah peserta program KB |[113.022|113.560|108.614|108.614| 74.505| 82.600
aktif

Jumlah pasangan usia 148.008|148.615|145.549|165.305{111.358|115.210
subur

Sumber : DP2KB Kutai Kartanegara, 2025
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i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,
saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat
dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan
terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan
demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat
maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas
masyarakat, jumlah penumpang angkutan umum Kabupaten Kutai
Kartanegara hingga tahun 2023 mencapai 10.447 (sepuluh ribu empat ratus
empat puluh tujuh) penumpang dengan jumlah Uji KIR Kendaraan sebesar
5.861 (lima ribu delapan ratus enam puluh satu). Untuk Kinerja lalu lintas
kabupaten/kota pada tahun 2024 Kutai Kartanegara sebesar 0,50 (nol koma
lima puluh) yang diukur dengan VC Ratio (Volume to Capacity Ratio).
Mengukur tingkat kejenuhan lalu lintas, nilai VC Ratio > 1 menunjukkan
kemacetan, sedangkan < 0,75 dianggap lancar.

Gambar II - 18 Jumlah Penumpang Angkutan Umum dan Jumlah Uji KIR
Kendaraan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024
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Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

jo  Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan
beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Selain penerapan SPBE
dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga
membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan.

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan

kemudahan kepada pengguna layanan. Persentase layanan publik yang

Selai Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2024 meningkat
sebesar 100 % (seratus persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 87,50 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen).
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan
informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi,
masyarakat mudah mengetahui standar operasional prosedur, persyaratan,
biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya
maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli
dan sebagainya. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
dan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 meningkat sebesar 92,21 %
(sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 68,69 % (enam puluh delapan koma enam puluh sembilan
persen).

Diharapkan dengan diterapkannya transformasi digital dalam
pemerintahan, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, baik pada
bidang administrasi pemerintahan, maupun pada bidang pelayanan publik.
Sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat
dan efisien.

Tabel IT - 18 12 Presentase Akses terhadap Layanan Publik

INDIKATOR KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Persentase Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang terhubung
dengan akses internet yang

disediakan oleh dinas kominfo

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

100 98,28 100 100 | 96,61 | 100

Persentase Layanan Publik yang
Diselenggarakan Secara Online dan | 35,29 | 55,56 | 73,68 | 73,91 | 87,50 | 100
Terintegrasi

Persentase Masyarakat yang
Menjadi Sasaran Penyebaran
Informasi Publik, Mengetahui | 67,43 | 99,03 | 71,50 | 70,43 | 68,69 | 92,21
Kebijakan dan Program Prioritas
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sumber: LPPD, Tahun 2024
k. Koperasi dan Usaha Miko dan Kecil (UMK)

Koperasi dan UMK merupakan penyangga perekonomian daerah yang
memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi
koperasi aktif sampai dengan tahun 2024 sebesar 83,43 % (delapan puluh
tiga empat puluh tiga persen) dari jumlah total koperasi sebanyak 676 (enam

ratus tujuh puluh enam) koperasi. Sedangkan persentase perkembangan
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usaha mikro yang naik kelas hingga tahun 2024 berjumlah 74,85 % (tujuh
puluh empat koma delapan puluh persen). Kondisi ini menjadi bagian penting

dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel II - 19 Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2023

INDIKATOR KOPERASIDAN | o519 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
UKM
lah Usaha Mik

“I?;:la Usaha Mikro dan 57.935 | 58.225 | 68.413 | 58.720 | 59.120 | 59.304
P ha Mik

ersentase Usaha Mikroyang |, 70, | 3030, | 323% | 73,11% | 73,82% | 74,85%
Naik Kelas
Jumlah Koperasi Aktif 505 514 528 273 548 564
Jumlah Seluruh Koperasi 617 626 640 542 660 676
Persentase Koperasi Aktif 81,85% | 82,11% | 82,50% | 50,37% | 83,03% | 83,43%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM dan LPPD 2024

1.  Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi
daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing
daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif.
Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup baik. Pada tahun 2024, PMDN di Kutai
Kartanegara sebanyak 3.563 (tiga ribu lima ratus enam puluh tiga) proyek.
Modal yang ditanamkan sebesar Rp8.340.000.000.000,00 (delapan ribu tiga
ratus empat puluh miliar rupiah) yang terinci ke dalam sektor pertambangan
batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga
listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum. Sementara penanaman
modal asing mengalami peningkatan dari 245 (dua ratus empat puluh lima)
proyek pada tahun 2023 menjadi 305 (tiga ratus lima) proyek pada tahun
2024 dengan modal yang ditanamkan sebesar Rp8.060.000.000.000,00
(delapan enam puluh miliar rupiah).

Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten
Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja
masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara
dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2023.

Tabel I - 130 Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten

Kutai Kartanegara 2019-2024

Tahun Jumlah Proyek Modal (Rp) Ter.laga Kerja -
Indonesia Asing
2019 214 5.873.632.920.000 5.289 112
2020 466 2.284.878.700.000 3.674 9
2021 545 1,930,034,800,000 1,540 2
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Tahun Jumlah Proyek Modal (Rp) Ter}aga Kerja -
Indonesia Asing
2022 537 8,432,830,800,000 7,507 11
2023 2.073 9,440,538,200,000 5,993 10
2024 3,563 8,346,870,226,939 5,830 3

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024
Tabel I - 21 Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja
PMA Kabupaten Kutai

. Tenaga Kerja
Tahun Jumlah Proyek Investasi (Rp.) hdonesia Asing

2019 116 733.477.500.000 5.766 16
2020 136 947.851.500.000 965 20
2021 145 1,913,074,860,100 982 6

2022 104 1,350,004,725,026 950 63
2023 245 5.004.650.534.555 5976 37
2024 305 8,069,017,988,494 6205 120

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia
dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan
dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek
pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan
pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan
juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk
meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan
sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana
olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana
olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel II - 22 Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai

Kartanegara 2022-2024

No Fasilitas 2022 2023 2024
1 | Lapangan Sepakbola 187 187 197
2 | Lapangan Basket 2 2 16
3 | Lapangan Volley 207 207 207
4 | Lapangan Bulu Tangkis 172 172 172
5 | Kolam Renang 1 1 3
6 | Lapangan Tenis S S S
7 | Lapangan Tenis Meja 15 15 20
8 | Lapangan Sepak Takraw 20 20 20
9 | Lapangan Futsal 24 24 24
10 | Gelanggang/Balai Remaja 187 187 187

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Sebaran jumlah pemuda yang berwirausaha pada tahun 2024 di
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wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 204.088 (dua ratus empat
ribu delapan puluh delapan) dengan jumlah terbesar berada di kecamatan
Tenggarong berjumlah 29.815 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima
belas), kecamatan Tenggarong Seberang berjumlah 18.122 (delapan belas
ribu seratus dua puluh dua) dan kecamatan Loa Janan berjumlah 21.414
(dua puluh satu ribu empat ratus empat belas) sedangkan terendah di
kecamatan Muara Wis berjumlah 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh
delapan) dan kecamatan Kenohan berjumlah 3.210 (tiga ribu dua ratus
sepuluh). Untuk jumlah atlet berpestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) orang dan tahun 2024 sebanyak 865
(delapan ratus enam puluh lima) orang. Hal ini mengindikasikan program
pembinaan atlet lokal sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan
sarana prasarana olahraga di kecamatan. Jumlah pemuda usia 16 s.d 30
(enam belas sampai dengan tiga puluh) tahun yang berwirausaha di
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:
Tabel I - 23 Jumlah pemuda usia 16 s.d 30 tahun yang berwirausaha di
Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

NO Kecamatan Us‘ijal{1 r1n61as}.1dP§(r)n ?gﬁun
1 | Muara Muntai 5.211
2 | Loa Kulu 14.86
3 | Loa Janan 21.414
4 | Anggana 9.864
S | Muara Badak 12.934
6 | Tenggarong 29.815
7 | Sebulu 10.987
8 | Kota Bangun 6.180
9 | Kenohan 3.210
10 | Kembang Janggut 7.321
11 | Muara Kaman 12.006
12 | Tabang 3.903
13 | Samboja 10.520
14 | Muara Jawa 11.170
15 | Sanga Sanga 5.403
16 | Tenggarong Seberang 18.112
17 | Marang Kayu 7.230
18 | Muara Wis 2.488
19 | Kota Bangun Darat 3.505

20 | Samboja Barat 7.965

TOTAL 204.088

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025
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n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik
berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari
instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan
dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kutai Kartanegara Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
disusun oleh Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara yakni Kutai
Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan
Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut penting
kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang
kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Berdasarkan hasil EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)
yang dilakukan oleh BPS nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah 2,31 (dua koma
tiga puluh satu) dengan predikat Cukup. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan
kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta implementasi Satu Data
Indonesia (SDI).

o. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan
daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah,
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah
dan keunikan budaya saat ini menjadi ikon kekayaan budaya daerah dan
nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di
Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi
penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan
sarana penyelenggaraan seni dan budaya Daerah. Berikut perkembangan
seni dan budaya Daerah tahun 2019 sampai dengan 2024.

Tabel II - 24 Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan | 78 3 2 15 23 37
Budaya (Kali)
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan 2 4 4 4 20 20

Budaya (Unit)
Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar | 37 37 37 95 12 15
Budaya Yang Dilestarikan (Unit)

3 = & Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki | 39 39 39 39 95 95
Daerah (Unit)

Sumber : LPPD, 2025

p. Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan
tingginya budaya baca di Daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan
yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan perpustakaan di Daerah.
Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas
penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagai peluang untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang
kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung
perpustakaan di Daerah dirinci per kunjungan setiap tahunnya disajikan
pada Tabel berikut.

Tabel II - 25 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

2019-2024
Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Koleksi Judul Buku 31.068 | 25.722 | 26.320 | 22.673 | 22.706 | 44.550

Yang Tersedia Di

Perpustakaan Daerah
Jumlah Koleksi Jumlah Buku 66.484 | 95.989 | 530.304 | 47.152 | 47.138 | 242.041
Yang Tersedia Di

Perpustakaan Daerah
Jumlah Kunjungan Ke 363.317 | 13.963 4.493 | 12.484 | 15.736 | 16.613
Perpustakaan Selama 1 Tahun

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

2.1.3.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten
Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian
dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup
melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik
perikanan tangkap maupun budidaya, hingga tahun 2024 produksi
perikanan terus meningkat sebesar 281.950 (dua ratus delapan puluh satu
ribu sembila ratus lima puluh) ton dibandingkan dengan produksi di tahun
2022 sebesar 209.358 (dua ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan)
ton, Tahun 2023 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara

mengalami penurunan menjadi sebesar 215.448 (dua ratus lima belas ribu
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empat ratus empat puluh delapan) ton.
Gambar II - 19 Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai

Kartanegara 2016-2024

300,000.0 281,950.6-281,950.6

202,277.3 202,277.3 210,308.0

189,974.2
200,000.0 177,305.9

158,644.3

151,958.7

100,000.0

0.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

B Produksi Ikan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong sektor pariwisata
menjadi trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi
sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah
kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi
yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Pasca pandemi
COVID-19 dan perbaikan kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat,
kunjungan wisatawan cenderung menunjukkan kenaikan yang sangat
signifikan dimana pada tahun 2024, sebanyak 1.022.905 (satu juta dua
puluh dua ribu sembilan ratus lima) wisatawan yang berkunjung di 49 (empat
puluh sembila) destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika dibanding tahun
2023 yang hanya mencapai 883.082 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu
delapan puluh dua) wisatawan.

Tabel II - 26 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara

2019-2024
No | Xunjungan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Wisatawan
1 | Tamu Hotel 97.119 60.7 68.175 80.335 92.023 101.696
Bukit
2 | Bangkirai 20.522 10.671 7.234 14.963 15.234 11.679
Samboja
3 BOSF . 3.68 591 n.a n.a n.a 2.587
Samboja
4 | Sungai Hitam 280 216 201 n.a n.a 579
Samboja
Museum
5 | Mulawarman 46.099 20.603 14.316 48.892 59.888 59.639
Tenggarong

>
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Kunjungan
Wisatawan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

d’kukarzone

Ladaya
(Ladang
Budaya)

256.923

118.297

86.66

122.168

76.534

48.714

Lamin Etam
Ambors

106.456

28.262

41.448

101.280

100.150

33.385

Pulau Kumala

174.036

37.861

19.893

37.215

21.916

10

Waduk Panji
Sukarame

15.951

5.118

2.295

8.492

4.419

2.397

11

Waterboom
HRD 77
Muara Jawa
Ilir

5.219

12

Pantai Tanah
Merah
Samboja

41.214

22.808

21.345

74.472

90.928

102.399

13

Pantai
Ambalat
Samboja

14.873

31.727

65.81

67.605

78.997

90.502

14

Pantai
Pangempang
Muara Badak

126.903

79.795

104.771

110.985

129.57

139.102

15

Pantai
Sambera
Muara badak

21.821

4.217

2.515

2.855

2.074

4.982

16

Pantai
pemedas
Samboja

61.596

31.508

20.853

17

Pantai
Malabar
Muara Badak

971

16.027

25.563

29.86

27.142

18

Batu Dinding
Samboja

2.485

541

1.365

2.104

1.557

19

Pantai Duta
Pemedas

8.874

20.853

20

Kaltim Park
Samboja

18.703

16.612

12.786

10.15

21

Planetarium
Jagad Raya
Tenggarong

4.297

2.679

28.989

22

Waterboom
Mahalani
Muara Badak

3.382

23

Istana Bunga
Jembayan

33.169

7.991

15.65

18.171

19.543

20.657

24

Family
Waterpark
Tenggarong

5.553

2.589

2.877

4.234

4.999

5.383

25

Family
Waterpark
Tenggarong
Seberang

2.174

3.288

3.276

9.044

5.629

26

Museum Kayu

6.296

1.331

n.a

4.217

4.461

3.557

27

Situs Makam

138.639

28.118

13.941

73.053

117.716

107.749

>
N
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e
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Kunjungan
Wisatawan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Raja-raja
Kutai

28

Makam
Pangeran
Notoigomo

19.496

5.567

29

Makam
Senopati
Aw.Long

1.204

388

366

476

683

30

Makam Aji
Pangeran
Sinum Panji
Mendapa
Jembayan

613

223

31

Situs Lesung
Batu Muara
Kaman

3.368

787

32

Tugu
Pembantaian

Loa kulu

572

33

Situs Makan
Raja Aji
Mahkota dan
Aji dilanggar
Anggana

40.087

22.046

16.957

43.328

50.896

50.602

34

Situs Makam
Syekh
Tunggang
Parangan
Anggana

35.175

21.14

14.659

33.921

37.974

37.308

35

Situs Makam
Pangeran

Mangkunegor
o Tenggarong

751

1.348

1.382

1.611

36

Situs Sanga-
sanga

852

37

Situs Gunung
Selendang
Sanga-sanga

2.224

38

Tugu Equator
Marang Kayu

807

233

167

1.269

1.078

39

Wisata Sungai
Mahakam

301

26

72

15

160

40

Kembang
Jaong

28.683

15.227

11.826

6.1

2.254

41

Desa Wisata
Pela Kota
Bangun

6.242

2.217

1.627

2.776

9.929

5.05

42

Desa Wisata
Kedang Ipil
Kota Bangun

6.591

19.039

2.219

5.064

2.870

4.094

43

Air Terjun
Suka Lama
Kota Bangun

2.254

3.994

765

859

44

Desa Wisata

35.355

51.024

43.033

33.173

24.789

>
N
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Kunjungan

. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Wisatawan

Kersik

45 Desa Wlsata. n.a 4.226 n.a n.a n.a 9.057
Sumber Sari

Taman
46 | Gubang n.a 10.336 | 26.763 | 45.765 18.516 10.858
Tenggarong

Seberang

Desa Budaya

47 Leqak Kidau 75 423 n.a n.a n.a 0
Event

48 | Budaya/ 266.91 n.a n.a 37.564 11.879 55.568
Festival

49 | Mice n.a n.a n.a n.a 4.933 -

Jumlah 1.354.735 | 614.127 | 465.756 | 1.051.681 883.082 1.022.905

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi
menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik
wisata buatan dan daya tarik wisata budaya dan sejarah. Kunjungan
wisatawan pada tahun 2024 terbesar pada destinasi wisata buatan dan alam
sebesar 55,94 % (lima puluh lima koma sembilan puluh empat persen),wisata
budaya dan sejarah 28,85 % (dua puluh delapan koma delapan puluh lima
persen), dan kunjungan tamu hotel dan event budaya/festival sebesar
18,21 % (delapan belas koma dua puluh satu persen). Adapun kontribusi
terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pantai Pangempang dan
Situs Makam Raja Kutai.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian Daerah
pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan
pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju
Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2024 sebesar 7,85% (tujuh koma
delapan puluh lima persen) meningkat dibanding pertumbuhan pada tahun
2023 sebesar 6,65% (enam koma enam puluh lima persen).

Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan
pengaruh yang kuat terhadap perekonomian Daerah, salah satu kekuatan
pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif
daerah sebagai titik krusial dalam proses pembangunan pariwisata Daerah
dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 7,85 % (tujuh koma
delapan puluh lima persen) pada tahun 2024 meningkat dibanding

pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 7,4 % (tujuh koma empat persen).
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Tabel I - 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Uraian 2019|2020(2021({2022|2023|2024
Lajl.l Pertumbuhan Ekonomi Sektor 728 ~ |2.72|3.74|6.65|7.85
Pariwisata 0,99
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 7,41 (4,44 16,23/6,96| 7,4 |7,70

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2025 (Diolah)

c. Pertanian

Upaya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang
cukup signifikan pada perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan sehingga sektor ini memiliki peningkatan pertumbuhan mencapai
2,94 % (dua koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2024. Berikut
adalah laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 28 Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

) ) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Struktur Ekonomi Pertanian, )
. Pertanian, Kehutanan dan
Tahun Kehutanan dan Perikanan )
(%) Perikanan
(o)
2019 13,41 5,96
2020 14,91 0,60
2021 13,49 1,02
2022 10,72 1,91
2023 13,12 2,91
2024 14.48 2,94

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral
(batubara dan migas), mempunyai potensi yang cukup luas untuk
pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, seperti halnya
komoditi; padi, palawija dan hortikultura. Luas panen pengembangan padi
(padi sawah dan padi lahan kering) tahun 2023 mengalami penurunan dari
27.697 ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh hektar)di
tahun 2023 menjadi 26.031 ha (dua puluh enam ribu tiga puluh satu hektar)
di tahun 2024, hal ini memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan luas
panen yang cukup signifikan. Jika dilihat dari sisi produktivitas masih
memperoleh nilai sebesar 4,09 ton/ha (empat koma nol sembilan ton per

hektar).
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Tabel I - 29 Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras

Uraian Produktivitas dan Produksi Beras
Tahun Luas Panen (Ha) Pr?f;llc/tli;/;';as Produksi (Ton)
2024 26.031 4,09 106.553
2023 27.697 3,97 106.418
2022 31.557 3,77 119.254
2021 34.145 3,47 118.551
2020 31.953 3,47 110.940
2019 31.358 3,86 121.2083

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan dan LPPD, 2023
Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu
jagung dan ubi kayu ; jagung dan ubi kayu secara umum mengalami
penurunan produksi dan produktivitas dalam lima tahun terakhir. Produksi
Komoditi jagung pada tahun 2023 sebesar 7.179 (tujuh ribu seratus tujuh
puluh sembilan) ton dan turun menjadi 4.290 (empar ribu dua ratus
sembilan puluh) ton pada tahun 2024. Namun pada produksi Komoditi ubi
kayu mulai mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 18.037
(delapan belas ribu tiga puluh tujuh) ton dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu pada tahun 2023 sebesar 13.601 (tiga belas ribu enam ratus satu) ton.
Penurunan produksi pada komoditi jagung dikarenakan berkurangnya luas
panen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan kenaikan pada komoditi
ubi kayu mulai mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya luas
panen pada tahun 2024.
Tabel I - 30 Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan
Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

Jagung Ubi Kayu
Tahun Luas Panen (Ha) Produksi | Produktivitas | Luas Panen Produksi | Produktivitas
(Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
2019 3.882 23.391 6,02 807 23.269 28,83
2020 1.745 9.297 5,33 834 22.244 26,68
2021 1,060 5,646 5.33 797 21,257 26.69
2022 1,634 8,889 5.44 585 13,650 23.32
2023 1.507 7.179 476 441 13.601 30,87
2024 842,15 4.290 5,09 576,6 18.037 31,28

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2025
Komoditi hortikultura khususnya bawang merah dan cabai dalam
kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan
produksi produktivitas. Pada komoditi bawang merah pada tahun 2019
produktivitas mencapai 4 ton/ha (empat ton per hektar) dan meningkat

hingga 6,11 (enam koma sebelas) ton/ha pada tahun 2024 dengan produksi
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pada tahun 2019 sebesar 60 (enam puluh) ton kemudian di tahun 2024
mengalami peningkatan produksi menjadi 200 (dua ratus) ton. Sedangkan
pada komoditi cabai pada tahun 2019 produktivitas mencapai sampai 6,5
ton/ha (enam koma lima ton per hektar), produksi sebesar 5.179 (lima ribu
seratus tujuh puluh sembilan) ton dan luas panen 782 ha (tujuh ratus
delapan puluh dua hektar). Namun mengalami penurunan produktivitas
pada tahun 2024 sebesar 5,96 ton/ha (lima koma sembilan puluh enam ton
per hektar) dengan produksi 3.704 (tiga ribu tujuh ratus empat) ton dan luas
panen sebesar 621,71 ha (enam ratus dua puluh satu koma tujuh puluh satu
hektar).
Tabel II - 31 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan
Cabai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

Bawang Merah Cabai
Tahun Luas Panen | Produksi Produktivitas |Luas Panen| Produksi | Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
2019 17 60 4 782 5.179 6,50
2020 30 146 5 450 3,926 8.7
2021 6,99 395 5 417,16 3.793 9.09
2022 11 82 7.46 964.45 3.169 3.29
2023 21,75 47 2,16 441,87 3.581 8,10
2024 32,75 200 6,11 621,72 3.704 5,96

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2025
c.1 Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian
pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Daerah secara umum
terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada
ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkret dan terobosan yang tepat
dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing-
masing kecamatan.

Pada populasi ternak secara umum mengalami penurunan dalam 5
(lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 populasi ternak sapi
sebanyak 526.475 (lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh
lima ekor), populasi kerbau sebanyak 13.529 (tiga belas ribu lima ratus dua
puluh sembilan ekor), populasi ternak kambing sebanyak 22.352 (dua puluh
dua ribu tiga ratus lima puluh dua ekor), ternak babi sebanyak 26.021 (dua
puluh enam ribu dua puluh satu) ekor, dan unggas sebanyak 12.352.806
(dua belas juga tiga ratus lima puluh dua delapan ratus enam) ekor. Namun

di 2024 populasi ternak mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana

jumlah populasi ternak sapi sebanyak 20.979 (dua puluh ribu sembilan ratus
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tujuh puluh sembilan) ekor, populasi kerbau sebanyak 2.117 (dua ribu
seratus tujuh belas) ekor, populasi ternak kambing sebanyak 11.440 (sebelas
ribu empat ratus empat puluh) ekor, ternak babi sebanyak 1.696 (seribu
enam ratus sembilan puluh enam) ekor dan unggas sebanyak 462.902 (empat
ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua) ekor. Berikut perkembangan

produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 32 Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Tahun Sapi Kerbau Kambing Babi Unggas
2019 526.475 13.529 22.352 26.021 12.352.806
2020 718.357 1.546 33.549 55.575 15.534.000
2021 30.495 2.738 12.439 4.539 15.033.168
2022 27.868 2.755 10.807 3.665 6.353.219
2023 23.672 2.689 11.702 3.199 5.459.252
2024 20,979 2,117 11,44 1,696 462,902

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2024

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi, kerbau dan babi
mengalami perkembangan cukup fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir di
tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana produksi daging sapi pada tahun
2023 sebanyak 569.775 Kg (lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus
tujuh puluh lima Kilogram) sembilan menurun menjadi 272.160 Kg (dua
ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh Kilogram) pada tahun 2024,
untuk daging kerbau pada tahun 2022 sebanyak 4.253 Kg (empat ribu dua
ratus lima puluh tiga Kilogram) menurun menjadi 2.716 Kg (dua ribu tujuh
ratus enam belas Kilogram), daging kambing pada tahun 2022 sebanyak
44.024 Kg (empat puluh empat ribu dua puluh empat Kilogram) kemudian
menurun menjadi 30.798 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh
delapan Kilogram) pada tahun 2023, untuk daging babi pada tahun 2022
sebanyak 11.474 Kg (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat Kilogram)
meningkat menjadi 15.235 Kg (lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima
Kilogram) pada tahun 2023 dan daging unggas pada tahun 2023 sebanyak
20.894.342 Kg (dua puluh juga delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga
ratus empat puluh dua Kilogram) meningkat menjadi 23.200.908 Kg (dua
puluh tiga juga dua ratus ribu sembilan ratus delapan Kilogram) pada tahun
2024. Berikut perkembangan produksi
Kartanegara tahun 2019-2024.

daging di Kabupaten Kutai

Tabel II - 33 Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-

2024 (Kg)
Tahun Sapi Kerbau Kambing Babi Unggas
2019 27.509 2.394 3.553 3.594 14.786.963
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2020 30.03 2.728 815.397 4.336 15.083.412
2021 762.425 3.866 47.118 11.668 12.582.761
2022 712.039 4.253 44.024 11.474 10.014.506
2023 569.775 2.716 30.798 15.235 20.894.342
2024 272,160 NA NA NA 23.200.908

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2024

Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis mini
ranch yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah menjalankan
pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu model padang
umbaran/pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program
tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep mini ranch yang
dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-2023.

Dalam pelaksanaan model padang penggembalaan sapi pada lahan
yang luas atau mini ranch sederhana/tradisional di Kabupaten Kutai
Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang surut di dalam
pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 — 2015 Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah
memberikan bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar,
kandang, dan kalang kepada kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola padang
penggembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui
kelompok-kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di
Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota
Bangun.

Selain di wilayah hulu, juga terdapat pengembangan konsep mini ranch
di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun
pengembangan konsep mini ranch di wilayah tengah dan pesisir tersebut
berada pada kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga
pengembangannya banyak disponsori oleh perusahaan sehingga membatasi
ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan bagi peternak
yang mengembangkan konsep mini ranch di areal lahan perusahaan, seperti
pada pengembangan mini ranch seluas 200 ha (dua ratus hektar) di Desa
Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu pada kawasan eks tambang milik PT.
Multi Harapan Utama (MHU).

c.2. Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang

3 = & Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
#R‘,’.{,‘ge&.i ~ : i (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Eongha



-66-

didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian
besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk
perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi
perkebunan hingga tahun 2024 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun
sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah
tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan
bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat
ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan
penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses
transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel II - 34 Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Luas Areal . .. Jumlah
Komoditi Crops Planted Pr((,)rdoll'}ll){SI Prcz;:l{ul/(It{lzl)tas Petani
Area (Ha) g (Farmer)
Kelapa Sawit 21.788,55 107.697.218,24 6.029.184,82 9.958,00
Karet 7.912,54 7.140.586,31 1.585.000,62 4.394,00
Lada 1.868,85 223,03 149,33 1.119,00
Kelapa Dalam 1.559,97 2.639,52 2.708.26 1.980,00
Kopi 65,70 3.371,88 146.285,47 99,00
Kakao 82,65 4.893,96 152.222,71 69,00
Aren 191,05 74.026,22 596.504,59 326,00
Kemiri n.a n.a n.a n.a
Kutai 33.469,31 114.922,95 8.512.055,80 17.945,00
Kartanegara

Sumber : Data input pada Aplikasi BECIK pada Dinas Perkebunan, 2024

d. Perindustrian

Sektor industri (industri pengolahan) dalam Struktur Perekonomian
Kutai Kartanegara termasuk sektor yang cukup berkontribusi terhadap
pembentukan nilai PDRB setelah sektor pertambangan dan penggalian,
pertanian dan konstruksi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang
menjadi fokus pembangunan Daerah dalam upaya penguatan struktur
ekonomi Daerah dalam konteks peningkatan nilai tambah. selama ini potensi
dan sumber daya di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak di pasarkan
dalam bentuk mentah, dimana proses hilirisasi dalam bentuk industri
pengolahan belum berjalan dengan optimal. Potensi pengolahan hasil
pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan lainnya bisa mendorong
perkembangan sektor ini menjadi sektor yang lebih pesat pertumbuhan dan
kontribusinya terhadap perekonomian Daerah. Secara distribusi dan
pertumbuhan sektor industri pengolahan merupakan sektor potensial untuk

dikembangkan dan mempunyai keunggulan komparatif. Kondisi tersebut
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dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II - 35 PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019 - 2024

Tahun Nilai PDRB Industri Pengolahan (uta | ;o (04 | Pertumbuhan (%)
Rupiah)
2019 4.377.522,56 4,26 4,68
2020 4.222.773,89 4,49 (3,54)
2021 4.267.098,07 4,24 0,69
2022 4.386.595,02 3,47 2,02
2023 4.478.945,04 4,16 2,11
2024 5.310.255,74 5,04 18,56

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai tambah dari sektor
industri pengolahan trendnya terus meningkat, seiring dengan
pertumbuhannya juga yang terus meningkat, hanya pada tahun 2020
pertumbuhan disektor ini mengalami kontraksi dengan nilai pertumbuhan
sampai dengan minus 3,54 % (tiga koma lima puluh empat persen) kondisi
ini sama dengan perekonomian kutai kartanegara secara keseluruhan setelah
terkena dampak pandemi covid-19. Namun setelah membaiknya
perekonomin pasca pandemi covid-19 sektor industri kembali tumbuh positif
dengan capaian nilai pertumbuhan sebesar 18,56 % (delapan belas koma lima
puluh enam persen) di tahun 2024.
e. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kutai Kartanegara
lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Hal ini
disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih
terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
(local value chain) dan belum berjalan dengan baik. Namun selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir sektor perdagangan juga terus tumbuh sama
seperti sektor industri pengolahan terlihat dari nilai tambah bruto serta
pertumbuhan sektor ini dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2020 sektor
ini juga sempat melemah akibat dari efek pandemi covid-19. Namun secara
kinerja sektor ini merupakan sektor yang terus memberikan kontribusi yang
positif bagi perekonomian daerah.

Tabel II - 36 PDRB Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019 - 2024

Tahun Nilai PDRB Perdagangan Distribusi Pertumbuhan
2019 4.148.117,69 3,83 5,99
2020 4.219.350,75 4,25 1,72
2021 4.380.718,55 3,71 3,82

u
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2022 4.612.649,16 3,11 5,29
2023 4.965.951,33 4,07 7,66
2024 5.443.159,23 4,52 9,61

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2024

Dari sisi pengembangan ekonomi regional sektor perdagangan menjadi
ukuran penting dalam mengukur keunggulan komparatif dan kompetitif atas
komposit ekspor sebuah daerah. Indikator pengukur hal tersebut dapat
dilihat dari nilai ekspor bersih yang merupakan komponen PDRB dari sisi
pengeluaran. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019
mencapai Rp80.581.338,30 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh
satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh rupiah) sedangkan
kondisi di tahun 2024 mencapai Rp4.066.732.487.248,00 (empat triliun
enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tabel I - 37 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2019 - 2024

Tahun Nilai Ekspor Bersih
(Rp)

2019 80.581.338,30
2020 67.339.462,35
2021 88.160.590,86
2022 140.259.568,53
2023 8.844.353.000
2024 4.066.732.487.248

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2025
f.  Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan
pemerataan pembangunan Daerah, serta memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa. Sedangkan sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah
meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi,
membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman
transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan kawasan
transmigrasi di kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen
pembangunan dari pinggiran berupa pembangunan dan/atau pengembangan
kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan

hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat
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kegiatan perekonomian.

Setiap rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan
transmigrasi memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya,
mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya
alam dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran pengembangan
masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi. Rencana pengembangan
tersebut harus memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat.

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017
berjumlah sebesar 63.616 (enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas)
orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa tahun 2017 sekitar 24.400
(dua puluh empat ribu empat ratus) orang. Transmigrasi swakarsa
merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa
adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap
cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran. Periode
tahun 2018-2024 tidak ada penyelenggaraan transmigrasi di Kab. Kutai
Kartanegara.

Gambar II - 20 Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2015-2017

B Jumlah transmigrasi swakarsa jumlah transmigran =O—persentase

38.43

Sumber : LPPD, 2015-2018

—0
38.50

33.03

63,616
63,616

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Komsumsi RT
Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah
tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan
pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain

pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk
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mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak
digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju
yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Pengeluaran per Kapita disesuaikan daya beli menggambarkan
tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak
semakin membaiknya ekonomi. Data pengeluaran dapat mengungkap
tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan
indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.
Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk
menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah
persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran
makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara
mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada
tahun 2024 sebesar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh
tujuh) di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 12.323 (dua belas ribu
tiga ratus dua puluh tiga).

Tabel II - 148 Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kabupaten Kutai

Kartanegara, Tahun 2020-2024

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)
2020 2021 2022 2023 2024
Kutai Kartanegara 10.720 11.048 11.677 12.323 12,957

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus
fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyedian
sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik
investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas
wilayah/infrastruktur diukur dari subfokus otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian yang di detailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel.
Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat
diperlukan dalam meningkatkan daya saing Daerah. Sarana dan prasarana
wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya

kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah
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akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri

dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan
puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), Jalan Provinsi
sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam koma sembilan
belas kilometer), dan Jalan Nasional sepanjang 335,95 km (tiga ratus
tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer). Rasio panjang
jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun,
artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin

semakin bertambah. Jumlah

bertambah, kepadatan kendaraan

kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami
penurunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar
1,82 % (satu koma delapann puluh dua persen), hingga rasionya menjadi
sebesar 0,00382 (nol koma nol nol tiga ratus delapan puluh dua).

Tabel II - 39 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 |Panjang Jalan 2.196,94 | 2.196,94 | 2.196,94 | 2.196,94 | 2.196,94 | 2.196,94
2 |Jumlah Kendaraan | 582.336 | 513.935 | 522.913 | 713.369 | 586.007 | 575.368
3 |Rasio 0,00377 | 0,00427 | 0,00420 | 0,00308 | 0,00375 | 0,00382

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga
Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah
dermaga tersebar di beberapa

kecamatan, mengalami

yang
perkembangan fluktuatif jumlah orang dan barang yang tiba dan
berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga)
tahun terakhir. Pada tahun 2019 terangkut sebanyak 68.848 (enam
puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan) orang dan
85.668 (delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan)
barang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah orang
yang terangkut sebanyak 81.812 (delapan puluh satu ribu delapan ratus
dua belas) orang dan 42.581 (empat puluh dua ribu lima ratus delapan
puluh satu) barang.

b. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus

diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten
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Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga
mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga.
Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat
menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber
air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng,
pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber
air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah
tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga
pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total
rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan
tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga
mengalami peningkatan.
Tabel II - 40 Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | 85,39 87,90 70,85 76,68 82,18 | 80,20
(70)

Jumlah Total Rumah Tangga 189.995|201.174|121.932|131.966|161.911|156.924
Berakses Air Minum

Jumlah Total Rumah Tangga 222.503(228.867(172.099(172.099(197.028|195.660
Penduduk Berakses Air Minum 486.22 | 508.7 |525.597|546.842|647.645|782.640
Jumlah Penduduk 761.493|729.382| 741.95 |765.284|788.113806.964
Rasio (%) 63,85 | 69,74 | 70,84 | 71,46 | 82,18 | 96.98

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing Daerah adalah
iklim investasi. Fokus iklim investasi melihat kondisi Kabupaten Kutai
Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk
ataukah tidak. Penilaian fokus investasi didukung oleh data angka
kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai
Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan
(pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan
migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk
menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.
a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan laporan polisi dalam periode
1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian
kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk

tindak kriminal adalah curanmor (pencurian kendaraan bermotor),
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pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka
kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten
Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka
kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin aman. Dalam
masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa
aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam
menjamin iklim investasi.

Diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak
kejahatan per 100.000 (seratus ribu) penduduk, yang disebut dengan Crime
Rate. Tren Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019
sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun
2022 angka crime rate sebesar 56 (lima puluh enam) per 100.000 (seratus
ribu) penduduk dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 82 (delapan
puluh dua) per 100.000 (seratus ribu) penduduk. Berikut perkembangan
crime rate Kutai Kartanegara 2019-2023.

Tabel II - 151 Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

Uraian 2019 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

Jumlah Penduduk 696.784 |734.485(753.862|765.284(788.113|788.113

Jumlah Tindak Kejahatan Yang
Dilaporkan (Crime Total)

Crime Rate/100.000 Penduduk 89 63 n.a 56 82 82
Sumber : Satpol PP 2020, Capil 2024

619 460 n.a 430 646 646

b. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2023 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6.914
(enam ribu sembilan ratus empat belas) orang. Bila dirinci berdasarkan jenis
kelamin 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh) orang tercatat berjenis
kelamin laki-laki dan 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) orang
yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini meningkat dari tahun 2019
dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6.354 (enam
ribu tiga ratus lima puluh empat) orang yang terdiri dari 4.425 (empat ribu
empat ratus dua puluh lima) orang laki-laki dan 1.929 (seribu sembilan ratus
dua puluh sembilan) orang perempuan. Jumlah penduduk menurut tingkat
pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan dalam tabel

dibawah ini.
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Tabel II - 162 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan Jumlah Bukan Jumlah Angkatan
Tertinggi yang | Bekerja |Pengangguran| Angkatan Angkatan Kerja dan Bukan
Ditamatkan Kerja Kerja Angkatan Kerja
<=SD 111.441 840 112.281 72.871 185.152
SMP 59.263 1.022 60.285 63.843 124.128
SMA 151.494 12.274 163.768 65.299 229.067
Eiig:;uan 53.952 1.989 55.941 7.487 63.428
Jumlah 376.150 16.125 392.275 209.500 601.775

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai

dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 173 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, 2019-2024

BIDANG CAPAIAN KINERJA
No
URUSAN/INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Laju Pertumbuhan 3,92 -4,21 2,67 3,71 5,13 5,62
Ekonomi
2 Laju inflasi 2,21 1,33 2,61 4,17 3,37 1,50
3 PDRB ADHB 162.105,54 149.043,58 177.416,58 240.392,59 | 204.876,16 | 204.700,14
4 PDRB per kapita 206,104 185,649 241,7 254,5 270,72 259,19
5 Indeks Gini 0,278 0,294 0,283 0,269 0,284 0.307
8 Persentase penduduk 7,2 7,31 7,99 7,96 7,61 7,28
diatas garis kemiskinan
9 Rasio kesenjangan 0,95 0,91 1,22 1,18 0,91 0,65
kemiskinan (P1)
10 Jumlah penduduk 56,34 58,42 62,36 62,87 60,86 59,00
miskin (000)
11 Proporsi penduduk n.a n.a n.a 1,45% n.a n.a
dengan pendapatan
kurang dari USD 1,00
(PPP) per kapita per
hari
12 Indeks Pembangunan n.a 74,19 74,69 75,31 75,95 76,57
Manusia (IPM)
Angka Harapan Hidup 72,21 72,34 72,64 72,65 72,75 74,33
Harapan Lama Sekolah 13,58 13,59 13,60 13,63 13,64 13,65
Rata-rata lama sekolah 9,1 9,22 9,23 9,24 9,26 9,27
Konsumsi per kapita 11,152 10,72 11,048 11,677 12,323 12,957
yang disesuaikan
(1996)
13 Angka melek huruf 99,52 99,94 99,95 98,76 98,47 98,47
14 Persentase balita gizi 21,21 1,59 1,45 0,96 1,11 0,8
buruk
15 Prevalensi balita gizi 7,18 5,42 6,45 6,48 6,28 6,3
kurang
16 Indeks Desa 0,641 0,684 0,713 0,747 0,779 0,797
Membangun
17 Angka partisipasi 54,00% 49,00% 64,46% 73,34% 65,77% 65,77%
angkatan kerja
18 Tingkat partisipasi 64,36 65,74 61,98 61,95 65,32 65,19
angkatan kerja
19 Tingkat pengangguran 5,98 5,70 5,66 4,14 4,05 4,11
terbuka
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BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

20

Rasio penduduk yang
bekerja

84,02

94,3

94,34

95,86

95,95

95,95

21

Laju pertumbuhan
PDRB per tenaga kerja

45,62

43,92

49,37

67,37

57,5

57,5

22

Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk
usia 15 tahun ke atas

0,000164

0,000162

0,000160

0,000160

0,000169

0,000169

23

Tingkat kesempatan
kerja

0,94

0,94

0,94

0,96

0,96

95,89

24

Jumlah Keluarga Pra
Sejahtera

11.793

11.793

n.a

n.a

25

Indeks Kepuasan
Masyarakat

88,00

90,00

92,00

96,00

70,13

70,13

26

Persentase PAD
terhadap pendapatan

9.62%

4.21%

10.52%

7,67%

12,06%

6,20%

27

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

28

Pencapaian skor Pola
Pangan Harapan (PPH)

81,30

75,70

84,70

84,50

88,46

88,46

29

Penguatan cadangan
pangan

151,55 ton

125,00 Ton

128,00 Ton

118,00 Ton

250,00 Ton

250.000 Ton

30

Penanganan daerah
rawan pangan

5

5

44

44

31

Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan,
kehutanan dan
perikanan terhadap
PDRB (atas dasar harga
berlaku)

13,41

14,93

13,46

10,72

13,12

14,48

32

Produksi sektor
pertanian/perkebunan,
kehutanan dan
perikanan (Juta
Rupiah) (atas dasar
harga berlaku)

21.734.250,12

22.247.327,81

23.931.885,03

25.777.343,70

26.878.236,08

26.878.236,08

33

Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB
(atas dasar harga
berlaku)

7,31

7,56

6,11

34

Produksi sektor
perkebunan

6.275.202,90

6.322.353,20

6.391.060,25

6.579.492,51

6.579.492,51

6.579.492,51

35

Kontribusi sektor
pertambangan dan
penggalian terhadap
PDRB

63,26

59,93

64,10

70,77

62,55

57,73

36

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB

7,28

0,99

0,54

0,37

37

Kontribusi sektor
Perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil
dan sepeda motor
terhadap

PDRB

3,92

4,33

3,71

3,11

4,07

4,52

38

Kontribusi sektor
Industri pengolahan
terhadap PDRB

4,26

4,49

4,24

3,48

5,04

39

Predikat SAKIP

CcC

40

Nilai Lakip

64,88

65,60

66,35

67,40

65,93

ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar

1

Pendidikan

1.1.

Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

77,87

79,30

77,99

64,47

66,00

80,7

1.2.

Angka partisipasi kasar

>
N
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No

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.2.2001

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A

107,77

102,00

104,75

107,13

104,44

105,06

1.2.2002

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket
B

101,92

96,69

105,86

105,95

101,67

104,74

1.2.2003

Angka Partisipasi Kasar
(APK)
SMA/SMK/MA/Paket C

84,05

85,35

84,89

89,81

91,30

91,30

1.3.

Angka pendidikan yang
ditamatkan

9,11

9,22

1.4.

Angka Partisipasi Murni

1.4.2001.

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/Paket A

96,65

96,72

96,41

97,27

97,12

95,99

1.4.2002.

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B

85,89

86,19

85,94

87,79

87,06

81

1.4.2003.

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C

64,29

61,32

60,78

63,52

63,87

63,87

1.5.

Angka partisipasi
sekolah

1.5.2001.

Angka partisipasi
sekolah (APS)
SD/MI/Paket A

103,00

100,99

100,10

99,83

99,95

99,78

1.5.2002.

Angka partisipasi
sekolah (APS)
SMP/MTs/Paket B

107,91

100,20

100,01

98,73

99,73

99,46

1.5.2003.

Angka partisipasi
sekolah (APS)
SMA/SMK/MA/Paket C

82,07

81,88

82,10

81,43

81,50

81,50

1.6.

Angka Putus Sekolah:

1.6.2001.

Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI

65,00

194,00

248,00

479,00

176,00

907,00

1.6.2002.

Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs

68,00

145,00

26,00

154,00

41,00

979,00

1.6.2003.

Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA

90,00

276,00

20,00

96,00

37,00

37,00

1.7.

Angka Kelulusan:

1.7.2001.

Angka Kelulusan (AL)
SD/MI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.7.2002.

Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs

98,73

99,56

99,45

99,65

99,70

99,80

1.8.

Angka Melanjutkan
(AM):

1.8.2001.

Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs

91,02

99,05

99,38

99,48

99,48

99,48

1.8.2002.

Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA

89,45

90,01

91,67

93,67

93,67

93,67

1.9.

Fasilitas Pendidikan:

1.9.2001.

Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi
bangunan baik

0,89

0,90

0,90

0,90

0,89

0,89

1.9.2002.

Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik

0,88

0,88

0,90

0,90

0,95

0,95

Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan
dasar

Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah

0,24

0,21

0,34

0.34

>
N

# bangaga
melayani
bangsa
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BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021 2022

2023

2024

pendidikan menengah

Rasio guru/murid
sekolah pendidikan
dasar

1:16 1:16

Rasio guru terhadap
murid pendidikan
menengah

1:20

1:20

Rasio guru/murid per
kelas rata-rata sekolah
dasar

1:23

1:22

1:20 1:20

1:22

1:22

Rasio guru terhadap
murid per kelas rata-
rata

1:25

1:25

1:27 1:27

1:26

1:26

Proporsi murid kelas 1
yang berhasil
menamatkan sekolah
dasar

99,12

98,42

99,83 99,88

99,90

99.90

Angka melek huruf
penduduk usia 15-24 ,
perempuan dan laki-
laki

99,93

99,94

99,95 99,96

99,97

99,97

Penduduk yang berusia
>15 Tahun melek huruf
(tidak buta aksara)

99,93

99,94

99,95 99,96

99,97

99,97

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV

82,53

83,86

85,93 86,14

98,11

98,11

Kesehatan

2.1.

Angka Kematian Bayi
(AKB) per 1000
kelahiran hidup

46

186

241 179

135

149

2.2.

Angka kelangsungan
hidup bayi

13.47

12.862

12.526 12.825

12.458

11.675

2.3.

Angka Kematian Balita
per 1000 kelahiran
hidup

14,60

16,30

207,00 16,10

10,80

17.10

2.4.

Angka Kematian
Neonatal per 1000
kelahiran hidup

121

210

169 121

7.7

10.80

2.5.

Angka Kematian Ibu
per 100,000 kelahiran
hidup

24

30

38 24

12

13

2.6.

Rasio posyandu per
satuan balita

1,0

1,0

1,4 1,3

1,3

2.7

2.7.

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
satuan penduduk

17.4

2.89 27.3

333

Jumlah
desa/kelurahan yang
memiliki sarana
puskesmas

32

32

32 32

32

32

2.8.

Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk

0,0038

0,0041

0,0041 0,0041

0,0038

0.0037

2.9.

Rasio dokter per satuan
penduduk

15.5

25.3

12 26.5

24.3

51

2.9.2001

Dokter Spesialis

8,9

11.17

2.9.2002

Dokter Umum

25,2

12 26,5

24,3

39.95

2.10.

Rasio tenaga medis per
satuan penduduk

2.10.200
1

Bidan

85,7

82,0

92,3 84,9

88,7

119.7

2.10.200
2

Perawat

140,1

82

92,3 157,1

121,4

202.9

2.11.

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani

117,00

142,00

125,00 114,00

98,42

134

Cakupan pertolongan

117,00

108,00

96,00 94,50

96,55

89,40
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BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021 2022

2023

2024

persalinan oleh tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan

Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

97,00

108,00

64,60 74,00

67,00

57,00

Jumlah Balita Gizi
kurang mendapat
perawatan

69

76

22 47

82

340

Proporsi penduduk
dengan asupan kalori
di bawah tingkat
konsumsi minimum
(standar yang
digunakan Indonesia
2.100
Kkal/kapita/hari)

Persentase anak usia 1
tahun yang diimunisasi
campak

93,10

99,20

117,00 83,70

81,40

67,48

Non Polio AFP rate per
100.000 penduduk

0,40%

1,20%

1,20% 10,00%

10,34%

9,5 %

Cakupan Balita
Pneumonia yang
ditangani

26,10%

15,90%

12,90% 32,60%

67,08%

54,5 %

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit TBC
BTA

94,9

92,8

87,3 94,8

72,2

100

2.20.

Tingkat prevalensi
Tuberkulosis (per
100.000 penduduk)

155

102

102 164

192

143

2.21.

Tingkat kematian
karena Tuberkulosis
(per 100.000
penduduk)

4,60%

3,50%

4,60% 5,30%

4,50%

1,3 %

2.22.

Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam
program DOTS

467

642

550 1.040

1.186

1.156

2.23.

Proporsi kasus
Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh
dalam program DOTS

90.8

63,70%

87.3 90,6

89,7

96.2

2.24.

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
DBD

1075

307

186 743

1.155

2.802

2.25.

Penderita diare yang
ditangani

51.70%

77,20%

73,7 27,8

38,8

36.2

2.26.

Angka kejadian Malaria

111

89

66

62

2.27.

Tingkat kematian
akibat malaria

0

2.28.

Proporsi anak balita
yang tidur dengan
kelambu berinsektisida

2.29.

Proporsi anak balita
dengan demam yang
diobati dengan obat
anti malaria yang tepat

2.30.

Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total
populasi

0,82

0,81 0,87

0,78

0.35

2.33.

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
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URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020 2021 2022

2023

2024

miskin

2.34.

Cakupan kunjungan
bayi

108,2

104,1 76,9 93,7

93,11

95,7

2.35.

Cakupan puskesmas

32

32 32 32

32

32

2.36.

Cakupan pembantu
puskesmas

181

177 177 174

175

177

2.37.

Cakupan kunjungan
Ibu hamil K4

89%

95% 84% 92%

91,4%

88,6%

2.38.

Cakupan pelayanan
nifas

62,3%

104% 93% 94,5%

96,5%

84,6%

2.39.

Cakupan neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani

117,4

142 125,7 86,4

80,2

95

2.40.

Cakupan pelayanan
anak balita

40,98

28,29 35,95 50,92

54,54

86,35

2.42.

Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat

99,8%

99,20% 100% 100%

100%

100%

2.43.

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

100

100 100 100

100

100

2.44.

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)

2.45.

Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

100%

100% 100% 100%

100%

100%

2.46.

Persentase penduduk
yang mempunyai
keluhan kesehatan

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

3.1.2001.

Proporsi panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik

49,05

25,33 31,71 23,93

44,01

63,15

3.1.2002.

Rasio panjang jalan
dengan jumlah
penduduk

0,00317

0,00301 0,00296 0,00287

0,00279

0,00382

3.1.2003.

Persentase kawasan
pemukiman yang yang
belum dapat dilalui
kendaraan roda 4

3.1.2004.

Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)

74,10

74,10 84,26 88,48

90,10

90,10

3.1.2005.

Persentase sempadan
jalan yang dipakai
pedagang kaki lima
atau bangunan rumah
liar

0,62

0,65 0,65 0,65

0,66

0,66

3.1.2006.

Persentase rumah
tinggal bersanitasi

86,52

81,71 69,8 76,14

88,70

89,10

3.1.2007.

Persentase sempadan
sungai yang dipakai
bangunan liar

3.1.2008.

Persentase drainase
dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air
tidak tersumbat

21,01

3.1.2009.

Tidak terjadi genangan
> 2 kali setahun

3.1.10.

Persentase
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2019

2020

2021 2022

2023

2024

Pembangunan turap di
wilayah jalan
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor

3.1.11.

Persentase Irigasi
kabupaten dalam
kondisi baik

74,18

77,42

78,17 46,06

64,09

70,10

3.1.12.

Rasio Jaringan Irigasi

0,74

0,77

0,78 0,46

0,64

0,70

3.1.13.

Persentase penduduk
berakses air minum

69,78

69,26

69,73 71,46

82,18

96,98

3.1.14.

Proporsi rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan terhadap
air minum layak,
perkotaan dan
perdesaan

85,39

87,9

70,85 76,68

82,18

82,18

3.1.15.

Persentase areal
kawasan kumuh

0,0062

0,0062

0,0062 0,0062

0,0053

0,0053

3.1.16.

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah
di perkotaan

3.1.18.

Rasio tempat ibadah
per satuan penduduk

0,00247

0,00266

0,00267 0,00259

0,00274

0,00274

3.2.

Penataan Ruang:

3.2.2001.

Rasio Ruang Terbuka
Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB

17,63

18,03

27,33 27,33

27,33

27,33

3.2.2002.

Luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan

0,58

0,58

0,58 0,58

0,58

0,58

3.2.2003.

Rasio bangunan ber-
IMB per satuan
bangunan

3.2.2004.

Ruang publik yang
berubah
peruntukannya

2,22

4,65

4,65 4,65

4,65

4,65

3.2.2005.

Rasio luas kawasan
tertutup pepohonan
berdasarkan hasil
pemotretan citra satelit
dan survei foto udara
terhadap luas daratan

59,6

59,6

59,6 59,6

59,6

93,48

3.2.2006.

Ketaatan terhadap
RTRW

75

78

80 91,32

96,99

96,59

4

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

4.1.

Rasio rumah layak
huni

4.2.

Rasio permukiman
layak huni

4.3.

Cakupan ketersediaan
rumah layak huni

4.4.

Cakupan layanan
rumah layak huni yang
terjangkau

4.5.

Persentase pemukiman
yang tertata

4.6.

Persentase lingkungan
pemukiman kumuh

0,0053

0,0053

0,0062 0,62

0,50

0,49

4.7.

Persentase luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan

19,78

21,89

50,25 47,70

45,87

77,42

4.8.

Proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan

1,24

1,24

0,81 0,81

2,68

2,68

4.9.

Cakupan Lingkungan
Yang Sehat dan Aman
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

yang didukung dengan
PSU

Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan

Perlindungan
Masyarakat

5.1.

Cakupan petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linmas)

3,028

3,028

3,028

3,028

3,028

3,028

5.2.

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.3.

Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten/kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.4.

Jumlah desa yang
mengalami bencana

50

44

31

24

26

5.5.

Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
daerah layanan
Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

5.6.

Persentase Penegakan
PERDA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.7.

Jumlah kejahatan yang
dilaporkan

619

460

241

430

464

464

5.8.

Resiko penduduk
terkena kejahatan per
100.000 penduduk

89

63

32

56

82

82

5.9.

persentase
penyelesaian kejahatan

97

99

99,59

97,03

93,49

93,49

selang waktu terjadinya
kejahatan

14.6'

19.54'

Sosial

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial

70,32

70,37

90,02

97,04

98,72

97,68

6.2.

Persentase PMKS yang
tertangani

70,32

70,37

90,02

97,04

98,72

97,68

6.3.

Persentase PMKS skala
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

70,32

70,37

90,02

97,04

98,72

97,68

6.4.

Persentase panti sosial
yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui kelompok
usaha bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya

6.5.

Persentase panti sosial
yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan kesehatan
sosial

100

100

100

100

100

100

6.6.

Persentase wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

6.7.

Persentase korban
bencana yang
menerima bantuan

100

100

100

100

100

100

>
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2019

2020 2021 2022

2023

2024

sosial selama masa
tanggap darurat

6.8.

Persentase korban
bencana yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

100

100 100 100

100

100

6.9.

Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

100

100 100 100

100

100

6.10.

Garis Kemiskinan

503.968

548.423 569.640 605.321

644.570

682.490

6.11.

Jumlah anak terlantar

679

679 865 100

347

445

6.12.

Jumlah pekerja sosial
masyarakat (PSM)

216

46 29 57

30

30

6.13.

Jumlah organisasi
sosial

278

279 280 281

282

281

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1

Tenaga Kerja

1.1.

Angka sengketa
pengusaha-pekerja per
tahun

46

49 130 72

86

86

1.2.

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)

46

49 63 24

35

42

1.3.

Besaran pencari kerja
yang terdaftar yang
ditempatkan

3.343

578 247 335

1.333

1.333

1.4.

Keselamatan dan
perlindungan

0

1.5.

Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek

1.769

1.81 1.81 98.2

99.169

110.748

1.6.

Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah

1.7.

Besaran Pemeriksaan
Perusahaan

1.8.

Besaran Pengujian
Peralatan di
Perusahaan

1.9.

Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

200

80 160 348

554

576

Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat

138

16 0 198

540

728

Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan

100

28 72 198

540

728

Rasio lulusan
S1/S2/S3

21,72

19,25 15,17 14,01

15,91

15,91

1.13

Jumlah angkatan kerja

377.924

359.866 380.889 372.271

371.349

371.349

1.14

Upah minimum
Kabupaten Kutai
Kartanegara

2.930.304

3.179.673 3.317.967 3.199.654

3.394.514

3.536.506

Pemberdayaan
Perempuan dan
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2019

2020 2021 2022

2023

2024

Perlindungan Anak

2.1.

Persentase partisipasi
perempuan di parlemen

15,56

15,56 15,56 15,56

15,56

24,4

2.2.

Indeks Pembangunan
Gender

83,84

83,87 79,12 79,8

80,64

81,20

2.3.

Indeks Pemberdayaan
Gender

63,74

61,43 62,76 62,76

63,4

63,55

2.4.

Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di
DPR

7 7 7

11

2.5.

Persentase perempuan
sebagai tenaga
profesional

49,21

n.a 43,72 43,72

50,59

2.6.

Rasio KDRT

7.207

11.37 6,363 6,81

7,2

9,06

2.7.

Persentase jumlah
tenaga kerja dibawah
umur

2.8.

Partisipasi angkatan
kerja perempuan

45,73

44,10 44,97 39,04

39,04

45,20

2.9.

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu

100

100 100 100

100

100

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit

100

100 100 100

100

100

2.11.

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan

terpadu.

100

100 100 100

Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak

98,35

96,95 96,83 96,85

20,30

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum

100

100 51,1 100

100

100

Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

100

100 100 100

100

100

Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

100

100 100 100

100

100
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Rasio APM
perempuan/laki-laki di
SD

0,9162

0,9152

0,9177

0,9151

10,050

1,005

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
SMP

0,9411

0,9398

0,9478

0,9365

0,8897

0,890

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
SMA

0,8904

0,8748

0,8749

0,873

0,9622

0,9622

Rasio APM
perempuan/laki-laki di
Perguruan Tinggi

3,86

3,86

Pangan

Ketersediaan pangan
utama

129,32

128,72

113,97

118

118,46

109,29

3.2.

Ketersediaan energi
dan protein per kapita

105,47

123,34

125,47

122,28

126,31

126,31

3.3.

Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan

76,25

90,77

91,21

95,35

95,35

95,35

3.4.

jumlah konsumsi kalori
perkapita

1.851,00

1.983,50

1.971,00

1.933,00

1.970.000

1.970.000

Pertanahan

4.1.

Persentase luas lahan
bersertifikat

1,2

0,57

50

60

66

67

4.2.

Penyelesaian kasus
tanah Negara

91,89

100

100

100

100

100

4.3.

Penyelesaian izin lokasi

100

100

100

100

100

100

Lingkungan Hidup

5.26.

Tersusunnya RPPLH
Kabupaten/Kota

Tidak ada

ada

Tidak ada

ada

Ada

Ada

5.27.

Terintegrasinya RPPLH
dalam rencana
pembangunan
kabupaten/kota

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

ada

Ada

Ada

5.28.

Terselenggaranya KLHS
untuk K/R/P tingkat
daerah provinsi

Tidak ada

ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.29.

Hasil Pengukuran
Indeks kualitas Air

84,08

52,73

52,98

53,08

50,53

52,05

5.30.

Hasil Pengukuran
Indeks kualitas Udara

91,68

85,94

91,69

88,78

91,53

92,73

5.31.

Hasil Pengukuran
Indeks kualitas
Tutupan Lahan

62,93

64,5

70,89

71,38

74,62

74,62

5.32.

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH d
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota

76

80,50

54,23

60,47

60,4

60,4

5.33.

Peningkatan kapasitas
dan Sarana Prasarana
Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup di
Daerah(PPLHD) di
Kabupaten/Kota

10

10

5.34.

Terfasilitasi
Pendampingan
Pengakuan MHA

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.35.

Terverifikasinya MHA
dan kearifan lokal atau

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

Tidak Ada
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pengetahuan
tradisional

5.36.

Terverifikasi hak
kearifan lokal atau hak
pengetahuan
tradisional

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.37.

Penetapan hak MHA

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.38.

Terfasilitasi kegiatan
peningkatan
pengetahuan dan
keterampilan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.39.

Terfasilitasi penyediaan
sarana/prasarana

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

5.40.

Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan masyarakat

Tidak ada

Tidak Ada

Tidak Ada

5.41.

Terlaksananya
pemberian
penghargaan
lingkungan hidup

Ada

Ada

Ada

Tidak ada

Ada

Ada

5.42.

Pengaduan masyarakat

5.42.

terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya
di Daerah
kabupaten/kota.

100

Ada

Ada

Ada

5.43.

Timbulan sampah yang
ditangani (ton)

77,14

78,05

81,24

17,18

67,4

64,7

5.44.

Persentase jumlah
sampah yang
terkurangi melalui 3R

6,7

7,29

9,56

16,45

20,35

20,35

5.45.

Persentase cakupan
area pelayanan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

51,50

61,11

61,11

5.46.

Persentase jumlah
sampah yang
tertangani

77,15

78,05

79,02

86,63

87,67

87,67

5.47.

Operasionalisasi
TPA/TPST/SPA di
kabupaten/kota

Penilaian
Belum Keluar
Dari
kementerian

Tidak ada
Penilaian

Tidak ada
Penilaian

86,55

87,67

87,67

5.48.

Persentase izin
pengelolaan sampah
oleh swasta yang
diterbitkan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

Tidak Ada

5.49.

Persentase pengelolaan
sampah oleh swasta
yang taat terhadap
peraturan perundang-
undangan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

6.1.

Rasio penduduk ber-
KTP per satuan
penduduk

98,65%

97,97%

98,28%

97,60%

99,23%

99,38%

6.2.

Rasio bayi berakte
kelahiran

97%

96,14%

94,80%

95,64%

90,58%

99,16%

6.3.

Rasio pasangan berakte
nikah

37,02%

40,78%

91,54%

94,65%

91,94%

71,52%

6.4.

Ketersediaan database
kependudukan skala
provinsi

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

TERSEDIA

6.5.

Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

>
N

s

bangaa  wdl  coealin
Bangos .,
Lot
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6.6.

Cakupan penerbitan
Kartu Tanda
Penduduk(KTP)

98,65%

97,97%

98,28%

97,60%

99,23%

99,38%

6.7.

Cakupan penerbitan
akta kelahiran

53,06%

56,55%

94,80%

95,64%

98,79%

99,16%

Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

7.1.

Cakupan sarana
prasarana perkantoran
pemerintahan desa
yang baik

100

100

100

100

100

100

7.2.

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)

0,20

0,21

7.3.

Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

6.38

6.51

7.894

7.894

7.894

7.4.

Persentase LPM aktif

100

7.5.

Persentase LPM
Berprestasi

7.6.

Persentase PKK aktif

100

100

100

100

100

87

7.7.

Persentase Posyandu
aktif

100

100

100

100

100

100

7.8.

Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat

Pemeliharaan Pasca
Program pemberdayaan
masyarakat

Rasio desa berlistrik

100

100

100

100

100

100

7.9.

IKS (Indek Ketahanan
Sosial)

0,7485

0,781

0,802

0,827

0,8337

8,419

IKE (indek Ketahanan
Ekonomi)

0,5801

0,608

0,6294

0,6734

0,7085

7,285

IKL (Indek Ketahanan
Lingkungan)

0,5949

0,664

0,707

0,7388

0,7759

8,204

Jumlah desa dengan
status maju

18

47

64

73

69

83

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

8.1.

Laju pertumbuhan
penduduk (LPP)

-7,22

0,58

0,62

6,76

8.2.

Total Fertility Rate
(TFR)

2,24

2,53

2,39

2,24

8.3.

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan)
yang berperan aktif
dalam pembangunan
Daerah melalui
Kampung KB

75,00

75,00

37,25

50,89

8.6.

Jumlah sektor yang
menyepakati dan
memanfaatkan data
profil (parameter dan
proyeksi penduduk)
untuk perencanaan
dan pelaksanaan
program pembangunan

8.7.

Jumlah kerjasama
penyelenggaraan
pendidikan formal, non
formal, dan informal
yang melakukan
pendidikan
kependudukan

... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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8.8.

Rata-rata jumlah anak
per keluarga

2 3 3

8.9.

Rasio Akseptor KB

1:01

1:01 1:01 1:01

1:01

1:01

8.10.

Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah
usia 15 - 49

76,40

76,41 74,62 61,12

66,91

66,91

Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15—
19) per 1.000
perempuan usia 15-19
tahun (ASFR 15-19)

18 22 22

21

17

Jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS)

148.017

148.615 145.549 106.638

111.358

115.210

Cakupan Pasangan
Usia Subur (PUS) yang
istrinya dibawah 20
tahun

100,00

97,00 77,09 n.a

41,87

41,87

Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need)

16,10

14,55 14,72 25

12,80

12,80

Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

15,45

15,97 18,2 61,8

66,91

66,91

Persentase pemakaian
kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)

n.a 74,62 61,13

66,91

71,70

Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)

54,02

62,41 21,98 99

67,00

96,87

Cakupan anggota Bina
Keluarga Remaja (BKR)

26,06

68,99 7,64 70,04

76,00

76,00

Cakupan anggota Bina
Keluarga Lansia (BKL)

42,89

53,70 17,86 60

58,00

58,00

Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera
(PPKS) di setiap
Kecamatan

8.20.

Cakupan Remaja
Dalam Pusat Informasi
Dan Konseling
Remaja/Mahasiswa

25,00

27,78 14,05 47,00

67,00

67,00

8.21.

Cakupan PKB/PLKB
yang didayagunakan
Perangkat Daerah KB
untuk perencanaan
dan pelaksanaan
pembangunan daerah
di bidang pengendalian
penduduk

100

100 100 100

100

100

8.22.

Cakupan Anggota
Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS

)

54,65

57,7 76,16 61

61,00

72,23

8.23.

jumlah petugas
Pembantu Pembina KB
Desa (PPKBD)]

237

237 237 237

237

237

8.24.

Cakupan ketersediaan

dan distribusi alat dan

obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan

masyarakat

40,40

45,10 45,25 45,50

45,50

45,50

8.25.

Persentase Faskes dan
jejaringnya (di seluruh
tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan
BPJS dan memberikan

n.a 100 100

100

100

>
N
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pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi
pelayanan

8.26.

Cakupan penyediaan
Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap desa

36

36

36

36

8.27.

Persentase remaja yang
terkena Infeksi Menular
Seksual (IMS)

8.28.

Cakupan kelompok
kegiatan yang
melakukan pembinaan
keluarga melalui 8
fungsi keluarga

80

90

81

90

90

90

8.29.

Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan
anak yang memahami
dan melaksanakan
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak

30

27

24

24

24

24

Perhubungan

9.1.

Jumlah arus
penumpang angkutan
umum

21.824

10.222

11.515

10.205

10.447

10.842

9.2.

Rasio ijin trayek

2,2

2,5

2,2

2,2

0,2

9.3.

Jumlah uji kir
angkutan umum

12.482

9.557

8.137

7.057

5.861

7.808

9.4.

Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal
Bus

50

52

52

52

54

54

Terminal Bus

1

1

3

3

9.5.

Persentase layanan
angkutan darat

0,1

0,1

0,1

0,1

9.6.

Persentase kepemilikan
KIR angkutan umum

1,86

16,1

15,21

15,17

37,78

9.7.

Pemasangan Rambu-
rambu

Rambu = 934
unit

Rambu = 1253
unit

Rambu =
3.539 unit

Rambu =
107 unit

Rambu =
166 Unit

Rambu =
158 unit

Marka Jalan =

Marka Jalan =

Marka Jalan =

Marka Jalan

Marka Jalan

Marka Jalan

3.900 M2

11.186 M2

27.400 M2

1.371 M2

11.630 M2

47.398 M2

Paku jalan =
466 Unit

Paku Jalan =
300 Unit

Paku Jalan =
4.200 unit

Paku Jalan =
0 Unit

Paku jalan =
874 Unit

Paku Jalan =
868 unit

Barier = 100
Unit

Barier = 42
buah

Barier = 182
buah

Barier = 0
buah

Barier = 125
Unit

Barier = 20
Lokasi

9.8.

Rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan

0,00377

0,00427

0,00420

0,00308

0,00375

382

Jumlah orang yang
terangkut angkutan
umum

23.939

22.652

11.515

10.205

10.447

10.310

9.9.

Jumlah Barang yang
terangkut angkutan
umum

512.995

503.742

503.742

503.742

503.742

503.742

Jumlah orang melalui
dermaga terminal per
tahun

68.848

48.193

111.685

48.119

81.812

108.420

Jumlah barang melalui
dermaga per tahun

85.668

59.968

154.909

48.561

42.581

57.659

Jumlah orang melalui
terminal per tahun

42.687

43.652

11.515

10.205

10.477

108.420

Jumlah barang melalui
terminal per tahun

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Jumlah kendaraan
bermotor

582.366

513.935

417.982

516.413

586.007

575.368

10

Komunikasi dan
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Informatika

10.1.

Cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat

Kecamatan

24,00%

29,53%

29,53%

44,30%

44,30%

90,00%

10.2.

Cakupan Layanan
Telekomunikasi

88,61%

90,30%

90,30%

95,35%

100,00%

100,00%

10.4.

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang terhubung
dengan akses internet
yang disediakan oleh
Dinas Kominfo

100

100

100

100

96,61

100

10.5.

Jumlah
desa/kelurahan
menerima sinyal
internet

210

214

214

226

237

237

10.6.

Jumlah menara
telekomunikasi BTS

206

298

377

337

337

337

11

Koperasi, Usaha kecil,
dan Menengah

Persentase koperasi
aktif

81,85%

82,11%

82,5%

50,37 %

83,03 %

83,03%

Persentase BPR/LKM
aktif

100%

100%

Persentase Usaha
Mikro yang menjadi
wirasausaha / Naik
Kelas

2,97

3,23

3,48

73,11

73,82

73,82

12

Penanaman Modal

12.1.

Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN)

331

466

791

729

2.073

2.073

12.2.

Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(PMDN)

2.278.976.621.970

2.642.111.509.508

3.319.584.600.000

8.432.830.800.000

9.804.607.469.680

8.346.870.226.939

12.3.

Jumlah tenaga kerja
dalam negeri

4.544

2.772

8.802

13.699

12.035

Kenaikan / penurunan
Nilai Realisasi PMDN

1,64

1,69

36,22

90,63

51,38

51,38

12.4.

Jumlah investor
berskala nasional (PMA)

159

135

179

138

245

245

Jumlah nilai investasi
berskala nasional (PMA)

142.589.314.477

1.125.207.611.724

1.812.295.320.000

1.350.004.725.026

5.004.650.534.555

8.069.017.995.000,-

Jumlah tenaga kerja
Asing (TKA)

21

13

52

46

46

13

Kepemudaan dan
Olahraga

13.1.

Persentase organisasi
pemuda yang aktif

24,30%

26,80%

27,50%

43,90%

48,78%

50,69%

13.2.

Persentase wirausaha
muda

11,99%

13,80%

13,80%

0,27%

0,29%

1,13%

13.3.

Cakupan pembinaan
olahraga

88%

89%

89%

90%

90%

90%

13.4.

Cakupan Pelatih yang
bersertifikasi

37,80%

42,50%

59,92%

52,80%

52,80%

52,80%

13.5.

Cakupan pembinaan
atlet muda

22%

34%

34%

42,61%

46,45%

46,45%

13.6.

Jumlah atlet
berprestasi

76

34

42

8

8

865

13.7.

Jumlah prestasi
olahraga

21

10

4

175

14

Statistik

14.1.

Tersedianya sistem

Tidak ada

Tidak ada

ada

Ada

Ada

Ada

>
N

Apsnses., \'d Sertifikes:
bangoa, N
D
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data dan statistik yang
terintegrasi

14.2.

Buku “kabupaten
dalam angka”

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

Ada

14.3.

Buku "PDRB”

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

15

Persandian

15.1.

Persentase Perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi
dalam komunikasi
Perangkat Daerah

62,07%

100%

100%

100%

100%

100%

16

Kebudayaan

16.1.

Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya

13

27

37

16.2.

Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan

12

15

16.3.

Jumlah karya budaya
yang direvitalisasi dan
inventarisasi

19

16.4.

Jumlah cagar budaya
yang dikelola secara
terpadu

10

17

Perpustakaan

17.1.

Jumlah pengunjung
perpustakaan per
tahun

231.688

12.484

15.376

16.613

17.2.

Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan daerah

73.468

74.632

45.383

47.152

47.138

242.041

17.3.

Rasio perpustakaan
persatuan penduduk

1,27

1,26

1,25

1,63

17.4.

Jumlah rata-rata
pengunjung
perpustakaan/tahun

12.484

16.093

17.5.

Jumlah koleksi judul
buku perpustakaan

30.746

31.58

26.32

22.706

31.142

44.55

17.6.

Jumlah pustakawan,
tenaga teknis, dan
penilai yang memiliki
sertifikat

15

15

15

15

16

15

18

Kearsipan

18.1.

Persentase Perangkat
Daerah yang mengelola
arsip secara baku

100

100

89,65

100

100

100

18.2.

Peningkatan SDM
pengelola kearsipan

12

21

25

150

199

Layanan Urusan Pilihan

1

Pariwisata

1.1.

Kunjungan wisata

1.596.777

693.246

617.064

1.041.886

1.531.974

1.207.768

1.2.

Lama kunjungan
Wisata

1

1

1

1

1

1

PAD sektor pariwisata

2.122.456.000

625.699.000

211.280.000

1.084.216.022

1.432.755.000

1.207.768

1.3.

Jumlah biro perjalanan
wisata

66

62

42

44

45

45

Jumlah objek wisata

33

33

33

44

44

44

Pertanian

Produktivitas padi atau
bahan pangan utama
lokal lainnya per hektar

Padi (Kwintal)

38,65

34,72

37,79

37,53

43,36

43,36

Jagung

60,25

53,27

54,39

42,91

47,65

47,65

... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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N BIDANG CAPAIAN KINERJA
° URUSAN/INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.5. Kedelai 15,22 15,72 16,89 15,24 14,85 14,85
kacang Tanah 11,14 12,86 12,09 10,1 10,44 10,44
Kacang Hijau 10,58 13,26 13,26 8,27 16,65 16,65
Ubi Kayu 288,33 266,12 233,15 276,51 308,70 308,70
Ubi Jalar 136,47 164,88 179,1 183,15 163,60 163,60
2.6. Jumlah bina kelompok 2.367 2.533 2.756 2911 3.051 3.051
petani
3 Kehutanan
3.1. Rehabilitasi hutan dan 235 990 n.a 175 483,3 483,3
lahan kritis (Ha)
3.2. Kerusakan Kawasan 1.390,96 3.742,66 5.170,43 2.518,00 1.391,92 1.391,92
Hutan (Ha)
3.3. Luas kawasan lindung | 2.674.973,50 | 2.675.158,32 | 2.675.158,32 | 2.675.158,32 | 2.675.158,32 | 2.675.158,32
untuk menjaga
kelestarian
keanekaragaman hayati
(Ha)
4 Energi dan Sumber
Daya Mineral
4.1 Jumlah pengguna 190.085 194.685 208.46 316.768 227.526 227.526
listrik
4.2 ESDM 89,59 90,12 86,64 86,62 89,43 89,43
5 Perdagangan
5.1. Ekspor Bersih $.4.133.140.826,46 | $.2.073.658.433,16 | $154.416.302,37 | $793.881.737,34 | $2.072242.698,40 | $2.072.242.698,40
Perdagangan
5.2. Cakupan bina 4.939 4.939 5.037 5.138 5.24 5.24
kelompok
pedagang/usaha
informal
6 Perindustrian
Cakupan bina 70 70 70 70 70 70
kelompok pengrajin
Jumlah industri besar 2 13 16 21 29 29
dan sedang
6.1. Jumlah tenaga kerja 121 1606 1878 2545 3009 3009
industri besar dan
sedang
Jumlah industri mikro 4777 2523 2559 2730 2795 2795
dan kecil
Jumlah tenaga kerja 9493 4935 5003 4989 5006 5006
industri mikro dan
kecil
7 Transmigrasi
7.1. Persentase transmigran - 1 1 1 0 0
swakarsa
8 Kelautan dan
Perikanan
8.1. Produksi perikanan 189974.2 Ton | 202277.3 Ton | 207521.5 Ton | 209.358,3 281.950,7 281.950,7
Ton Ton Ton
8.2. Konsumsi ikan 75 Kg/Orang/ | 70 Kg/Orang/ 76,1 n.a n.a n.a
tahun tahun Kg/Orang/
tahun
8.3. Cakupan bina 412 Kelompok | 538 Kelompok | 563 Kelompok 591 720 720
kelompok nelayan Kelompok Kelompok Kelompok
8.4. Jumlah rumah tangga 18.966 19.16 19.16 19.16 21.901 21.901
perikanan tangkap
8.7. Nilai tukar nelayan 103 100,3 104,82 100,35 103 103
8.8. Volume perikanan 42.203,2 Ton | 43.676,2 Ton | 46.595,7 Ton | 47.470 Ton [61.886,7 Ton|61.886,7 Ton
tangkap di Laut
8.9. Nilai Perikanan tangkap 2.804 2.451 1.709 1.745 2.523 2.523
(milyar)
8.10. Volume perikanan 34.748 Ton 34.092 Ton 34.152,7 Ton | 34.218 Ton |37.237,1 Ton|37.237,1 Ton
umum darat
8.11. |Nilai Perikanan umum 1192 1031 1040 1050 1121 1121
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BIDANG

CAPAIAN KINERJA

URUSAN/INDIKATOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

darat

Penunjang Urusan

1

Perencanaan
Pembangunan

1.1.

perencanaan RPJPD

dengan PERDA

Tersedianya dokumen

yang telah ditetapkan

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.2.

dengan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
yang telah ditetapkan

PERDA/PERKADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.3.

Perencanaan : RKPD

dengan PERKADA

Tersedianya Dokumen

yang telah ditetapkan

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.4.

RTRW yang telah
ditetapkan dengan
PERDA

Tersedianya dokumen

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

1.5.

Program RPJMD ke
dalam RKPD

Penjabaran Konsistensi

99%

100%

100%

100%

100%

100%

1.6.

Program RKPD ke
dalam APBD

Penjabaran Konsistensi

99%

99%

99%

99%

100%

100%

1.7.

Kesesuaian rencana

RTRW

pembangunan dengan

100%

100%

100%

100%

100%

60%

Keuangan

2.1.

Opini BPK terhadap
laporan keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

2.2.

Persentase SILPA

10.71%

27.33%

27.00%

18.24%

26.49 %

2,07%

2.3.

Persentase SILPA
terhadap APBD

10.71%

27.33%

27,00%

18.24%

26.49 %

2,07%

2.4.

Persentase

tidak terlaksana

program/kegiatan yang

19.72%

21.36%

0

0

0,82%

2.5.

Persentase belanja
pendidikan (20%)

26,58%

21,60%

21,80%

20,07%

21,15%

20,44%

2.6.

Persentase belanja
kesehatan (10%)

11,84%

12,00%

24,78%

26,92%

12,90%

14,29%

2.7.

Perbandingan antara
belanja langsung
dengan belanja tidak
langsung

Perbandingan antara

dengan total APBD

belanja tidak langsung

44,91%

28,32%

38,17%

28,96%

27,21%

51,14%

Perbandingan antara
belanja langsung
dengan total APBD

55,09%

55,09%

55,09%

71,04%

72,79%

48,86%

2.8.

Bagi hasil
kabupaten/kota dan
desa

11,03%

13,68%

13,57%

17.56%

8,29%

7,85%

Penetapan APBD

27-Dec-18

31-Dec-19

30-Dec-20

29-Dec-22

12-Dec-22

22-Dec-23

Kepegawaian serta
pendidikan dan
pelatihan

3.1.

mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan

Rata-rata lama pegawai

5,5 JP

4,88 JP

5.61 JP

1.53 JP

7.11 JP

19.09 JP

3.2.

Persentase ASN yang

mengikuti pendidikan

6,89

5,82

2,65

5,33

13,59

41,94

>
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BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021 2022

2023

2024

dan pelatihan formal

3.3.

Persentase Pejabat ASN
yang telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan struktural

54,87%

59,55%

62,09% 47,66%

55,81%

54,38%

3.4.

Jumlah jabatan
pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah

38

34

36 36

36

28

3.5.

Jumlah jabatan
administrasi pada
instansi pemerintah

5.838

5.62

5.379 4.951

4.951

734

3.6.

Jumlah pemangku
jabatan fungsional
tertentu pada instansi
pemerintah

6.784

6.595

6.774 6.278

6.057

5.637

Penelitian dan
pengembangan

4.1.

Persentase
implementasi rencana
kelitbangan.

92,31

91,67

100 100

100

90,39

4.2.

Persentase
pemanfaatan hasil
kelitbangan

92,31

75

100 100

100

100

Penerapan SIDa:

4.3.

Persentase perangkat
daerah yang difasilitasi
dalam penerapan
inovasi daerah.

100

100

100 100

100

100

4.4.

Persentase kebijakan
inovasi yang diterapkan
di daerah.

100

100

100 100

100

100

Pengawasan

5.1.

Persentase tindak
lanjut temuan

70,75

74,69

86,67 89,37

5.2.

Persentase pelanggaran
pegawai

45

15

Jumlah temuan BPK

1.436

1.462

1.53 611

Sekretariat Dewan

6.1.

Tersedianya Rencana
Kerja Tahunan pada
setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

6.2.

Tersusun dan
terintegrasinya
Program-Program Kerja
DPRD untuk
melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda,
dan Fungsi Anggaran
dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan
(RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Terintegrasi program-
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan,
pembentukan Perda
dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen

6.3.

Anggaran Setwan
DPRD

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

>
N
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No

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1

Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per
kapita

24.944.246

24.550.516

27.034.599

28.834.639

166.147.309

166.147.309

Nilai tukar petani

91,15

97,23

95,97

129,93

130,91

130,91

Persentase pengeluaran
konsumsi non pangan
perkapita

51,27

51,63

53,48

51,08

52,62

52,62

Produktivitas total
daerah (juta rupiah)

283,40

256,69

300,26

400,04

360,39

360,39

Persentase desa
berstatus swasembada
terhadap total desa

6,25

5,70

8,29

11,40

14,51

16,06

Rasio net Ekspor
terhadap PDRB
(indikator keterbukaan
ekonomi)

49,71

45,12

49,6

58,28

43,17

43,17

Rasio pinjaman
terhadap simpanan di
bank umum

63,69

71,12

77,54

52,21

70,52

70,52

Rasio pinjaman
terhadap simpanan di
BPR

65,22

63,89

67,64

68,05

71,87

71,87

Angka kriminalitas
yang tertangani

64

52

240

196

604

604

10

Jumlah kegiatan
demonstrasi

29

25

29

40

26

27

11

Rasio ketergantungan

37,43

25,62

24,16

22,84

44,83

44,83

2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN

2024

Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai

bahwa target program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas daerah dalam

RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas

dan sasaran. Realisasi capaian sasaran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 44 Capaian Sasaran

Prioritas RKPD Tahun 2024

Prioritas Target
Kabupaten Tujuan/Sasa- . Realisa- Realisasi | Capaian
. Indikator . RKPD
Kutai Pembangunan ran si 2023 0024 2024 2024
Kartanegara
Meningkatkan | Indeks 60,12 B BB
manajemen Reformasi (64,00) | (71,51)
birokrasi yang | Birokrasi
efektif, efisien,
inovatif,
akuntabel,
bersih dan
melayani
1 | Penataan Penataan 1 Mening- | Nilai BB 65.93 90.32
dan manajemen katnya SAKIP (73,00)
Pengem- organisasi Kinerja
bangan dan Penye-
Tata Kelola penguatan lengga-
Pemerin- koordinasi raan
tahan perangkat Peme-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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Prioritas Target
Kabupaten Fokus Tujuan/Sasa- Indikator Realisa- RKPD Realisasi | Capaian
Kutai Pembangunan ran s1 2023 0024 2024 2024
Kartanegara
dan daerah rinta-
Pelayanan han
Publik Daerah
Penataan 2 Mening- | Indeks 8,4 8.38 99.59
manajemen katnya Persepsi
keuangan akun- Anti
dan aset tabilitas | Korupsi
daerah penge-
lolaan
keuang-
an
daerah
Peningkatan | 3 Mening- | Indeks 9,85 9.81 99.59
jangkauan katnya Persepsi
dan mutu kualitas | Kualitas
layanan pelaya- Pelayanan
pemerinta- nan Publik
han publik
dan layanan
publik
yang lebih
baik, cepat,
mudah,
murah, dan
bermutu
berbasis IT
Meningkatkan | Indeks 75,95 75,51 76,57 100,05
kualitas Pem-
pembangunan | bangunan
manusia yang | Manusia
berdaya saing
Pengem- Peningkatan | 4 Mening- | Indeks 0,688 0,7 0.688 98.29
bangan jangkauan katnya Pendidika
sumber dan akses Kualitas | n
daya layanan Layanan
manusia pendidikan Pendi-
yang sehat, yang dikan,
produktif, bermutu Ketaha-
terampil nan
Penguatan Sosial Indeks 53,23 51 57.42 105.36
modal dan Pemba-
sosial Pelesta- | ngunan
budaya, rian Kebuda-
solidaritas Kebu- yaan
sosial dan dayaan
ketahanan
sosial
dalam
kehidupan
kemasyara-
katan
Peningkatan | 5 Mening- | Indeks 0,812 0,817 0.836 102.33
jangkauan katnya Kese-
dan akses Kualitas | hatan
layanan Layanan
kesehatan Kese-
yang hatan
bermutu Masya-
rakat

>
N

# bangaga
melayani
bangsa
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Prioritas Target
Kabupaten Fokus Tujuan/Sasa- Indikator Realisa- RKPD Realisasi | Capaian
Kutai Pembangunan ran s1 2023 0024 2024 2024
Kartanegara
7 Peningkatan | 6 Mening- | Indeks 80 81.08 100.52
keterampilan katnya Pemba-
perempuan peran ngunan
dan serta Gender
pemenuhan peremp
hak-hak uan
anak dalam
pemban
gunan
Meningkatkan | Tingkat 78,83 79 79,60 108,30
kebahagiaan Kebaha-
dan giaan
kesejahteraan
masyarakat
Perce-patan | 8 Percepatan 7 Mening- | Indeks 0,260- 0.307 109.64
pemba- pemba- katnya Gini 0,280
ngunan ngunan peme-
desa desa sebagai rataan
dan basis penda-
kawasan produksi patan
perdesaan pangan masya-
dan pember- rakat
dayaan dan
masyarakat kualitas
9 Penguatan hidup Indeks 0,779 0,765 0.797 104.18
kecamatan masya- Desa
pusat rakat Mem-
pertum- bangun
buhan
dan pengem-
bangan
kawasan
strategis
daerah
Meningkatkan | Laju 7,69 5,81 7,88 135,63
Perekonomian | Pertum-
Daerah buhan
Berbasis Pada | PDRB
Sektor Non
Terbarukan Migas dan
Batubara
Penguatan 10 Peningkatan | 8 Meningk | Laju 6,6 2.94 98.00
Daya produktivitas atnya Pertumbu
Saing , hilai Pengelol | han
Ekonomi tambah aan PDRB
Daerah dan Perta- Sektor
yang pendapatan nian Pertanian,
Unggul, dari Berbasis | Kehutan-
Bernilai pertanian, Potensi an dan
tambah perkebunan, Unggul- | Perikanan
dan peternakan, an
Berkelanjut dan Daerah
-an perikanan
11 Peningkatan | 9 Mening- | Laju 6,6 4 7.85 196.25
produktivitas katnya Pertum-
pariwisata Daya buhan
berbasis Saing Ekonomi
alam, sosial Pariwi- Sektor
budaya, sata Pariwisata
BeraxnLaK @ - ?Boé%?egl:gj‘ :J-é?‘?géfﬁﬁ?;ﬂ:‘Z?ﬁzgzﬁ!ﬁggsﬁmenggumkan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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Prioritas Target
Kabupaten Fokus Tujuan/Sasa- Indikator Realisa- RKPD Realisasi | Capaian
Kutai Pembangunan ran s1 2023 0024 2024 2024
Kartanegara
dan olah Daerah
raga yang
berkelan-
jutan
12 Peningkatan | 10 Berkem- | Laju 6,8 7,09 7.7 108.60
produktivitas bangnya | Pertum-
industri Ekosis- buhan
kreatif tem Ekonomi
Ekono- Kreatif
mi
Kreatif
13 Peningkatan | 11 Mening- | Tingkat 1,75 10.85 620.00
kemudahan katnya Pertum-
perijinan Daya buhan
investasi dan Saing Investasi
pengem- Inves-
bangan tasi
kerjasama Daerah
investasi
Meningkatkan | Indeks 33,8
Pemerataan Kesulitan
Infrastruktur Geografis
dan
Penataan
Wilayah
Pengem- 14 Penyediaan 12 Mening- | Cakupan 92,16 80.2 87.02
bangan dan katnya Layanan
konektivi- penataan kualitas | Air Bersih
tas dan perumahan permu-
pemba- dan kiman
ngunan permukiman masya-
infrastruk- , air rakat
tur bersih dan dan
secara sanitasi keter-
terpadu yang sehat, sediaan
dan layak dan air
merata aman bersih
Persen- 93,5 98.64 105.50
tase
Rumah
Layak
Huni
Penguatan 15 Penyiapan 13 Mening- | Indeks 76,49 86,18 76.49 98.06
Kesiapan perubahan katnya Aksesi-
Pemba- Rencana aksesi- bilitas
ngunan Tata Ruang bilitas Wilayah
IKN Wilayah dan
sebagai konek-
acuan tivitas
pemba- wilayah
ngunan
kawasan di
lokasi IKN
16 Pembangun-
an
prasarana
dan
sarana

>
N
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Prioritas Target
Kabupaten Fokus Tujuan/Sasa- Indikator Realisa- RKPD Realisasi | Capaian
Kutai Pembangunan ran s1 2023 0024 2024 2024
Kartanegara
konektivitas
(keterkaitan)
wilayah
Meningkatkan | Persentas 6,01 ) 6,16 123,30
Pembangunan | e
Berwawasan Penuruna
Lingkungan n Emisi
GRK
Pengelolaan | 17 Pemulihan 14 Meningk | Indeks 73,81 73.59 99.70
sumber daya atnya Kualitas
daya dukung kualitas | Lingkung
alam lingkungan lingkun | an Hidup
dan gan
lingkungan hidup
secara
lestari
dan
berkelan-
jutan

Secara umum capaian indikator sasaran pembangunan daerah yang tertuang
pada RPJMD dan RKPD tahun 2024 dapat tercapai dengan rata-rata realisasi
130,17 % (seratus tiga puluh koma tujuh belas persen). Begitu juga
pencapaian sasaran daerah tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD (tahun
2026). Terdapat 2 sasaran daerah pada Misi ke-1 RPJMD yaitu Memantapkan
Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani dengan indikator
sasaran Nilai SAKIP yang realisasinya masih rendah, dengan persentase
realisasi capaian terhadap targetnya hanya sebesar 90,32 % (sembilan puluh
koma tiga puluh dua persen, dan pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Meningkatkan
Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah dengan
indikator Cakupan Layanan Air Bersih yang realisasinya masih rendah,
dengan persentase realisasi capaian terhadap targetnya hanya sebesar 87,02
% (delapan puluh tujuh koma nol dua) persen. Hal ini tentunya harus menjadi
perhatian khusus bagi pemerintah daerah dimana penguatan pada
akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program-
program sangat diperlukan. Guna peningkatan pelayanan penyediaan air
bersih, pemerintah daerah harus mempunyai strategi dan berkolaborasi
dengan stakeholder yang terlibat. Terkait hal ini disajikan pada tabel Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2024.
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Tabel II - 185 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Persentase Realisasi

Capaian Fisik

No Nama OPD Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran (%) Pelaksanaan (%)
1 |Badan Kepegawaian dan Pengembangan 40.497.194.742 36.296.810.806 89,63% 89.6 % 98.1 %
Sumber Daya Manusia
2 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 65.381.761.672 60.986.269.805 93,28% 93.3 % 100.0 %
3 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48.282.302.853 44.287.503.959 91,73% 91.7 % 90.3 %
4 |Badan Pendapatan Daerah 63.389.143.244 58.616.367.827 92,47% 92.5 % 100.0 %
5 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 981.234.145.815 929.839.556.684 94,76% 94.8 % 92.1 %
6 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52.192.307.258 43.925.652.748 84,16% 84.2 % 100.0 %
7 |Badan Riset Dan Inovasi Daerah 33.064.401.374 30.267.059.532 91,54% 91.5% 100.0 %
8 |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 41.270.320.028 37.823.726.171 91,65% 91.6 % 100.0 %
9 |Dinas Kelautan dan Perikanan 500.299.743.472 472.922.234.366 94,53% 94.5 % 100.0 %
10 |Dinas Kepemudaan dan Olahraga 182.698.180.884 144.072.891.366 78,86% 78.9 % 98.5 %
11 |Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 33.748.231.239 28.978.400.436 85,87% 85.9 % 98.6 %
12 |Dinas Kesehatan 559.711.710.364 505.158.919.921 90,25% 90.3 % 94.8 %
13 |Dinas Ketahanan Pangan 26.269.272.863 24.582.065.218 93,58% 93.6 % 100.0 %
14 |Dinas Komunikasi dan Informatika 143.378.679.544 138.238.107.488 96,41% 96.4 % 100.0 %
15 |Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 31.974.081.148 27.690.772.443 86,60% 86.6 % 96.8 %
16 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 79.052.826.157 70.408.657.776 89,07% 89.1 % 96.5 %
17 |Dinas Pariwisata 105.958.221.684 102.273.980.667 96,52% 96.5 % 100.0 %
18 |Dinas Pekerjaan Umum 1.729.359.439.187 1.335.086.956.841 77,20% 77.2 % 93.9 %
19 |Dinas Pemadam Kebakaran dan 57.101.599.082 53.445.065.485 93,60% 93.6 % 100.0 %
Penyelamatan
20 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 82.143.249.681 77.524.560.884 94,38% 94.4 % 99.7 %
21 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 21.520.596.403 17.854.352.450 82,96% 83.0 % 98.3 %
Perlindungan Anak
22 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 26.734.438.040 20.705.934.598 77,45% 77.5 % 98.7 %
Terpadu Satu Pintu
23 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.240.130.000.000 2.057.541.174.664 91,85% 91.8 % 91.5 %
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24 |Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 32.030.197.289 25.866.685.185 80,76% 80.8 % 95.4 %
Berencana
25 |Dinas Perhubungan 153.240.054.824 147.535.468.312 96,28% 96.3 % 98.9 %
26 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 48.098.053.858 40.704.164.284 84,63% 84.6 % 93.5 %
27 |Dinas Perkebunan 52.389.844.136 45.806.555.527 87,43% 87.4 % 100.0 %
28 |Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 59.414.638.099 31.802.211.906 53,53% 53.5% 97.7 %
29 |Dinas Pertanian dan Peternakan 351.062.659.581 297.284.188.636 84,68% 84.7 % 92.4 %
30 |Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 750.831.314.137 678.312.430.456 90,34% 90.3 % 97.4 %
31 |Dinas Sosial 49.049.882.101 40.427.401.671 82,42% 82.4 % 92.6 %
32 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 41.558.444.573 38.741.178.180 93,22% 93.2 % 93.9 %
33 |Inspektorat Kabupaten 49.016.174.628 35.611.783.465 72,65% 72.7 % 100.0 %
34 |Kecamatan Anggana 75.164.074.928 72.018.867.557 95,82% 95.8 % 100.0 %
35 |Kecamatan Kembang Janggut 32.980.243.316 31.781.295.891 96,36% 96.4 % 100.0 %
36 |Kecamatan Kenohan 30.635.484.520 28.109.819.993 91,76% 91.8 % 90.6 %
37 |Kecamatan Kota Bangun 54.339.966.922 49.115.369.472 90,39% 90.4 % 96.9 %
38 |Kecamatan Kota Bangun Darat 27.975.450.000 26.855.421.367 96,00% 96.0 % 100.0 %
39 |Kecamatan Loa Janan 70.422.877.576 67.892.109.024 96,41% 96.4 % 100.0 %
40 |Kecamatan Loa Kulu 85.544.241.793 83.413.732.203 97,51% 97.5 % 100.0 %
41 |Kecamatan Marangkayu 37.353.215.072 35.228.761.903 94,31% 94.3 % 100.0 %
42 |Kecamatan Muara Badak 57.896.066.526 54.580.265.037 94.27% 94.3 % 98.4 %
43 |Kecamatan Muara Jawa 101.974.372.628 96.921.083.105 95,04% 95.0 % 100.0 %
44 |Kecamatan Muara Kaman 47.210.520.582 45.616.198.558 96,62% 96.6 % 100.0 %
45 |Kecamatan Muara Muntai 29.822.472.542 26.798.592.383 89,86% 89.9 % 100.0 %
46 |Kecamatan Muara Wis 32.148.919.331 30.585.300.587 95,14% 95.1 % 99.9 %
47 |Kecamatan Samboja 201.538.901.599 192.029.014.180 95,28% 95.3 % 98.5 %
48 |Kecamatan Samboja Barat 54.153.670.750 53.534.920.062 98,86% 98.9 % 100.0 %
49 |Kecamatan Sanga Sanga 63.314.037.709 61.378.271.300 96,94% 96.9 % 98.8 %
50 |Kecamatan Sebulu 51.790.917.249 49.509.489.538 95,59% 95.6 % 99.0 %
51 |Kecamatan Tabang 22.150.815.455 17.945.832.337 81,02% 81.0 % 100.0 %
52 |Kecamatan Tenggarong 192.376.376.362 178.250.021.355 92,66% 92.7 % 99.8 %
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53 |Kecamatan Tenggarong Seberang 91.312.803.197 86.411.858.459 94,63% 94.6 % 81.6 %
54 |RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 213.677.953.898 191.856.249.685 89,79% 89.8 % 100.0 %
55 |RSUD Aji Muhammad Parikesit 810.986.625.209 593.855.798.998 73,23% 73.2 % 100.0 %
56 |RSUD Dayaku Raja 130.512.040.698 63.676.197.172 48,79% 48.8 % 100.0 %
57 |Satuan Polisi Pamong Praja 42.677.162.536 35.878.460. 84,07% 84.1 % 99.4 %
706
58 |Sekretariat Daerah 304.308.454.755 285.822.222.639 93,93% 93.9 % 100.0 %
59 |Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 191.383.061.987 174.427.058.178 91,14% 91.1 % 100.0 %
11.785.733.837.100 10.334.111.301.446 87,68% 87.7 % 97.5 %
Tabel II - 46 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
PERANGKAT
TAHUN 2024 DAERAH
PRIORITAS
SASARAN KUTAI FOKUS INDIKATOR
No PROGRAM
DAERAH KARTANE- PEMBANGUNAN OUTCOME TARGET REALISASI | CAPAIAN
GARA
1 | Meningkatnya Penataan Penataan dan PROGRAM Persentase Nilai 80 32 40 Sekretariat
Kinerja dan Pengembangan PENUNJANG SAKIP Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Pengembang | Tata Kelola URUSAN Daerah Predikat (Bagian
Pemerintahan an Tata Pemerintahan PEMERINTAHAN BB dan A Organisasi)
Daerah Kelola dan DAERAH
Pemerintah- | Pelayanan KABUPATEN/KOTA
an dan Publik PROGRAM Persentase 100 93,74 94 Badan
Pelayanan PERENCANAAN Pelaksanaan Perencanaan
Publik PENGENDALIAN rekomendasi Pembangun-
DAN EVALUASI kebijakan pada an Daerah
PEMBANGUNAN sasaran daerah
DAERAH
PROGRAM Persentase 100 94,55 95
KOORDINASI DAN Pelaksanaan
SINKRONISASI rekomendasi
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Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

kebijakan bidang
perencanaan
Sosial Budaya
dan
Pemerintahan
pada Renja-PD

Persentase
Pelaksanaan
rekomendasi
kebijakan Bidang
Ekonomi dan
Sumber Daya
Alam pada Renja-
PD

100

93,65

94

Persentase
Pelaksanaan
rekomendasi
kebijakan Bidang
Bidang Sarana
dan Prasarana
Pengembangan
Wilayah pada
Renja-PD

100

92,98

93

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan ASN
Kabupaten Kutai
Kartanegara

94

100

106

BKPSDM

Penataan
manajemen
keuangan dan
aset daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

Persentase
Konsistensi
Perencanaan
dengan
Penganggaran

100

100

100

Persentase
pengelola
keuangan
Perangkat

100

100

100

BPKAD
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Daerah
mendapatkan
pembinaan
penatausahaan
keuangan

6 PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Tingkat
pemenuhan
peraturan dan
pedoman
pengelolaan BMD
sesuai
Permendagri
19/2016

100

100

100

Persentase
Perangkat
Daerah
melaksanakan
perencanaan dan
penatausahaan
BMD sesuai
ketentuan

100

100

100

Persentase
Perangkat
Daerah yang
aktif melakukan
rekonsiliasi
laporan BMD

100

100

100

Persentase
pengelola BMD
Perangkat
Daerah
mendapatkan
pembinaan
penatausahaan
BMD

100

100

100

7 | PROGRAM

PENYELENGGARAA

Cakupan
Penyelenggaraan

96

103

107

Inspektorat
Kabupaten
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N PENGAWASAN Pengawasan
PROGRAM Cakupan 75 97 129
PERUMUSAN Pelaksanaan
KEBIJAKAN, Kegiatan
PENDAMPINGAN Perumusan
DAN ASISTENSI Kebijakan,
Pendampingan
Dan Asistensi
Meningkatnya Peningkatan PROGRAM Cakupan Aplikasi 100 100 100 Dinas
kualitas jangkauan dan PENGELOLAAN yang dikelola Komunikasi
pelayanan publik mutu layanan APLIKASI OPD dan
pemerintahan INFORMATIKA Informatika
dan layanan PROGRAM 1. Persentase 99 99,81 101 Dinas
publik yang PENDAFTARAN Kepemilikan Kependu-
lebih baik, PENDUDUK KTP- el dukan dan
cepat, mudah, 2. Persentase 90 68,37 76 Catatan Sipil
murah, dan Kepemilikan KIA
bermutu PROGRAM Persentase 100 100 100
berbasis IT PENGELOLAAN Layanan
INFORMASI Informasi dan
ADMINISTRASI Inovasi
KEPENDUDUKAN Administrasi
Kependudukan
PROGRAM Persentase 100 100 100
PENGELOLAAN Penyediaan Data
PROFIL Kependudukan
KEPENDUDUKAN
PROGRAM Jumlah Aplikasi 3 3 100 Dinas
PENGELOLAAN Penanaman
DATA DAN SISTEM Modal dan
INFORMASI Pelayanan
PENANAMAN Terpadu
MODAL Satu Pintu
Meningkatnya Pengem- Peningkatan PROGRAM Capaian Indeks 88,43 73 83 Dinas
Kualitas Layanan | bangan jangkauan dan PENGELOLAAN Mutu Pendidikan Pendidikan
Pendidikan, sumber daya | akses layanan PENDIDIKAN (IMP) SD (Angka dan
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Ketahanan Sosial
dan Pelestarian
Kebudayaan

manusia
yang sehat,
produktif,
terampil

pendidikan yang
bermutu

Indeks Max 7)

Capaian Indeks
Mutu Pendidikan
(IMP) SMP (Angka
Indeks Max 7)

87,43

71,31

82

Capaian Indeks
Mutu Pendidikan
(IMP) PAUD
(Angka Indeks
Max 100)

82,02

84,62

103

Capaian Indeks
Mutu Pendidikan
(IMP) Kesetaraan
(Angka Indeks
Max 100)

67,38

57,46

85

Jumlah Bantuan
Beasiswa
Stimulan Kukar
IDAMAN
Pendidikan
Dasar

3.000,00

2574

86

15

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Persentase
Satuan
Pendidikan yang
Melaksanakan
Kurikulum
Muatan Lokal
(MuLok)

100

100

100

16

PROGRAM
PENGENDALIAN
PERIZINAN
PENDIDIKAN

Persentase
Satuan
Pendidikan yang
Memiliki Izin
Pendirian dan
Operasional

100

Penguatan
modal sosial

17

PROGRAM
PENGEMBANGAN

Jumlah
Pelaksanaan

20

40

200

Kebudayaan
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budaya,
solidaritas sosial
dan ketahanan
sosial dalam
kehidupan
kemasyarakatan

KEBUDAYAAN

Event Budaya di
Wilayah
Kabupaten Kutai
Kartanegara

Persentase Desa
Budaya yang
Aktif (Existing 5
Desa Budaya)

100

100

100

18

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Presentase PSKS
yang berperan
dalam Usaha
Kesejahteraan
Sosial

19

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Persentase (%)
penyandang
disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar
dan gelandangan
pengemis yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di luar
panti (Indikator
SPM)

100

100

100

20

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN
SOSIAL

Presentase PMKS
yang memperoleh
layanan
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

96,66

97,26

101

Cakupan
Layanan
Jaminan Sosial
Bagi Masyarakat
Miskin Non

97

97,26

100

Dinas Sosial
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Potensial

21 | PROGRAM Presentase 100 100 100 Sekretariat
PEMERINTAHAN Rumusan Daerah
DAN kebijakan bidang (Bagian
KESEJAHTERAAN kesra yang Kesra)
RAKYAT diimplementasi-
kan

5 | Meningkatnya Promosi dan 22 | PROGRAM Presentasi Balita 14,60 15,70 108 Dinas
Kualitas Layanan penerapan PEMENUHAN Stunting Kesehatan
Kesehatan perilaku hidup UPAYA KESEHATAN | Indeks Keluarga 0,35 0,36 103
Masyarakat bersih, sehat, PERORANGAN DAN | sehat
aman dan UPAYA KESEHATAN | Indeks Pelayanan 0,75 0,91 121
produktif MASYARAKAT kesehatan
reproduksi
Indeks Pelayanan 0,76 0,76 100
kesehatan balita
Indeks Pelayanan 0,61 0,91 149
Penyakit menular
Indeks Pelayanan 0,50 0,98 196
penyakit tidak
menular
Indeks Pelayanan 0,88 0,90 102
Kesehatan
lingkungan
Indeks Pelayanan 0,40 0,86 215
Kesehatan Primer
Indeks Perilaku 0,47 0,52 111
kesehatan

Persentase
Puskesmas
Akreditasi
Paripurna dan
Utama

23 | PROGRAM Persentase SDM 75 75 100
PENINGKATAN yang Terlatih
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Dalam Kategori
Baik

KAPASITAS Sesuai
SUMBER DAYA Kompetensinya
MANUSIA
KESEHATAN
24 | PROGRAM Persentase 34 52 153
PEMBERDAYAAN Capaian RT-
MASYARAKAT PHBS
BIDANG
KESEHATAN
Meningkatnya Peningkatan 25 | PROGRAM Persentase ARG 19,31 18,74 97 Dinas
peran serta daya saing PENGARUSUTAMAA | pada belanja Pemberda-
perempuan dalam tenaga kerja, N GENDER DAN langsung APBD yaan
pembangunan keterampilan PEMBERDAYAAN Perempuan
perempuan dan PEREMPUAN dan
pemenuhan 26 | PROGRAM Capaian Nilai 770 790 103 Perlindungan
hak- hak anak PEMENUHAN HAK | Kabupaten Layak Anak
ANAK (PHA) Anak
27 | PROGRAM Persentase anak 100 100 100
PERLINDUNGAN korban
KHUSUS ANAK kekerasan yang
ditangani
instansi terkait
kabupaten
Meningkatnya Percepatan Percepatan 28 | PROGRAM Persentase 70,35 86,76 123 Dinas
pemerataan pembangun- | pembangunan PEMBERDAYAAN Posyandu Aktif Pemberda-
pendapatan an desa dan desa sebagai LEMBAGA Persentase 100 100 100 yaan
masyarakat dan kawasan basis produksi KEMASYARAKATAN | Lembaga Masyarakat
kualitas hidup perdesaan pangan dan , LEMBAGA ADAT Kemasyarakatan dan Desa
masyarakat pemberdayaan DAN MASYARAKAT | yang Aktif
masyarakat HUKUM ADAT
29 | PROGRAM Persentase Desa 95 95 100
ADMINISTRASI Tertib
PEMERINTAHAN Administrasi
DESA Pemerintahan
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Pertumbuhan 30 30 100
Pendapatan
BUMDesa
30 | PROGRAM Kecukupan 2.175,00 2.021,00 93 Dinas
PENINGKATAN Konsumsi Energi Ketahan
DIVERSIFIKASI Kecukupan 57,10 65,10 114 Pangan
DAN KETAHANAN Konsumsi Protein
PANGAN
MASYARAKAT
Penguatan 31 | PROGRAM Persentase Desa 10,36 11,00 106 Dinas
kecamatan PENATAAN DESA yang memiliki Pemberdaya-
pusat Tata Ruang Desa an
pertumbuhan Masyarakat
dan dan Desa
pengembangan 32 | PROGRAM Persentase 100 100 100
kawasan PENINGKATAN Realisasi
strategis daerah KERJASAMA DESA | Kesepakatan
Kerjasama Desa
Menurunnya Peningkatan 33 | PROGRAM Persentase 76,83 77 100 Dinas
pengangguran di kapasitas dan PENGEMBANGAN Pengembangan Kepemudaan
masyarakat komptensi KAPASITAS DAYA Kepemudaan dan Olahraga
angkatan kerja SAING
serta perluasan KEPEMUDAAN
kerja dan 34 | PROGRAM Persentase 20,50 22,77 111 Dinas
PELATIHAN KERJA | Tenaga Kerja Transmigrasi
DAN Bersertifikat dan Tenaga
PRODUKTIVITAS Kompetensi Kerja
TENAGA KERJA Penyediaan Pusat 3 3 100
Latihan Tenaga
Kerja KUKAR
IDAMAN
Meningkatnya Penguatan Peningkatan 35 | PROGRAM Luas Tanam Padi | 40.641,30 | 40.641,00 100 Dinas
pengelolaan Daya produktivitas, PENYEDIAAN DAN Luas Tanam 13.000,00 1,66 0 Pertanian
pertanian Saing nilai tambah PENGEMBANGAN Jagung dan
berbasis potensi Ekonomi dan pendapatan SARANA Luas Tanam Peternakan
unggulan daerah Daerah yang | dari pertanian, PERTANIAN Durian
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Unggul,
Bernilai
Tambah dan
Berkelanjut-
an

perkebunan,

peternakan, dan

kehutanan

Luas Tanam
Jahe

Luas Tanam
Bawang Merah

Luas Tanam

Cabe

36 | PROGRAM Luas Areal 28.720 31.585 110 Dinas
PENYEDIAAN DAN Kelapa Sawit Perkebunan
PENGEMBANGAN Rakyat
SARANA Luas Areal 268.526 222.940 83
PERTANIAN Kelapa Sawit PBS

Luas Areal Karet 17.958 17.543 98
Luas Areal Lada 3.427 1.879 55
Luas Areal 7.301 6.796 93
Kelapa Dalam

Luas Areal Kopi 110 105 95
Luas Areal Kakao 95 141 148
Luas Areal Aren 248 266 107
Luas Areal Kelor 9 0 0]

37 | PROGRAM Panjang Jalan 20.000,00 | 20.000,00 100 Dinas
PENYEDIAAN DAN Usaha Tani Yang Pertanian
PENGEMBANGAN Dibangun dan
PRASARANA Jumlah Embung 23 22 96 Peternakan
PERTANIAN Pertanian Yang

Dibangun

Panjang Jaringan | 17.000,00 0 0
Irigasi yang

dibangun

Jumlah DAM 6 0 0
Parit yang

dibangun

Jumlah Pintu Air 33 0 0]
yang dibangun

Panjang Jalan

Produksi
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Perkebunan Yang
Dibangun
Jumlah Embung
Perkebunan Yang
Dibangun
38 | PROGRAM Persentase 95 98 103
PENGENDALIAN Derajat
KESEHATAN Kesehatan
HEWAN DAN Ternak
KESEHATAN Cakupan 5 5 100
MASYARAKAT Pengawasan
VETERINER Hewan dan
Produk Hewan
39 | PROGRAM Persentase 90 90 100
PENGENDALIAN Pengendalian
DAN dan
PENANGGULANGA Penanggulangan
N BENCANA Bencana
PERTANIAN Pertanian
40 | PROGRAM Persentase 3 3 100
PENYULUHAN Kenaikan Kelas
PERTANIAN Kelompok Tani
41 | PROGRAM Persentase 15 15 100 Dinas
PENYULUHAN Kenaikan Kelas Perkebunan
PERTANIAN Kelompok Tani
42 | PROGRAM Cakupan Pelaku
PERIZINAN USAHA Usaha Pertanian
PERTANIAN yang di Bina
43 | PROGRAM Produksi 95.172,00 11,636 0 Dinas
PENGELOLAAN Perikanan Kelautan dan
PERIKANAN Tangkap Perikanan
TANGKAP
44 | PROGRAM Jumlah Produksi | 185.608,0 203,812 0
PENGELOLAAN Perikanan 0
PERIKANAN Budidaya
BUDIDAYA
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45 | PROGRAM Cakupan Wilayah 20 15 75
PENGAWASAN Sumberdaya
SUMBERDAYA Perikanan Yang
KELAUTAN DAN Diawasi
PERIKANAN Persentase 95 100 105
Penyelesaian
Kasus Ilegal /
Destruktif
Fishing
46 | PROGRAM Jumlah Produksi | 25.095,00 61,722 0]
PENGOLAHAN DAN | Pengolahan Hasil
PEMASARAN HASIL | Perikanan
PERIKANAN Jumlah Ekspor 1.687,00 1,911 0
Produk Kelautan
dan Perikanan
47 | PROGRAM Persentase Dinas
PENGGUNAAN DAN | Produk dalam Perindustri-
PEMASARAN negeri yang an dan
PRODUK DALAM dipasarkan di Perdagangan
NEGERI pasar rakyat dan
di toko modern
48 | PROGRAM Persentase
PENINGKATAN pengembangan
SARANA dan pengelolaan
DISTRIBUSI sarana distribusi
PERDAGANGAN perdagangan di
wilayah kerjanya
49 | PROGRAM Jumlah
PERENCANAAN Pengembangan
DAN Sentra IKM
PEMBANGUNAN berbasis komoditi
INDUSTRI pertanian
50 | PROGRAM Persentase Dinas
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Koperasi dan
USAHA UMKM UKM
MENENGAH,
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10

Meningkatnya
Daya Saing
Pariwisata Daerah

USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO

11

Berkembangnya
Ekosistem
Ekonomi Kreatif

12

Meningkatnya
daya saing
investasi daerah

(UMKM)
51 PROGRAM Persentase 0,85 1,09 128

PENGEMBANGAN Pertumbuhan

UMKM Omzet
Peningkatan 52 | PROGRAM Persentase DTW 63,81 65 102 Dinas
produktivitas PENINGKATAN yang Memenuhi Pariwisata
pariwisata DAYA TARIK Aksesibilitas,
berbasis alam, DESTINASI Amenitas dan
sosial budaya, PARIWISATA Atraksi
dan olah raga 53 | PROGRAM Okupansi 29,28 34 116
yang PEMASARAN
berkelanjutan PARIWISATA

54 | PROGRAM Pertumbuhan 7 7 100

PENGEMBANGAN Pelaku EKRAF

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF
Peningkatan 55 | PROGRAM Pelaku Ekonomi 5 0] 0]
produktivitas PENGEMBANGAN Kreatif Yang
industri kreatif EKONOMI KREATIF | Terfasilitasi

MELALUI

PEMANFAATAN

DAN

PERLINDUNGAN

HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL
Peningkatan 56 | PROGRAM 1. Jumlah Proyek 652 3085 473 Dinas
kemudahan PENGEMBANGAN PMDN/PMA Penanaman
perijinan IKLIM PENANAMAN Modal dan
investasi dan MODAL Pelayanan
pengembangan 57 | PROGRAM 1. Jumlah 310 281 91 Terpadu
kerjasama PROMOSI Investor Satu Pintu
investasi PENANAMAN PMDN/PMA

MODAL
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58 | PROGRAM 1. Jumlah 950 12,757 1
PELAYANAN Penerbitan izin
PENANAMAN
MODAL
Meningkatnya Pengem- Penyediaan dan 59 | PROGRAM Cakupan 100 100 100 Dinas
kualitas bangan penataan PENGEMBANGAN Layanan Perumahan
permukiman konektivitas | perumahan dan PERUMAHAN Perumahan dan
masyarakat dan dan permukiman, air Layak Huni Bagi Permukiman
ketersediaan air pembangun- | bersih dan Korban Bencana
bersih an sanitasi yang Cakupan 100 100 100
infrastruktur | sehat, layak dan penyediaan
secara aman rumah layak
terpadu dan huni bagi
merata masyarakat
terdampak
relokasi program
pemerintah
kabupaten
60 | PROGRAM Persentase 42,72 77,42 181
KAWASAN kawasan
PERMUKIMAN permukiman
kumuh dibawah
10 ha di
kabupaten yang
ditangani
61 | PROGRAM Persentase RTLH 6,70 2,90 43
PERUMAHAN DAN (Rumah Tidak
KAWASAN Layak Huni)
PERMUKIMAN Jumlah 517 617 119
KUMUH Pelaksanaan
Bedah Rumah
KUKAR IDAMAN
62 PROGRAM Pertumbuhan 4,48 0,99 22
PENINGKATAN Rumah yang
PRASARANA, memiliki akses
SARANA DAN jalan Perumahan

UTILITAS UMUM

dalam kondisi
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(PSU) baik
63 | PROGRAM Persentase 92,16 80,20 87
PENGELOLAAN jumlah rumah
DAN tangga yang
PENGEMBANGAN mendapatkan
SISTEM akses terhadap
PENYEDIAAN AIR air minum
MINUM melalui SPAM
jaringan

perpipaan dan
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi
terhadap rumah
tangga di seluruh

kabupaten
Persentase 1,03 1,02 99
Penyediaan
SPAM Perdesaan
(50 Unit)
64 | PROGRAM Persentase 86,68 89,1 103
PENGELOLAAN jumlah rumah
DAN yang memperoleh
PENGEMBANGAN layanan
SISTEM AIR pengolahan air
LIMBAH limbah domestik
65 | PROGRAM Persentase 80 80 100 Dinas
PENATAAN Penataan Pekerjaan
BANGUNAN DAN Bangunan dan Umum

LINGKUNGANNYA Lingkungan
Strategis Daerah

66 | PROGRAM Jumlah Tempat 1 2 200 Dinas
PENGELOLAAN Pembuangan Lingkungan
PERSAMPAHAN Akhir (TPA) Yang Hidup dan
Dibangun Kehutanan
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Timbulan
sampah

97,64

45

46

14

Meningkatnya
aksesibilitas dan
konektivitas
wilayah

Penguatan
Kesiapan
Pembangun-
an IKN

Penyiapan
perubahan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
sebagai acuan
pembangunan
kawasan di
lokasi IKN

67

PROGRAM
PENYELENGGARAN
PENATAAN RUANG

Persentase
Ketaatan
Terhadap RTRW

75

75

100

Dinas
Pertanahan

68

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

1. Rasio luas
daerah irigasi
kewenangan
kabupaten
yang dilayani
oleh jaringan
irigasi

0,80

0,70

88

2. Rasio luas
kawasan
permukiman
rawan banjir
yang
terlindungi
oleh
infrastruktur
pengendalian
banjir di
Wilayah
Sungai
Kewenangan
Kabupaten

0,06

283

3. Rasio luas
kawasan
permukiman
sepanjang
pantai rawan
abrasi, erosi,
dan akresi
yang
terlindungi
oleh
infrastruktur

0,03

0,03

100

Dinas
Pekerjaan
Umum
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pengaman
pantai di
Wilayah
Sungai
Kewenangan
Kabupaten
69 | PROGRAM 4. Kondisi 64,66 62 96
PENYELENGGARA- Kemantapan
AN JALAN Jalan
15 | Meningkatnya Pengelolaan Pemulihan daya 70 | PROGRAM Persentase 100 100 100 Dinas
kualitas sumber daya | dukung PERENCANAAN Dokumen Lingkungan
lingkungan hidup | alam dan lingkungan LINGKUNGAN Perencanaan Hidup dan
lingkungan HIDUP Lingkungan Kehutanan
secara lestari Hidup yang
dan disusun
berkelanjut- 71 | PROGRAM Jumlah pohon 200.000,0 | 200.000,00 100
an PENGENDALIAN yang ditanam 0
PENCEMARAN pada program
DAN/ATAU penanaman satu
KERUSAKAN juta pohon pada
LINGKUNGAN wilayah
HIDUP penghijauan dan
reklamasi
72 | PROGRAM Jumlah 3 3 100
PENGENDALIAN Dokumen Kajian
BAHAN timbulan limbah
BERBAHAYA DAN B3 dari kegiatan
BERACUN (B3) DAN | UMKM yang
LIMBAH BAHAN menghasilkan
BERBAHAYA DAN limbah B3 di
BERACUN (LIMBAH | kabupaten Kutai
B3) Kartanegara
73 | PROGRAM Ketaatan 19,32 50,63 262
PEMBINAAN DAN penanggung
PENGAWASAN jawab usaha
TERHADAP IZIN dan/atau
LINGKUNGAN DAN | kegiatan
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IZIN terhadap izin
PERLINDUNGAN lingkungan, izin
DAN PPLH dan PUU
PENGELOLAAN LH yang
LINGKUNGAN diterbitkan oleh
HIDUP (PPLH) Pemerintah
Daerah
Kabupaten
74 | PROGRAM Jumlah 5 6 120
PENGHARGAAN Desa/kelurahan
LINGKUNGAN yang
HIDUP UNTUK mendapatkan
MASYARAKAT penghargaan
desa ramah
lingkungan
kategori utama
Jumlah 128 116 91
Penghargaan
Yang Diberikan
16 | Meningkatnya Penguatan 75 | PROGRAM Persentase 100 100 100 Dinas Sosial
ketahanan mitigasi dan PENANGANAN korban bencana
bencana daerah ketangguhan BENCANA alam dan sosial
dalam yang terpenuhi
penanggulangan kebutuhan
bencana dasarnya pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten
76 | PROGRAM Persentase 15,11 44,80 296 Badan
PENANGGULANG- Layanan Penanggu-
AN BENCANA Informasi Rawan langan
Bencana Bencana
Cakupan 16,55 0 0 Daerah
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
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Bencana

Persentase
pelayanan
penyelamatan
dan evakuasi

korban bencana

100

100

100

77

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG-
AN, PENYELAMAT-
AN KEBAKARAN
DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

Persentase
Pemenuhan
Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah

layanan Wilayah

Manajemen
Kebakaran
(WMK)

100

87,72

88

Jumlah
pembentukan
Balakarcana
(Barisan
Sukarela
Pemadam
Kebakaran)

70

70

100

Cakupan
Layanan
Pemadaman,
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran

100

87,20

87

Dinas
Pemadam
Kebakaran
dan
Penyelamat-
an
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Pada akhir tahun 2024, upaya intensif dan akselerasi yang dilakukan dalam
rangka meningkatkan kinerja program prioritas pembangunan RKPD telah
menunjukkan hasil yang signifikan. Pencapaian rata-rata tahapan
pelaksanaan program prioritas RKPD tahun 2024 meningkat menjadi 97,5 %
(sembilan puluh tujuh koma lima persen). Dari 76 (tujuh puluh enam)
program prioritas, kini 73 (tujuh puluh tiga) program telah melampaui
tahapan pelaksanaan 90 % (sembila puluh persen), sebuah peningkatan yang
mencerminkan komitmen kuat dan kerja keras dari semua pihak terkait.
Akselerasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pencapaian target indikator
yang merupakan outcome dari pelaksanaan program, tetapi juga
berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan
daerah. Kesuksesan ini merupakan bukti nyata dari efektivitas strategi dan
upaya bersama dalam mendorong percepatan pembangunan yang

berkelanjutan dan inklusif.

2.3. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara melalui aplikasi e-Pantau melakukan penggalian informasi
atas kendala atau permasalahan yang menjadi penghambat dalam rangka
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil
identifikasi, permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam
pencapaian output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2024 hingga
triwulan IV / Semester Il disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II - 21 Progres Pelaksanaan dan Permasalahan

P

Pelaksana menerjemahkan
Informasi dari rencana dan
pe

Anggaran Melebihi Kebutuhan, 1%
‘ Salah Dalam Penyusunan Alokasi, 4%
Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesual waktu pemenuhan barang/jasa, 17%

Penganggaran Kurang Terhadap Target Output, 14%

Penganggaran Kurang Terhadap Target
Output

al sulit ditemukan di pasar
an tidak ada/sdg direvisi/telat

@ Pelaksznaan berbeda dengan
Juklak/Juknis

nfaat bertambah/berkurang ¢ Pelaksana menerjemahkan juknis ¢ Informasi dari rencana dan anggaran

Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat
d i berbeda dipahami berbeda

divalidas
ahan terkendala

kat/dunia usaha tidak Lokasi pelaksanaan Lokasi tidak tersedia Waktu pelaksanaan kurang
Wak

€ Tidak Ada
wakt

@ Gagal Lelang o € Lelang Ulang ¢ lokasi kegiatan terkendala utilitas / waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
fasilitas Umum

rkendala Kondisi Alam
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Di Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya pemerintah dalam
menjalankan RKPD tahun 2024 telah mengalami beberapa rintangan.
Meskipun 87,7 % (delapan puluh tujuh koma tujuh persen) dari kegiatan
tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ada permasalahan yang
merintangi kelancaran pelaksanaan program. Salah satu isu yang muncul
adalah fluktuasi jumlah penerima manfaat yang bertambah atau berkurang,
mencerminkan kemungkinan ketidakpastian dalam pendataan atau
perubahan dalam kondisi lapangan yang mempengaruhi kelayakan penerima.

Ditemukan pula bahwa kurangnya penganggaran sebesar 1% (satu
persen) terhadap target output menandakan adanya kesenjangan antara
perencanaan dan realisasi anggaran, yang dapat menghambat kemajuan
kegiatan jika tidak segera ditanggulangi. Selain itu, waktu pelaksanaan yang
tidak sesuai dengan rencana, serta kekurangan dalam alokasi waktu
pelaksanaan, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan waktu dan
efisiensi pelaksanaan.

Isu teknis juga mencuat, seperti pelaksana yang berbeda pendapat
dalam menafsirkan petunjuk teknis, yang menunjukkan potensi
kebingungan dan ketidakseragaman dalam implementasi kegiatan. Pedoman
yang belum tersedia atau sedang direvisi, bisa memperlambat proses
administratif. Hal tersebut terjadi salah satunya dari perangkat Daerah yang
kurang merencanakan regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sehingga terkesan gagap dalam mengantisipasi
persoalan tersebut dari tahun ke tahun.

Terkadang, kondisi alam menjadi penghambat, seperti lokasi yang tidak
dapat diakses atau terpengaruh oleh bencana alam, mengharuskan adanya
penyesuaian atau penundaan dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala
pembebasan lahan juga sering menjadi hambatan, memperlambat atau
bahkan menghentikan proyek. Sedangkan dalam hal pengadaan,
ketersediaan barang dan jasa yang belum terdaftar di e-Katalog atau harga
yang melebihi pagu anggaran menjadi masalah yang memerlukan solusi
kreatif dan negosiasi.

Kesalahpahaman informasi terkait rencana dan anggaran bisa
berujung pada kesalahan eksekusi, membutuhkan upaya komunikasi yang
lebih baik dan klarifikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, variabilitas dan
keterbatasan lokasi, baik karena perbedaan dengan rencana atau keterkaitan
dengan utilitas umum, menuntut fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi dari

tim pelaksana.

>
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Proses lelang yang gagal atau e-procurement yang tidak berjalan lancar
dapat menghambat kemajuan dan harus segera ditangani untuk menghindari
penundaan lebih lanjut dalam implementasi program.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengambil langkah
proaktif untuk mengatasi kendala-kendala ini. Dibutuhkan koordinasi yang
lebih baik antar instansi, peningkatan kapasitas para pelaksana, serta
penyesuaian anggaran yang responsif. Selain itu, pengembangan rencana
kontingensi yang solid untuk menghadapi kendala alam dan perubahan

kondisi di lapangan juga sangat penting.

2.4. FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD 2024
Berdasarkan capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD di

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2024, faktor-faktor pendorong

yang memainkan peran penting dalam kesuksesan pelaksanaannya terdiri

dari beberapa aspek kunci:

1) Peningkatan Kolaborasi
Ada peningkatan signifikan dalam kerjasama antara seluruh Perangkat
Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini vital dalam
mendukung kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah,
menciptakan lingkungan kerja yang lebih terintegrasi dan mendukung
realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

2)  Perbaikan Dokumen Perencanaan
Penyesuaian atas hasil yang dicapai pada Triwulan IV atau Semester II
pada RKPD 2023 Perubahan telah menghasilkan indikator yang lebih
baik dan konsistensi dalam perencanaan. Pemutakhiran dokumen ini
membantu dalam menciptakan alur kerja yang lebih terstruktur dan
hasil yang dapat diprediksi.

3) Monitoring dan Evaluasi
Implementasi monitoring dan evaluasi yang teratur, bersama dengan
rapat koordinasi dan meja pengendalian pembangunan, mendorong
Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Ini
menunjukkan bahwa ada proses pengawasan yang berkelanjutan, yang
secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaan
kegiatan.

4) Pemanfaatan Aplikasi e-Pantau:
Terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan di antara aparatur di

Perangkat Daerah mengenai pemanfaatan aplikasi e-Pantau. Aplikasi ini
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berperan sebagai alat yang memungkinkan transparansi dan
akuntabilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan.
5) Komitmen Pimpinan Daerah:
Tingginya komitmen dari Pimpinan Daerah serta Perangkat Daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi landasan utama untuk
peningkatan kinerja. Komitmen ini mencerminkan dedikasi yang kuat
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Peningkatan ini merupakan buah dari upaya berkelanjutan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan tetapi
juga memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh
masyarakat luas. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan adaptasi
dengan perubahan kondisi merupakan kunci untuk memastikan bahwa
RKPD tidak hanya tetap relevan tetapi juga berhasil dalam mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan.

2.5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan
permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan
tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.
a. Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) serta
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia
aparatur. Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun
2023 ini, implementasi reformasi birokrasi lebih diarahkan kepada reformasi
birokrasi tematik dan berdampak, dengan empat tema pelaksanaan reformasi
birokrasi tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi,
digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual
presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon

yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian
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inflasi.
b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau
latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan
diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja.
Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan
berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan
pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini
menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara
hanya memiliki pendidikan sekolah dasar bahkan belum tamat sekolah dasar
maupun belum pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja ini menimbulkan
keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan
tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena
itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian
pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan
pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya
angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai
prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam
menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam
perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan
teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan
selama ini.

Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit,
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh
wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang
seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali pelayanan
kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh
wilayah Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya,
saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup
terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas
pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa

wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam
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penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah
terpencil /terpelosok demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kutai
Kartanegara yang lebih baik.
c. Pemulihan dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius
dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke
berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19
(Corona Virus Desease — 2019) pada hampir seluruh negara, termasuk
Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif
COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat
meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan
pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya
pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami
kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Kalimantan Timur. Hal ini
berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik
dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim
investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh
karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah,
perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak
wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan
kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala. Kondisi ini sejalan
pula dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden
nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
dengan target tahun 2024 sebesar 0%.
d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Sebagai jantung dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan
berbagai sektor ekonomi Daerah akan memberikan daya dukung signifikan
bagi pencapaian visi pembangunan Daerah. Namun adanya aktivitas
perekonomian Daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif,
dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai
daerah yang memiliki dominasi pada sektor pertambangan dan penggalian,
tentu saja memerlukan pengawasan melekat terhadap setiap upaya
pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan tersebut.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG’s dimana isu lingkungan global
lebih ditekankan dan diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun

3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDG’s
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yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human
Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang
melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti
ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar
(Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan
kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep
SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu
konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga
harus diperhatikan, diantaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak
terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability
dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada
negara berkembang atau negara maju.

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh
sektor perekonomian pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber
daya tak terbarukan. Hal ini tentu menjadi keresahan tersendiri disamping
akan merusak lingkungan hidup, juga akan meninggalkan dampak negatif
bagi daerah. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu diupayakan menjadi salah
satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya
perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia telah menyetujui pengesahan undang-undang ibu kota
negara. Adanya perkembangan ini maka proses pemindahan ibu kota dari
Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilaksanakan. Setelah pengesahan ini,
tentu saja banyak “Pekerjaan Rumah” yang harus dibenahi, khususnya
Rencana Induk atau Masterplan. Pemindahan ibu kota negara ini merupakan
proses panjang, sehingga penetapan undang-undang ibu kota negara ini
menjadi batu pondasi bagi teknis pemindahan ibu kota negara hingga tahun
2045. Tak hanya pemindahan ibu kota negara saja, namun pada tahun 2045,
ibu kota negara dengan nama “Nusantara” diharapkan menjadi “Kota Dunia
Untuk Semua” baik sebagai kota terdepan di dunia dalam hal daya saing;
menjadi 10 besar livable city di dunia; dan pencapaian net zero-carbon
emission dan 100% (seratus persen) energi terbarukan pada kapasitas
terpasang.

Pada kondisi pembangunan Daerah, pemindahan ibu kota negara ke

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan
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berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan sosial
kependudukan akan menjadi sektor terdampak pada pembangunan IKN.
Meskipun hanya kecamatan Samboja yang direncanakan menjadi IKN,
namun hal tersebut akan memberikan multiplier effect pada seluruh wilayah
di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam merespon pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi dalam mempersiapkan
pembangunan ibu kota negara seperti Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara pada dasarnya mendukung penuh pelaksanaan pembangunan
IKN; Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi daerah mitra IKN dengan
standar dan peradaban baru; Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN
memerlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan berbagai pihak antara lain
Pusat (Kementerian /Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya; dan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan beberapa langkah
yang perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah terutama kompensasi
fiskal dari berkurangnya wilayah Kabupaten Kukar untuk pembangunan IKN.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan
percepatan sebagai pendukung Ibu Kota Negara melalui beberapa kebijakan
sebagai berikut.

1. Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Penyiapan SDM Aparatur dan Masyarakat;

3. Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

4. Konsolidasi dan Penataan Manajemen Pemerintahan Kabupaten

Kutai Kartanegara;
Komunikasi, Dialog dan Sosialisasi kepada Masyarakat; dan
Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah
Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

f.  Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Wilayah

Keberhasilan pemerataan pembangunan dapat diukur dari
ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta
infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan
sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,
instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya

sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur
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yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk
pada penyediaan sarana  perhubungan/transportasi, kelistrikan,
telekomunikasi, air bersih, perumahan layak huni, sanitasi yang sehat,
drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup
sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan
baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan
akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun
kesejahteraan masyarakat, terlebih pembangunan Ibu Kota Negara akan
segera direalisasikan.

g. Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Tranformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan
merupakan upaya untuk membentuk kemandirian desa. Kemandirian desa
merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui
pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini
bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada
dasarnya, membangun desa dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, setidaknya mencakup upaya-upaya untuk
mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang
ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada transformasi dan
percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara pada level desa dan
kecamatan seperti penguatan kinerja pelayanan desa dan kecamatan,
pelaksanaan otonomi desa melalui penggunaan dana desa yang efektif dan
efisien, serta menjadikan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan
pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat inovasi dan
kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta
pusat pemerintahan.

h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada
perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan
pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara
RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta belum tersedianya

rencana detil tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan
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menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi
kecenderungan penurunan kualitas lingkungan maupun dalam infrastruktur
tata kota.

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor
pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai
dengan tahun 2023 dalam kondisi baik mencapai 64,09 % (enam puluh empat
koma nol sembilan persen) dengan total luas wilayah irigasi sebesar
13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat
puluh tiga hektar). Pada tahun 2023 jumlah luas panen padi di Kutai
Kartanegara seluas 27.697 ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh hektar) dengan produksi sebesar 121.203 (seratus dua puluh
satu ribu dua ratus tiga ton) dan tingkat produktivitas sebesar 3,86 ton/ha

(tiga koma delapan puluh enam ton per hektar).

2.6. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat
dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah
pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah baik pemerintah provinsi maupun
Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-
masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam
negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
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dengan pelayanan dasar yaitu.

1. SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah
Kabupaten/Kota.

2. SPM terkait urusan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3.  SPM terkait pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat

4. SPM terkait urusan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Perlu untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan SPM kedalam
Renstra dan Renja-PD, terutama pengampu urusan wajib pelayanan dasar
dan melaksanakan evaluasi capaian SPM secara berkala. Capaian
pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah sebagai berikut.

Tabel I - 197 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pendidikan
Jenis
Urusan OPD Jenis . Capaian | Capaian
No Pelayanan Pelaksana Layanan Indikator 2023 2024
Dasar
1 | Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Warga 88,23% | 99,96%
Pendidikan | Anak Usia | Negara Usia 5-6
dan Dini Tahun yang
Kebudayaan berpartisipasi
Dalam PAUD
2 Pendidikan | Jumlah Warga 104,74% 100%
Dasar Negara Usia 7-15
Tahun yang
berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Dasar (SD/MI,
SMP/MTS)

molayani
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Jenis
Urusan OPD Jenis . Capaian | Capaian
N Indikat
© Pelayanan Pelaksana Layanan ndtkator 2023 2024
Dasar
3 Pendidikan | Jumlah Warga 81,28% 100%
Kesetaraan | Negara Usia 7-18

Tahun yang
berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Kesetaraan (yang
belum
menyelesaikan
pendidikan dasar
dan atau menengah
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan)

Tabel II - 208 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan
Jenis
Urusan OPD . . Capaian | Capaian
No Pelayanan | Pelaksana Jenis Layanan Indikator 2023 2024
Dasar
1 Kesehatan | Dinas Pelayanan Jumlah ibu 91,79% 95,53%
Kesehatan | Kesehatan Ibu | hamil yang
Hamil mendapatkan
pelayanan
kesehatan
2 Pelayanan Jumlah ibu 95,46% 82,95%
Kesehatan Ibu | bersalin yang
Bersalin mendapatkan
layanan
kesehatan
3 Pelayanan jumlah bayi 93,13% 90,94%
Kesehatan baru lahir
Bayi Baru umur O - 28
Lahir hari yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
4 Pelayanan Jumlah Balita 87,66% 94,53%
Kesehatan yang
Balita mendapatkan
layanan
kesehatan
5 Pelayanan Jumlah Warga 99,15% 94,54%
Kesehatan Negara usia
pada usia pendidikan
pendidikan dasar yang
dasar mendapatkan
pelayanan
kesehatan
6 Pelayanan Persentase 95,32% 96,93%
Kesehatan orang berusia
pada usia 15-59 tahun
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Jenis
Urusan OPD . . Capaian | Capaian
No Pelayanan | Pelaksana Jenis Layanan Indikator 2023 2024
Dasar
produktif yang
mendapatkan
layanan
kesehatan
7 Pelayanan Persentase 91,54% 93,52%
Kesehatan warga negara
pada usia usia 60 tahun
lanjut ke atas
mendapatkan
Layanan
Kesehatan
8 Pelayanan Persentase 100% 93,61%
Kesehatan Penderita
penderita Hipertensi yang
hipertensi mendapatkan
pelayanan
kesehatan
9 Pelayanan Persentase 100 92,70%
Kesehatan penderita
penderita diabetes
diabetes mellitus yang
melitus mendapatkan
layanan
kesehatan
10 Pelayanan Persentase 100 95,93%
Kesehatan Jumlah orang
Orang dengan | orang dengan
Gangguan gangguan Jiwa
Jiwa Berat (ODG) berat
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
11 Pelayanan Persentase 100% 94,61%
Kesehatan Jumlah orang
Orang terduga | orang terduga
tuberkulosis Tuberkulosis
(TBC) yang
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan
12 Pelayanan Persentase 100% 94,20%
Kesehatan Jumlah orang
Orang dengan | orang dengan
risiko risiko terinfeksi
terinfeksi virus | virus yang
yang melemah | Melemahkan
daya tahan daya tahan
tubuh tubuh manusia
manusia (HIV) | (HIV) yang
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan
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Tabel I - 219 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan

Masyarakat
Jenis Urusan Jenis . Capaian | Capaian
No Pelayanan OPD Pelaksana Layanan Indikator 2023 0024
Dasar
1 Ketentraman, | Satuan Polisi Pelayanan Jumlah 100% 100%
Ketertiban Pamong Praja Ketentraman | Warga Negara
Umum dan dan yang
Perlindungan Ketertiban Memperoleh
Masyarakat Umum Layanan
Terhadap Akibat dari
Penegakan Penegakan
Perda sesuai Hukum Perda
Mutu dan dan Perkada
pelayanan
ganti rugi
2 Pelayanan Persentase 100% 100%
Ketentraman | Penegakan
dan Perda dan
Ketertiban Perkada
Umum Sesuai Mutu
Terhadap
Jumlah
Penegakan
Perda dan
Perkada
sesuai Mutu
3 Badan Pelayanan Jumlah 78,21% 100%
Penanggulangan | Informasi Warga Negara
Bencana Rawan Yang
Daerah Bencana Memperoleh
Layanan
Informasi
Rawan
Bencana
4 Pelayanan Jumlah 49,22% 100%
Pencegahan Warga Negara
dan Yang
Kesiapsiagaan | Memperoleh
Terhadap Layanan
Bencana Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
5 Pelayanan Jumlah 100% 100%
Penyelamatan | Warga Negara
dan Evakuasi | Yang
Korban Memperoleh
Bencana Layanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana
peorges. WDy St Bt aacana finkmalimmpsponsiins Sorsiies Sekrucaliomoss it ibns i Belil Suce ket Ehibiaroll
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Jenis Urusan Jenis . Capaian | Capaian
No Pelayanan OPD Pelaksana Layanan Indikator 5023 5024
Dasar
6 Pelayanan Jumlah 95,15% 100%
Penyelamatan | Warga Negara
dan Evakuasi | Yang
Korban Memperoleh
Kebakaran Layanan
Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran
Tabel I - 50 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Jenis
Urusan OPD . . Capaian | Capaian
No Pelayanan | Pelaksana Jenis Layanan Indikator 2023 2024
Dasar
1 Sosial Dinas Rehabilitasi Persentase (%) 100% 100%
Sosial Sosial Dasar Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas Terlantar yang
Terlantar di terpenuhi
Luar Panti kebutuhan
Sosial dasarnya di luar
panti
2 Rehabilitasi Persentase (%) 100% 100%
Sosial Dasar Anak Terlantar
Anak yang terpenuhi
Terlantar di kebutuhan
luar Panti dasarnya di luar
Sosial panti
3 Rehabilitasi Persentase (%) 100% 100%
Sosial Dasar Lanjut Usia
Lanjut Usia Terlantar yang
Terlantar di terpenuhi
luar Panti kebutuhan
Sosial dasarnya di luar
panti
4 Rehabilitasi Persentase (%) 100% 100%
Sosial Dasar Gelandangan dan
Tuna Sosial Pengemis yang
Khususnya terpenuhi
Gelandangan kebutuhan
dan Pengemis | dasarnya di luar
di Luar Panti panti
Sosial
5 Perlindungan Persentase (%) 100% 100%
dan Jaminan Korban Bencana
Sosial pada alam dan Sosial
Saat dan yang terpenuhi
Setelah Kebutuhan
Tanggap Dasarnya pada
Darurat saat dan setelah
peorges. WDy St Bt aacana finkmalimmpsponsiins Sorsiies Sekrucaliomoss it ibns i Belil Suce ket Ehibiaroll
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Jenis
Urusan
Pelayanan
Dasar

OPD
Pelaksana

Jenis Layanan

Indikator

Capaian
2023

Capaian
2024

Bencana bagi
Korban
Bencana alam
dan sosial
Daerah
Kabupaten /
Kota

tanggap darurat
bencana Daerah
Kabupaten

Tabel IT - 51 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan

Kawasan Permukiman

Jenis
Urusan OPD Jenis . Capaian | Capaian
No Pelayanan Pelaksana Layanan Indikator 2023 2024
Dasar
1 Pekerjaan Dinas Pemenuhan | Jumlah Rumah 80,32% 100%
Umum Perumahan | Kebutuhan | Tangga yang
dan Pokok Air memperoleh
Kawasan Minum kebutuhan pokok
Pemukiman | Sehari-hari | air minum sehari-
hari
Penyediaan | Jumlah Rumah 66,77% 100%
Pelayanan Tangga yang
Pengelolaan | mendapatkan
Air Limbah | layanan pengelolaan
Domestik air limbah domestik
2 Perumahan | Dinas Penyediaan | Jumlah Warga 100% 100%
dan Perumahan | dan Negara Korban
Kawasan dan Rehabilitasi | Bencana yang
Pemukiman | Kawasan Rumah memperoleh Rumah
Pemukiman | Layak Huni | Layak Huni
bagi
Korban
Bencana
Penyediaan | Jumlah Warga 100% 100%
Rumah Negara yang
Layak Huni | terkena relokasi
bagi akibat program
Masyarakat | pemerintah daerah
yang yang memperoleh
Terkena fasilitas penyediaan
Relokasi Rumah Layak Huni
Program
Pemerintah
Daerah
2.7. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa berupaya

semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu inovasi yang berguna bagi
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masyarakat. Dengan adanya inovasi Daerah diharapkan mampu
meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan, dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang,
wadah, peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat
untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka
menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan Daerah dan
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Inovasi Daerah yang akan
dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II - 52 Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara

No Nama Inovasi Keterangan

1. | “BECIK” BEBAYA Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka
ETAM CIPTAKAN menyediakan sistem pendataan terintegrasi dalam
INFORMASI pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada
KOLABORATIF KUTAI | masing-masing perangkat Daerah dan dapat diintegrasikan
KARTANEGARA ke jenjang kewilayahan. Sistem ini dibangun didasarkan
(SATU DATA KUTAI pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu
KARTANEGARA) Data Indonesia.

a. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu

v’ Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah
berdasarkan  target-target pembangunan yang
tercantum di dalam RPJMD dan Renstra;

v' Mendistribusikan penanggung jawab data
berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat
di Perangkat Daerah, yang dapat digunakan sebagai
bagian dari evaluasi kinerja masing-masing pejabat
structural dalam penyediaan data;

v Mempermudah proses analisis data dengan data yang
terstandard dalam satu sumber, sehingga konsistensi
data dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan.

v' Proses input dilaksanakan secara online, sehingga
dapat dikontrol secara realtime

b. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu

v' Dapat diakses secara terbuka secara online data-data
pembangunan dalam kategori data terbuka.

v’ Data terpublis secara series sehingga seluruh
pengguna data dapat melakukan analisis sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya aplikasi ini bergantung kepada
keaktifan perangkat Daerah, sehingga keberhasilan
pelaksanaan inovasi ini tergantung dari keaktifan perangkat

Daerah.

2 | Kukar Asia Wonders Pembentukan logo branding sangat relevan dengan adanya
Pembentukan Logo kekayaan SDM dan SDA Kutai Kartanegara sebagai
Branding Kabupaten | penunjang keberagaman multikultural dari berbagai segi
Kutai Kartanegara kehidupan masyarakat pesisir (hilir). Kesultanan (tengah)

dan pedalaman (hulu), yang masing-masing punya ciri khas
yang kuat pada setiap daerahnya dan kan tetap menjadi
identitas yang patut untuk dipertahankan, dengan semakin
mengangkat simbol kepercayaan lokal terhadap sosok yang
juga diagungkan dalam mitologi dari kerajaan Kutai Ing
Martadipura. Lembuswana merupakan penggabungan dari
seluruh elemen kekuatan berbagai hewan yang dijadikan
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No

Nama Inovasi

Keterangan

satu  kesatuan sehingga sangat selaras dengan
keanekaragaman suku dan budaya.

Manfaat dari aplikasi ini, yaitu

v Mengangkat, mempromosikan dan mengoptimalkan
potensi Kutai Kartanegara

v Potensi Alam. Adventure in nature. Tempat-tempat
keindahan alam untuk berpetualang.

v' Potensi Sejarah. Bangunan "PENINGGALAN" bersejarah.
Candi & Situs, Rumah Adat, Kraton, Bangunan Kuno.

v" Potensi Wisata. Objek wisata yang memiliki fungsi
edukatif, wisata hiburan untuk keluarga, wisata
adat/religi/ kepercayaan, wisata budaya, desa wisata
(kampung tematik)

v' Wisata Edukasi. Objek wisata yang memiliki fungsi
edukatif. Museum (Arkeologi, Seni & Budaya), Kampung
Tematik Edukatif

v' Wisata Keluarga. Wisata yang sengaja dibuat untuk
tujuan wahana hiburan & rekreasi bagi keluarga

v Wisata Religi. Objek wisata yang berhubungan dengan
tempat ibadah, tempat-tempat suci - bangunan masjid
kuno, makam & petilasan raja, sunan, dll.

v Wisata Budaya. Event-event atau festival seni budaya
contoh - Pameran Kerajinan, Carnival, Fashion, Tari,
Musik

v Desa Wisata (Kampung Tematik). Objek wisata yang
berbasis pada potensi lokal & inovasi meliputi. a. Desa
Agro Wisata b. Desa Tenun c. Desa Adat

v' Potensi Budaya. friendly people, creative people, exotic
culture, arts & crafts, performing arts hub, cultural
festival center, authentic culinary.

3 | BangMUs Kebulan

(Pengembangan
Kemitraan Usaha
Perkebunan
Berkelanjutan
Berbasis Sistem
Informasi Pendaftaran
dan Kemitraan Usaha
Perkebunan)

1. Inovasi dimulai dengan upaya percepatan penerbitan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Budidaya Perkebunan Rakyat. Penyiapan konsep naskah
Peraturan Bupati dilakukan oleh Tim Internal Dinas
Perkebunan kemudian dibahas dengan melibatkan
perangkat daerah/instansi terkait serta perwakilan
lembaga pekebun dan asosiasi di bidang wusaha
perkebunan. Peraturan Bupati ini menjadi penting
karena akan menjadi landasan operasional dalam
penyelenggaraan pendaftaran usaha budidaya tanaman
perkebunan di Kab. Kutai Kartanegara;

2. Berpedoman pada Peraturan Bupati tersebut di atas
serta peraturan perundang-undangan lainnya, dilakukan
perancangan dan melakukan wuji coba penggunaan
aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan
Usaha Perkebunan Berkelanjutan (SiDa_RaKAT), yang
kontennya mencakup (3) tiga sub aplikasi yaitu untuk .
a. Pengajuan, proses dan pemberian Surat Tanda Daftar

Usaha Untuk Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-
B online),

b. Untuk pengajuan calon pekebun mitra serta proses
evaluasi dan penetapan pekebun mitra (CPP Online),
dan

c. Untuk ruang diskusi menyangkut permasalahan
yang terkait dengan kemitraan;
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No

Nama Inovasi

Keterangan

d. Implementasi inovasi, yang meliputi pelaksanaan
pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan
dan fasilitasi kemitraan usaha perkebunan berbasis
aplikasi sistem informasi

“KIDUNG” KUTAI
KARTANEGARA SIAP
MENDAMPINGI DAN
MELINDUNG

Inovasi Kidung adalah. Suatu pendekatan pendampingan
dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT
terhadap Perempuan dan Kekerasan pada anak secara
proaktif melalui metode penjangkauan dengan
memanfaatkan tekhnologi informasi (4.0) dan transportasi
(Mobile) agar dapat direspon secara cepat dan tanggap dari
laporan yang diterima untuk ditangani memeperhatikan
hambatan dan tantangan sebagaimana kondisi geografis
daerah serta dinamika perubahan kehidupan masyarakat
yang kompleks, penuh desrupsi, terutama antisipasi
terhadap Perpindahan ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan
organisai penyelenggara termasuk Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KEMENPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan
publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

SIRUNTI (SISTIM
INFORMASI RUMAH
LAYAK HUNI)

Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara

singkat.

1. Aplikasi Berbasis web dan Smartphone

2. Masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Belum Bisa terverifikasi.

3. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4. Membangun Aplikasi Data untuk Rumah Layak Huni.

Penerima manfaat . Memperoleh Basis data RTLH Kab. Kutai

Kartanegara Dampak/keuntungan/manfaat. Masyarakat

Penerima Manfaat Sesuai program dedikasi

“SMART BIO
VILLAGE”

LATAR BELAKANG DESA RAMAH LINGKUNGAN

1. Kondisi Kebersihan Kab.Kutai Kartanegara

2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

3. Gotong Royong Masyarakat yang mulai Luntur

Desa Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk
memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta
melakukan tindakan nyata secara proaktif yang
berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Melibatkan 237 desa/kelurahan Dengan
target 71 Desa/Kelurahan
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang
pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi,
langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi,
sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan
kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola
pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka
ekonomi. Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang
didalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan
secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam
menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu
optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang
telah direncanakan.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2026 berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu mewujudkan
ketercapaian target pembangunan yang telah disusun dalam dokumen
RPJMD untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2026. Oleh karena itu,
rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah daerah diharapkan akan
memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun
sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan
pembangunan pada Tahun 2026 untuk mewujudkan target pembangunan
daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan
dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan
mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi makro diperlukan
sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan
pembangunan daerah sehingga dapat melihat arah kebijakan perekonomian

pada Tahun 2026.
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3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Empat tahun paska Pandemi Covid-19, situasi perekonomian global
masih diwarnai ketidakpastian. Berbagai peristiwa ekonomi dan persoalan
geopolitik telah mendorong terjadinya perlambatan ekonomi di tingkat global.
Hal tersebut menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk
tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap stabil namun relatif lemah, dengan
tingkat pertumbuhan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen). Perkiraan ini
sejalan dengan pembaruan World Economic Outlook pada Juli 2024 dan
laporan April 2024.

Pada negara maju, pertumbuhan ekonomi seperti di negara Amerika
Serikat mengalami peningkatan, tetapi penurunan terjadi di negara-negara
besar Eropa. Ekonomi negara maju cenderung lebih cepat mencapai target
inflasi dibandingkan negara berkembang. Adapun pada negara berkembang,
pertumbuhan di Asia berkembang meningkat berkat permintaan
semikonduktor dan elektronik, yang didukung oleh investasi besar dalam
teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Adapun sebaliknya,
kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Sub-Sahara menghadapi
revisi ke bawah akibat gangguan produksi dan distribusi komoditas, konflik,
kerusuhan sipil, dan cuaca ekstrem.

Inflasi global diperkirakan turun dari 6,7 % (enam koma tujuh persen)
pada 2023 menjadi 5,8 % (lima koma delapan persen) pada 2024 dan 4,3 %
(empat koma tiga persen) pada 2025. Penurunan ini didorong oleh stabilnya
harga barang, meskipun inflasi jasa tetap tinggi di beberapa wilayah. Kondisi
ini dipicu oleh beberapa hal seperti ketegangan geopolitik dapat memicu
lonjakan harga komoditas, memperlambat proses disinflasi, dan menunda
pelonggaran kebijakan moneter; penurunan tajam atau berkepanjangan di
sektor properti China dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan
dampak negatif bagi perdagangan global; dan kebijakan proteksionis dapat
memperburuk efisiensi pasar, mengganggu rantai pasokan, dan menekan
pertumbuhan global.

Pertumbuhan ekonomi global 5 (lima) tahun mendatang diperkirakan
tetap moderat pada 3,1 % (tiga koma satu) persen, lebih rendah dibandingkan
rata-rata sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh hambatan struktural
seperti penuaan populasi dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu
dibutuhkan beberapa strategi kebijakan dalam rangka menghadapi

tantangan perekonomian di masa mendatang seperti penyesuaian kebijakan
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fiskal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan utang publik, sambil
memberikan perlindungan bagi kelompok rentan; reformasi struktural
diperlukan untuk meningkatkan prospek pertumbuhan jangka menengah;
dan kerja sama multilateral penting untuk mempercepat transisi hijau dan
mendukung restrukturisasi utang, serta mengurangi risiko fragmentasi
ekonomi global.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi di berbagai wilayah Republik Indonesia pada triwulan III 2024
tetap kuat. Ekonomi Kalimantan diprakirakan tumbuh meningkat didorong
perbaikan investasi dan konsumsi pemerintah sejalan dengan percepatan
pembangunan infrastruktur di IKN. Percepatan penyelesaian proyek
infrastruktur juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
Pertumbuhan ekspor yang tetap positif menjadi penopang perekonomian
Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa tetap
solid, didukung kinerja perdagangan luar negeri yang positif, investasi yang
meningkat seiring prospek ekspor yang lebih baik, dan belanja pemerintah
daerah yang bertambah untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
serentak sebagaimana juga terjadi di Bali dan Nusa Tenggara. Berbagai
kondisi tersebut terkonfirmasi dari kinerja Lapangan Usaha (LU) utama di
masing-masing wilayah. Investasi IKN mendorong LU konstruksi di
Kalimantan. Kinerja eksternal mendukung peningkatan LU Industri di Jawa
dan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, aktivitas LU Akmamin
di Bali dan Nusa Tenggara masih menjadi penopang ekonomi di wilayah
tersebut.

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian di mayoritas wilayah
diprakirakan membaik dan perlu terus didorong. Perbaikan ekonomi Bali dan
Nusa Tenggara didukung oleh kinerja ekspor pasca-penerbitan izin ekspor
tembaga, sementara terjaganya permintaan ekspor batu bara dari mitra
dagang utama menopang perbaikan ekonomi di Kalimantan. Di Sulawesi,
Maluku, dan Papua, perbaikan kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan
realisasi investasi PSN, pembangunan kawasan industri dan smelter.
Sementara itu, kinerja ekonomi Sumatera yang lebih tinggi dari prakiraan
dipengaruhi investasi dan kinerja ekspor komoditas CPO dan batu bara.
Pertumbuhan ekonomi di Jawa ditopang belanja pemerintah dan investasi
meski tidak sekuat prakiraan awal. Perbaikan ekonomi di daerah,
terkonfirmasi dari kinerja LU utama di masing-masing wilayah. Perbaikan

ekonomi di seluruh wilayah perlu terus didorong terutama melalui kebijakan
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reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat
struktur ekonomi, termasuk pada lapangan usaha yang menyerap banyak
tenaga kerja. Pembahasan mengenai strategi kebijakan dimaksud akan
dibahas secara khusus pada Bab III Isu Strategis "Mendorong Pemulihan
Sektor Padat Karya untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
dan Inklusif".

Inflasi ITHK pada triwulan III 2024 menurun di mayoritas provinsi.
Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,84 %
(satu koma delapan puluh empat persen) years on year (yoy), melambat
dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yakni 2,5+1% (dua koma
lima plus minus satu persen) year on year (yoy). Realisasi inflasi tersebut
masih berada pada rentang sasaran inflasi IHK nasional 2,5+1% (dua koma
lima plus minus satu persen) year on year (yoy). Penurunan inflasi IHK pada
triwulan III 2024 disumbang terutama oleh kelompok bergejolak (volatile
food/VF), seiring dengan peningkatan pasokan pascapanen beberapa
komoditas pangan strategis didukung kondisi cuaca yang kondusif untuk
produksi. Selain itu, inflasi kelompok diatur pemerintah (administered
price/AP) menurun di sebagian besar provinsi. Di sisi lain, inflasi inti
meningkat di mayoritas daerah. Peningkatan tersebut dipengaruhi salah
satunya oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga
emas global. Berdasarkan wilayahnya, hanya empat provinsi dengan capaian
inflasi di atas rentang sasaran, dengan inflasi tertinggi di Papua Pegunungan
sebesar 4,14% (empat koma empat belas persen) years on year (yoy).

Inflasi IHK keseluruhan tahun 2024 dalam 2,5+1% (dua koma lima plus
minus satu persen) year on year (yoy), didukung sinergi Bank Indonesia
dengan pemerintah. Secara spasial, inflasi di seluruh wilayah juga
diprakirakan terkendali. Inflasi yang terkendali tersebut didukung oleh
konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi
antara Bank Indonesia dan pemerintah (pusat dan Daerah) dalam Tim
Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran
2,5+1% (dua koma lima plus minus satu persen) year on year (yoy) pada 2024
dan 2025.

Berbagai dinamika perekonomian global perlu terus dicermati.
Ekonomi Amerika Serikat diprakirakan mulai melambat pada semester II-

2024. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok belum kuat dipengaruhi
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permintaan domestik yang masih lemah. Di sisi lain, harga komoditas minyak
dan pangan diprakirakan melambat di tengah perkiraan kenaikan harga
logam. Faktor-faktor tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian di
pasar keuangan global dan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan
ekonomi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada prospek ekonomi di
berbagai wilayah.
3.1.3. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III 2024 melanjutkan
pertumbuhan positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional
dan regional Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur
pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 5,52% (lima koma lima puluh dua
persen) pada year on year (yoy). Meskipun melambat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya, ekonomi Kalimantan Timur pada periode laporan
tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
dan regional Kalimantan. LU pertambangan masih menjadi pendorong utama
perkonomian Kalimantan Timur, meskipun melambat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya akibat produksi dan permintaan batu bara yang
melandai. Selain itu, kinerja LU konstruksi juga melambat dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan komponen PMTB di komponen
pengeluaran, seiring dengan progress pembangunan IKN yang termoderasi
pasca pelaksanaan HUT RI ke-79 hingga akhir triwulan III 2024. Sementara
itu, komponen ekspor tetap tumbuh positif didorong oleh kinerja ekspor
fertilizers.

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan III
2024 menunjukkan kinerja positif seiring dengan fokus pembangunan
infrastruktur strategis di wilayah Kalimantan Timur. Realisasi pendapatan
APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan
positif hingga triwulan III 2024, terutama berasal dari komponen PAD yang
pangsanya mencapai 44,62% (empat puluh empat koma enam puluh dua
persen) terhadap total pendapatan. Secara spasial, Kota Samarinda memiliki
realisasi pendapatan dan belanja terbesar, yaitu masing-masing sebesar
81,12% (delapan puluh satu koma dua belas persen) dan 49,65% (empat
puluh sembila koma enam puluh lima persen). Tingginya realisasi belanja
Kota Samarinda didorong oleh pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an
(MTQ) Nasional XXX Tahun 2024. Sementara dari sisi pendapatan, tingginya
realisasi pendapatan di Samarinda didorong oleh realisasi pajak serta TKDD

(terutama realisasi DBH SDA Minerba, termasuk DAU). Dari sisi APBN,
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realisasi pendapatan maupun belanja juga tumbuh, didorong terutama oleh
peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan hal
tersebut, belanja APBN juga mengalami peningkatan seiring dengan alokasi
anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu
Kota Nusantara (IKN).

Inflasi Kalimantan Timur terjaga dalam rentang target inflasi nasional
dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring
penurunan harga berbagai komoditas pangan dan angkutan udara. Pada
triwulan III 2024, inflasi Kaltim tercatat sebesar 2,16% (dua koma enam belas
persen) year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh pasokan
komoditas pangan yang melimpah seiring tibanya masa panen komoditas
hortikultura di sentra produksi serta penurunan tarif angkutan udara seiring
penambahan jadwal penerbangan. Namun demikian, penurunan inflasi yang
lebih dalam pada periode laporan tertahan oleh kenaikan harga emas
perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global. Adapun secara spasial,
inflasi Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tertinggi tercatat di Kabupaten
Berau sebesar 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen) year on year (yoy)
dan terendah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,73% (satu koma
tujuh puluh tiga persen) year on year (yoy), dengan tren laju inflasi di seluruh
Kabupaten/Kota melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Timur pada triwulan III
2024 melanjutkan pertumbuhan positif dengan risiko yang tetap terjaga.
Penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima
persen) year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.
Secara sektoral, penyaluran kredit sektor pertambangan tumbuh sebesar
21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) year on year (yoy),
mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
hanya tumbuh 5,39% (lima koma tiga puluh sembilan persen) year on year
(yoy). Adapun jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, kredit konsumsi
tumbuh sebesar 15,52% (lima belas koma lima puluh dua persen) year on
year (yoy)lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan
PDRB sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum.
Kinerja penyaluran kredit ini didukung oleh terjaganya risiko kredit (Non
Performing Loan/NPL) di level rendah yakni sebesar 1,24% (satu koma dua
puluh empat persen), yang menunjukkan pengelolaan risiko yang baik oleh

perbankan di Kalimantan Timur. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak
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ketiga (DPK) tumbuh positif sebesar 5,08% (lima koma nol delapan persen)
year on year (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya, namun masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu,
inklusivitas keuangan di Kalimantan Timur juga terus didorong, seiring kredit
UMKM yang terus tumbuh positif dengan risiko kredit yang rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan
Timur terus berkembang dan mendapatkan dukungan yang kuat dari
perbankan.

Transaksi sistem pembayaran nontunai mengalami kontraksi,
sedangkan transaksi tunai mengalami net outflow dari wilayah Kalimantan
Timur. Pada triwulan III tahun 2024, transaksi nontunai melalui
infrastruktur Bank Indonesia (SKNBI dan BI RTGS) mengalami kontraksi baik
dari sisi nominal maupun volume tranksaksi. Kontraksi transaksi tersebut
sejalan dengan melambatnya beberapa LU di Kalimantan Timur. Pada periode
yang sama, transaksi menggunakan instrumen pembayaran APMK berupa
ATM/Debit, Kredit, Uang Elektronik (UE) juga mengalami pertumbuhan.
Kanal pembayaran QRIS mengalami pertumbuhan signifikan sejalan dengan
gencarnya kegiatan edukasi dan sosialisasi transaksi nontunai kepada
masyarakat. Di sisi lain, transaksi tunai mencatatkan posisi net outflow
sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat Kalimantan Timur dan
realisasi belanja Pemerintah Daerah, terutama dengan menggunakan
transaksi nontunai.

Sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih cukup tinggi, kondisi
ketenagakerjaan dan kesejahteraan turut menunjukkan perbaikan
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja
beberapa sektor utama seperti sektor konstruksi, sektor transportasi dan
pergudangan, serta sektor industri pengolahan saat ini masih menjadi
pendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari
peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta penurunan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan  kondisi
ketenagakerjaan yang membaik tersebut, kesejahteraan masyarakat juga
lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan
ketimpangan pendapatan, serta kesejahteraan petani yang lebih baik.

Di tengah tekanan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global serta
transisi pemerintahan domestik, prospek perekonomian Kalimantan Timur

diprakirakan masih tetap tumbuh solid, dengan tingkat inflasi yang
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diperkirakan berada pada rentang sasaran. Pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Timur pada 2024 diprakirakan tetap optimis tumbuh pada
rentang 5,50% - 6,30% (lima koma lima puluh persen sampai dengan enam
koma tiga puluh persen) year on year (yoy) dengan kecenderungan bias bawah
dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh
permintaan batu bara yang masih tetap optimis, baik dari domestik maupun
ekspor, di tengah melambatnya LU konstruksi seiring termoderasinya progres
pembangunan IKN dan proyek swasta di penghujung tahun. Kondisi
penyusutan alami sumur pengeboran turut menahan laju LU industri
pengolahan, meskipun terdapat potensi peningkatan target penyerapan B30
dan uji coba B40. Kendati demikian, LU pertambangan sebagai penopang
utama ekonomi Kalimantan Timur, diprakirakan masih tumbuh lebih tinggi,
seiring dengan optimisme target produksi terhadap permintaan ekspor batu
bara memasuki musim dingin. Lebih lanjut, koreksi pertumbuhan lebih
dalam juga tertahan seiring potensi peningkatan aktivitas perdagangan
menjelang HBKN, namun masih pada level yang terjaga yang sejalan dengan
masifnya upaya pengendalian inflasi dengan target inflasi di kisaran 2,5+1%
(dua koma lima plus minus satu persen) year on year (yoy).

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonom Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi nasional serta akselerasi
pertumbuhan pada sektor-sektor yang potensial. Hal ini sesuai dengan misi
ke-3 (tiga) Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dimana
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi
berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini sangat penting
mengingat kinerja perekonomian Kutai Kartanegara selama ini masih sangat
tergantung pada ekspor komoditas batu bara, minyak dan gas yang juga
sangat tergantung dengan fluktuasi harga dan permintaan di tingkat global.
Selain itu, aktivitas perekonomian Daerah, utamanya pertambangan dan
penggalian, seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif berupa
degradasi kualitas lingkungan.

Untuk mengantisipasi hal ini, perlu upaya untuk menggali sekaligus
mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis wilayah dan memiliki
dampak dan keberlangsungan dalam jangka panjang. Untuk itu, optimalisasi
sektor ekonomi sekunder dan tersier menjadi sebuah alternatif agar
keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara terus terjaga.

Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui
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peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi yang bertumpu pada upaya
untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya yang
tidak dapat diperbaharui dan mengalihkannya secara bertahap kepada
pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Secara umum, kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara
tercatat cukup baik. Pada masa sebelum pandemi (2017-2023),
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat tumbuh baik berkisar
antara -4,21 % (minun empat koma dua puluh satu persen) hingga 5,13 %
(lima koma tiga persen). Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,92 % (tiga koma sembilan puluh
dua persen) dimana kondisi ini menurun signifikan hingga terjadi kontraksi
pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -4,21 % (minus empat koma dua
puluh satu persen) di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19.
Sementara pada masa pemulihan dan pasca-pandemi, perekonomian
Kabupaten Kutai Kartanegara juga tercatat tumbuh cukup baik, bahkan
mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan di tengah situasi ekonomi global
yang tidak menentu. Hal itu terlihat dari kinerja ekonomi pada tahun 2021
yang mampu tumbuh positif sebesar 2,68 % (dua koma enam puluh delapan
persen). Bahkan, pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
mampu tumbuh menguat sebesar 3,70 % (tiga koma tujuh puluh persen),
capaian tahun 2023 sebesar 5,13 % (lima koma tiga belas persen) dan capaian
tahun 2024 meningkat menjadi 5,62 % (lima koma enam puluh dua persen).
Capaian yang cukup baik ini menunjukkan bahwa meskipun situasi ekonomi
global sedang tidak menentu, namun perekonomian Kabupaten Kutai
Kartanegara mampu bertahan dan tumbuh di atas ekspektasi banyak pihak.
Selain menunjukkan adanya perbaikan ekonomi yang terus berlanjut
menjadi sinyal optimisme dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten

Kutai Kartanegara di tahun 2026.
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Gambar III - 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2017-2024 dan Proyeksi Tahun 2024-2026
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Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan nasional serta
perencanaan pembangunan jangka panjang maupun rancangan teknokrat
RPJMD, maka kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun
2024 hingga 2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai
6,91 % (enam koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2026. Meskipun
begitu, terdapat beberapa catatan terkait kinerja ekonomi Kutai Kartanegara
pada tahun 2024-2026 yakni pertama, aktivitas di sektor pertambangan dan
penggalian diperkirakan akan tumbuh melambat sebagai imbas dari
melemahnya permintaan global akibat menurunnya harga komoditas energi
pada tahun 2024 dan 2026. Pada tahun 2024 hingga tahun 2026, harga
komoditas energi diperkirakan akan menurun seiring dengan melimpahnya
stok pada tingkat global. Kedua, aktivitas ekspor komoditas andalan
Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu batubara dan minyak bumi,
diperkirakan akan menurun akibat telah terlewatinya masa puncak harga
komoditas di tingkat global. Ketiga, situasi geopolitik global diperkirakan
masih akan tetap bergejolak, yang diperkirakan juga akan menganggu
aktivitas ekspor-impor komoditas energi dan permintaan global.

Untuk melihat seberapa besar perkiraan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024-2026, maka dapat melihat
proyeksi kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang Kalimantan Timur
(termasuk mitra dagang Kabupaten Kutai Kartanegara). Pertama,
pertumbuhan ekonomi China, yang merupakan mitra dagang utama

Kalimantan Timur, diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 % (empat koma
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enam persen) pada tahun 2024 dan kemudian sedikit melambat menjadi 4,1
% (empat koma satu persen) pada tahun 2025. Kedua, India yang menjadi
negara tujuan ekspor terbesar kedua diperkirakan akan tumbuh melambat
sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) pada tahun 2024 dan tahun 2025.
Ketiga, Filipina yang menjadi tujuan ekspor terbesar ketiga juga diperkirakan
akan tumbuh menguat menjadi 6,0 % (enam persen) pada tahun 2024 dan
kembali tumbuh menguat menjadi 6,1 % (enam koma satu persen) pada
2025. Kelima, Jepang diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar 0,9 %
(nol koma sembilan persen) pada 2024 dan 0,8 % (nol koma delapan persen)
pada 2025. Keenam, Malaysia yang juga menjadi negara tujuan ekspor utama
diperkirakan akan tumbuh menguat sebesar 4,3 % (empat koma tiga persen)
pada 2024 dan kembali menguat menjadi 4,4 % (empat koma empat persen)
pada tahun 2025.
Tabel III.1  Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang

Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Negara Tujuan Ekspor Persenta.se 2023 2024 2025
Utama Kalimantan Timur | ~cgara Twuan (%) (%) (%)
Ekspor Kaltim
China 32,25 % 5,2 4,6 4,1
India 15,05 % 6,7 6,5 0,5
Filipina 9,32 % 5,3 6,0 6,1
Jepang 9,02 % 1,9 0,9 0,8
Malaysia 5,42 % 4.0 4,3 4.4
ASEAN 4.2 4,7 4,4
Indonesia 5,1 5,0 5,0

Sumber: BPS dan WEO IMF Januari 2023, diolah

Dengan memperhatikan dinamika ekonomi Daerah dan proyeksi
pertumbuhan negara-negara mitra dagang Kalimantan Timur dan Kutai
Kartanegara di atas, maka kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 diperkirakan masih akan
mampu tumbuh positif dengan besaran antara hingga 6 % -7 % (enam hingga
tujuh persen).

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan pertumbuhan
ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan
eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19. Analisis laju pertumbuhan
ekonomi dengan proyeksi untuk tahun 2025 sebesar 6,66 % (enam koma
enam puluh enam persen) dan tahun 2026 sebesar 6,91 % (enam koma
sembilan puluh satu persen) akan memberikan gambaran mengenai potensi

dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target pertumbuhan
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ekonomi tersebut, sebagai berikut :

a. Tahun 2025: Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,66 %
(enam koma enam puluh enam persen), Kabupaten Kutai Kartanegara
diharapkan dapat mempertahankan momentum positif dalam
pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga tahun 2023. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil diharapkan didukung oleh investasi yang lebih baik
dalam infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian,
pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan

b. Tahun 2026: Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,91 % (enam
koma sembilan puluh satu persen) menunjukkan optimisme terhadap
potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.
Dengan terus meningkatnya investasi dan perbaikan kondisi ekonomi
global, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memanfaatkan peluang ini
untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Terlebih sebagai wilayah penyangga IKN,
diharapkan pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang besar untuk
mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi, terutama
pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan mengimplementasikan
kebijakan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sumber daya ekonomi
dan penguatan infrastruktur, diharapkan dapat memperkuat daya saing
daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan
lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dengan kebijakan makro ekonomi daerah :

1. Penguatan Sektor Pertanian:

a. meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian
melalui penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang
berkelanjutan; dan

b. mendukung petani lokal dengan penyediaan akses terhadap
pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang stabil.

2. Penguatan Sektor Pariwisata:

a. memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk menarik wisatawan domestik dan internasional;

dan
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b. pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung

aksesibilitas dan pengalaman wisata yang memikat.
3. Stimulasi Sektor Ekonomi Kreatif:

a. mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni dan
kerajinan, fashion, kuliner, dan industri kreatif digital; dan

b. memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses ke pasar, dan
promosi produk-produk lokal.

4. Diversifikasi Sumber Daya Ekonomi:

a. mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor batubara dan
migas dengan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang lebih
berkelanjutan dan berpotensi tinggi; dan

b. mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian dan
pengembangan energi terbarukan.

5. Penguatan Infrastruktur Dasar:

pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan,

jembatan, dan akses transportasi lainnya untuk mendukung

konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi produk.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan
Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam
pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri
atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah
khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana transfer antar daerah
terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan

Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pendapatan transfer
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pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan
transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja
tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan
sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka
pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial;

2. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan
dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan
jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya;

3. belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

4. belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan pemerintah
daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dan
pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas
belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan Daerah diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan Daerah melalui pendapatan asli daerah agar
dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat
diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi
wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi Daerah, meningkatkan
kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber
daya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan
pranata sosial.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan

mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
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pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan
kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan
birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan
komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem
perpajakan daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada wupaya
penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah serta upaya
penambahan objek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten

Kutai Kartanegara.

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian
Target

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan Daerah Pemerintah

Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai
hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;

2) seluruh pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; dan

3) pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan Daerah yang
terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan
ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing
jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek
penerimaan;

b) dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat.
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c) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan
retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus
ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;

2) Pendapatan Transfer
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Secara lebih rinci realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020-2023 dan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel III.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 dan APBD 2025

. Realisasi
Uraian Anggaran 2025
TA.2021 TA.2022 TA.2023 TA.2024
PENDAPATAN 3.689.893.245.759,00| 6.773.479.020.245,00| 7.735.629.987.008,89| 12.586.549.868.076,60| 11.500.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI 430.783.242.768,00 567.762.071.164,00 926.949.182.460,89 787.600.555.382,88 953.088.447.204,00
DAERAH (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

114.967.277.996,00

142.595.205.607,00

141.989.565.534,00

165.870.568.096,40

364.451.980.000,00

Pendapatan Retribusi
Daerah

4.008.704.812,00

5.332.179.084,00

6.278.232.985,00

5.879.733.796,00

487.820.481.700,00

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

19.593.267.856,00

21.232.144.049,00

63.147.803.556,59

88.368.259.737,59

44.145.888.234,00

Lain-lain PAD Yang Sah

292.213.992.104,00

398.602.542.424,00

715.533.580.385,30

527.481.993.752,89

56.670.097.270,00

PENDAPATAN TRANSFER

3.259.110.002.991,00

6.205.716.949.081,00

6.800.950.076.148,00

11.718.016.357.386,00

10.296.911.552.796,00

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

2.818.472.208.991,00

5.637.081.367.645,00

5.935.454.199.771,00

10.841.265.771.317,00

9.597.752.673.327,00

Pendapatan Transfer
Pemerintah PusatLainnya

40.517.992.000,00

229.896.073.000,00

Transfer Antar Daerah

400.119.802.000,00

568.635.581.436,00

865.495.876.377,00

646.854.513.069,00

699.158.879.469,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

7.730.728.400,00

80.932.955.307,69

250.000.000.000,00

Pendapatan Hibah

3.567.000.000,00

0,00

Lain-lain Pendapatan
sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-
undangan

4.163.728.400,00

80.932.955.307,69

250.000.000.000,00
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3.2.2.Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip — prinsip penganggaran, belanja
Daerah tahun anggaran 2025 tetap disusun dengan pendekatan anggaran
berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan. Belanja Daerah tahun 2026 akan dipergunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan
perencanaan belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
anggaran 2026 sebagai berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran.

3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah
Daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya
peningkatan investasi di Daerah, termasuk investasi bidang
pendidikan.

4) Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat
Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah
yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud di atas,
terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c)
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan

pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

Belanja secara kelompok terdiri atas belanja operasi, belanja modal,

belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam perencanaan kebijakan

belanja tersebut dilakukan dengan memproyeksikan berdasarkan realisasi

tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kebijakan Tahun Anggaran 2026, kebijakan Pemerintah Daerah

dalam penyusunan belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.

Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek,

antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial.

a)

b)

Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk mengalokasikan kompensasi
yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja
pegawai tersebut antara lain berupa gaji/uang representasi dan
tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan
umum lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan dan honorarium. Dalam merencanakan belanja pegawai
diperhitungkan "accres” gaji paling tinggi 2,5% (dua koma lima
persen) yang disesuaikan dengan  kebutuhan  untuk
mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat
adanya mutasi.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah

Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
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termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah
diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya termasuk
partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja
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bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh
aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria :

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga
(BTT) dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan
kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah,
pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah
daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah
daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dalam belanja bantuan
keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus.

Secara lebih rinci realisasi belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan

anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel II1.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 Dan APBD Tahun 2025

Uraian

Realisasi

TA.2021

TA.2022

TA.2023

TA.2024

Anggaran 2025

BELANJA

4.714.130.498.075

5.475.960.549.797

8.738.964.430.237

12.692.749.948.841,20

12.000.000.000.000

BELANJA OPERASI

3.283.287.430.381

3.672.269.131.103

5.488.954.020.826

6.274.425.812.558,94

7.011.186.845.486

Belanja Pegawai

1.666.440.967.314

1.660.706.849.284

1.674.450.614.412

2.031.277.587.743,00

2.470.351.101.822

Belanja Barang dan Jasa

1.557.359.716.067

1.904.457.460.898

3.496.984.548.413

3.971.759.719.252,94

4.431.801.620.084

Belanja Subsidi

94.194.315

64.400.000

101.040.120,00

140.704.000

Belanja Hibah

58.453.247.000

90.036.576.606

276.561.083.001

246.099.465.443,00

105.602.869.580

Belanja Bantuan Sosial

1.033.500.000

16.974.050.000

40.893.375.000

25.188.000.000,00

3.290.550.000

BELANJA MODAL

1.026.367.434.969

1.171.734.721.350

3.250.010.409.411

5.298.641.625.823,25

3.749.518.315.711

Belanja Modal Tanah

15.358.489.143

22.828.252.727

48.525.311.811

62.606.649.543,00

80.059.485.319

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

234.889.069.195

273.027.320.038

1.140.595.589.153

1.286.285.840.180,00

665.128.413.534

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

221.986.615.076

187.440.891.917

758.677.243.101

1.646.496.068.022,73

1.155.012.549.945

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

548.105.072.658

672.563.911.292

1.259.065.569.347

2.281.781.596.417,52

1.736.639.784.173

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6.028.188.897

15.874.345.376

42.482.642.499

5.811.543.160,00

23.320.170.250

Belanja Modal Aset Lainnya

664.053.500

15.659.928.500,00

89.357.912.490

BELANJA TAK TERDUGA 84.714.812.822 10.717.074.540 - 0,00 50.000.000.000
Belanja Tak Terduga 84.714.812.822 10.717.074.540 - - 50.000.000.000
TRANSFER 319.760.819.903| 621.239.622.804 -l 1.119.682.510.459,00| 1.189.294.838.803

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

319.760.819.903

621.239.622.804

1.119.682.510.459,00

1.189.294.838.803

Belanja Bagi Hasil

0,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

310.160.819.903

621.239.622.804

1.102.928.228.459

1.152.365.875.203

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

9.600.000.000

16.754.282.000,00

36.928.963.600

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara. 2024

»« (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang
perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari
pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan
antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana yang

tergambar pada diarahkan pada:

1) meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi
apabila terjadi kejadian luar biasa;

2) menggunakan Sisa Lebih Perhitngan Angaran (SiLPA) untuk
pembayaran pembentukan dana cadangan;

3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya
penggunaan anggaran; dan

4) penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020-2023 dan anggaran Tahun 2024 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel III.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2024 Dan APBD Tahun 2025

Realisasi Anggaran
Uraian
TA.2021 TA.2022 TA. 2023 TA. 2024 2025

PENERIMAAN |[1.137.661.945.621| 842.321.882.488(2.806.073.504.761[295.973.787.749|500.000.000.000
PEMBIAYAAN
Penggunaan 1.137.661.945.621| 842.321.882.488|2.806.073.504.761|295.973.787.749|500.000.000.000
SiLPA
PENGELUARAN 24.400.000.000 3.750.000.000| 105.874.000.000| 24.045.000.000 0
PEMBIAYAAN
Penyertaan 24.400.000.000 3.750.000.000| 105.874.000.000| 24.045.000.000 0
Modal/Investasi
Pemerintah
Daerah
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PEMBIAYAAN 1.113.261.945.621| 838.571.882.487|2.700.199.504.761|271.928.787.749
NETTO
SISA LEBIH 842.366.182.489|2.806.136.462.965| 295.974.053.392|165.935.483.219
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
(SILPA)
Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024
3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendanaan

Proyeksi penerimaan untuk Tahun 2026 diharapkan pendapatan

Daerah yang akan datang dapat meningkat lebih tinggi dengan dilakukan

upaya peningkatan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk

pelaksanaan pembangunan. Adapun upaya untuk meningkatkan

pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
pendapatan daerah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat
secara intensif dan berkesinambungan;

pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;

menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan
retribusi;

meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi
dengan sistem online;

peningkatan pengawasan terhadap perangkat Daerah penghasil PAD
sehingga target PAD terpenuhi; dan

menggali potensi retribusi baru untuk meningkatkan penerimaan.

Proyeksi pendapatan tahun 2026 dapat digambarkan pada tabel

sebagai berikut

Tabel III.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

) Tahun 2026
No Uraian
RPJMD Rancangan RKPD
1 |PENDAPATAN 4.348.000.000.000,00 7.352.883.259.000
1 |PENDAPATAN ASLI DAERAH 668.227.105.022,00 737.494.503.850
a |Pendapatan Pajak Daerah 221.120.560.982,00 277.500.000.000
Pendapatan Retribusi
b |Daerah 4.902.861.180,00 356.319.550.000
Pendapatan Hasil
¢ |Pengelolaan Kekayaan 32.120.806.628,00 80.045.000.000
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Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 410.082.876.232,00 23.629.953.850
2 |PENDAPATAN TRANSFER 3.679.772.894.978,00 6.534.000.000.000
TRANSFER PEMERINTAH
2.1 |PUSAT 3.340.994.836.978,00 5.684.000.000.000
a |Dana Perimbangan 3.315.660.680.978,00 5.684.000.000.000
Dana Transfer Umum - Dana
a.l. |Bagi Hasil (DBH) 2.715.660.680.978,00 5.684.000.000.000
Dana Transfer Umum - Dana
a.2. |Alokasi Umum 600.000.000.000,00 -
b |Dana Insentif Daerah 25.334.156.000,00 -
2.2 |TRANSFER ANTAR DAERAH 338.778.058.000,00 850.000.000.000
a |Pendapatan Bagi Hasil 338.778.058.000,00 850.000.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN
3 |YANG SAH 0 81.388.755.150
3.1 |Pendapatan Hibah 0,00
3.2 |Dana Darurat 0,00
3.3 |Lain-lain Pendapatan 0,00 81.388.755.150
Sumber Data: BAPENDA dan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2024

3.3.2. Proyeksi Belanja Tahun 2026

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas
belanja Daerah. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk
mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya
berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Tahun 2026 adalah tahun terakhir
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026,
sehingga kebijakan belanja tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu
pemenuhan belanja wajib yaitu belanja pemenuhan mandatory dan belanja
mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, serta
belanja prioritas daerah yaitu belanja pemenuhan SPM, belanja program
dedikasi dan belanja prioritas daerah lainnya dalam rangka pemenuhan
prioritas provinsi dan nasional. Adapun gambaran tentang proyeksi
belanja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II1.6 Proyeksi Belanja 2026 (Rp Juta)
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Uraian

Rancangan Akhir

RKPD 2026

BELANJA

7.502.883.259.000,00

BELANJA OPERASI

5.201.974.962.960,80

Belanja Pegawai

2.443.779.624.721,98

Belanja Barang dan Jasa

2.699.358.504.238,82

Belanja Subsidi

150.000.000,00

Belanja Hibah

55.826.034.000,00

Belanja Bantuan Sosial

2.860.800.000,00

BELANJA MODAL

1.454.909.703.970,21

Belanja Modal Tanah

22.044.236.054,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

164.222.669.288,75

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

601.931.956.459,03

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

661.021.449.168,43

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

4.751.801.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya

937.592.000,00

BELANJA TAK TERDUGA 27.827.637.058,00
Belanja Tak Terduga 27.827.637.058,00
TRANSFER 818.170.955.011,00

Belanja Bagi Hasil

63.381.955.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

754.789.000.011,00

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara Tahun 2024
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada
selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui. penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Tabel III.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2026

Uraian

Rancangan
RKPD 2026

PEMBIAYAAN DAERAH

150.000.000.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

150.000.000.000,00

Sebelumnya (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

150.000.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024

3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026

Perhitungan kerangka pendanaan digunakan untuk menilai
seberapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan
pembangunan yang telah dikurangi dengan Total Belanja Periodik Dan
Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas. Secara

rinci kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara

pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table III - 8 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 (Rp)

Uraian

Tahun 2026

RPJMD

Rancangan Akhir RKPD 2026

Pendapatan

4.348.000.000.000

7,352,883,259,000.00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

668.227.105.022

737,494,503,850.00

Pendapatan Transfer

3.679.772.894.978

6,534,000,000,000.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

81,388,755,150.00

Total Penerimaan

4.348.000.000.000

7,352,883,259,000.00

Dikurangi

Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yang
Wajib dan Mengikat

3.541.490.015.840

5.201.974.962.960,80

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN

806.509.984.160

2,150,908,296,040.00

KEUANGAN

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang
kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020
tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil

dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja
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langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian

dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagian besar belanja periodik dan

pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti

belanja pegawai (gaji, Tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk
dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan.

Kapasitas riil yang tersedia akan dialokasikan pada pendanaan pada

pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

a. Prioritas I, merupakan program pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014
yang menyebutkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah ditentukan secara tegas
dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai
pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin
hak konstitusional masyarakat. Program ini berhubungan dengan
program yang berdampak luas pada masing-masing segementasi
masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan
yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar termasuk
peningkatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan hasil perhitungan
RKPD Tahun 2026, alokasi bidang pendidikan sebesar
Rp1.566.730.270.511,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam
miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima
ratus sebelas rupiah) atau 21,58 % (dua puluh satu koma lima puluh
delapan  persen), alokasi bidang kesehatan sebesar Rp

1.327.442.538.847,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar
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empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu
delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 26 % (dua puluh enam
persen), pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN) sebesar
Rp13.950.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh
juta) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dan alokasi
bidang infrastruktur sebesar Rp2.321.677.331.673,00 (dua triliun tiga
ratus dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga
ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau
sebesar 45 % (empat puluh lima persen).

Prioritas II, merupakan program pembangunan Daerah dengan Visi
dan Misi atau program unggulan/dedicated Kepala Daerah yang
definitif harus dilaksanakan oleh Daerah pada periode lima tahun
mendatang. Program prioritas II berhubungan langsung dengan
kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan
memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan
dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada
capaian visi/misi daerah.

Prioritas III, merupakan program penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya yaitu antara lain arah belanja Daerah yang
merupakan dukungan belanja terhadap prioritas nasional dan
provinsi dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran nasional

(RPJMN) dan prioritas provinsi (RPJMD Provinsi).
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2026 merupakan lanjutan pembangunan pada tahun
2025, yang sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026. Dalam
RKPD Tahun 2026, kebijakan pembangunan tahunan berpedoman pada
pembangunan jangka menengah pembangunan Kutai Kartanegara periode
2021-2026. Dalam menyusun perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran
pembangunan sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan jangka
menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang tertuang
dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kutai Kartanegara sendiri merupakan
fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai
sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati
Kutai Kartanegara dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Prioritas
pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok
maupun opsional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang
digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi KDH
terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai
sasaran pembangunan provinsi dan nasional,

3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis
nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2026;

4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah
mendesak pada tahun 2026; dan

5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan
kompetitif Daerah.

Dalam penetapan prioritas pembangunan Kutai Kartanegara dengan

mengacu pada indikator makro daerah. Indikator makro daerah adalah

parameter yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi dan sosial di

suatu wilayah tertentu. Indikator-indikator ini membantu Pemerintah Daerah

dan pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan
program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

Secara keseluruhan, indikator makro daerah merupakan alat yang vital

>
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dalam manajemen dan pengembangan wilayah, memastikan bahwa

pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan

berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Table IV - 1 Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2023-2026

No . Realisasi Realisasi N
Indikator Makro Tahun 2023 | Tahun 2024 Target 2025 | Target 2026
(1) (2) 3) (4) (5 (6)
Laju Pertumbuhan N
1 Ekonomi (%) 5,13 5,62 5,60 5,70-6,30
PDRB per Kapita (Juta * 265,00 -
2 Rupiah) 270,72 259,19 306,68 270,00
Indeks Pembangunan N
3 Manusia (IPM) 75,95 76,57 76,86 77,37
4 |Tingkat Kemiskinan (%) 7,61 7,28 6,97* 6,10 - 6,60
Tingkat Pengangguran %
5 Terbuka (%) 4,05 4,11 3,85 3,70 - 3,90
. 0,274 -
* ’
6 |Indeks Gini 0,284 0,307 0,260 0,290

*Angka Proyeksi
Sumber : BPS 2025, diolah

Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian pada tahun 2024, maka
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai kartanegara pada tahun 2026 juga
diperkirakan akan mampu tumbuh pada kisaran 5,70-6,30 % (lima koma
tujuh puluh persen sampai dengan enam koma tiga puluh persen). PDRB per
Kapita akan berada pada kisaran Rp265.000.000,00 s.d Rp270.000.000,00
(dua ratus enam puluh lima juta rupiah sampau dengan dua ratus tujuh
puluh juta rupiah). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik di kisaran
77,37 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh). Dengan kondisi ekonomi
yang relatif stabil, maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan dapat ditekan
pada kisaran angka 6,10 % - 6,60 % (enam koma sepuluh persen sampai
dengan enam koma enam puluh persen) dan tingkat pengangguran terbuka
akan turun di kisaran 3,70-3,90 (tiga koma tujuh puluh sampai dengan tiga
koma sembilan puluh). Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk (yang
dicerminkan oleh Gini Rasio) akan menurun menjadi 0,274-0,290 (nol koma
dua ratus tujuh puluh empat sampai dengan nol koma dua ratus sembilan

puluh).
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4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahap kelima dalam
pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Dengan ini pembangunan Kutai
Kartanegara tahun 2026 memedomani visi, misi dan tujuan sasaran beserta
target pembangunan tahun 2026 dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara, khususnya dalam upaya akselerasi capaian pembangunan.
Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode
sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang
ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam

periode 2021-2026 adalah:

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang
Sejahtera Dan Berbahagia

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin
diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai
Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari
masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

e Masyarakat yang Sejahtera

Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai
Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara
adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan
mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap
sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

e Masyarakat yang Berbahagia

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan
penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan
gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan
peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam
kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai
Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin,
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi
pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu KUKAR IDAMAN. IDAMAN

secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang
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dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari
Inovatif, Daya saing dan Mandiri (IDAMAN). KUKAR IDAMAN adalah satu
gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi Daerah, dengan mendorong
kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan
daya saing dan kemandirian Daerah yang didasari semangat kolaborasi dan
sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai
visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-
2026, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;

2.  Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak
Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3.  Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
antar Wilayah; dan

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan
Lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan
rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil
perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja
pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja
pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan
sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman
dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran
pembangunan RKPD).

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Berikut dijabarkan

keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan target indikator dan target
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pembangunan pada tahun 2026, yang ditampilkan pada tabel sebagai

berikut:

Tabel IV.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

VISI/MISI/TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

REALISASI
2024

TARGET
2026
(RPJMD)

BERBAHAGIA"

VISI:"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN

MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI

Meningkatkan manajemen birokrasi Indeks Reformasi BB (71,51) BB (70,02)
yang efektif, efisien, inovatif, Birokrasi
akuntabel, bersih dan melayani
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan | Nilai SAKIP CC(65,93) B (70)
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Indeks Persepsi Anti 8,40 7
pengelolaan keuangan daerah Korupsi
Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Persepsi Kualitas 9,85 9,05
publik Pelayanan Publik
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA,
UNGGUL DAN BERBUDAYA
Meningkatkan kualitas pembangunan | Indeks Pembangunan 76,57 76,59
manusia yang berdaya saing Manusia
Meningkatnya Kualitas Layanan Indeks Pendidikan 0,688 0,706
Pendidikan,Ketahanan Sosial dan
Pelestarian Kebudayaan Indeks Pembangunan 57,42 353
Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Layanan Indeks Kesehatan 0,836 0,824
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya peran serta perempuan | Indeks Pembangunan 81,08 79,2
dalam pembangunan Gender
Meningkatkan tingkat kesejahteraan Tingkat Kebahagiaan 79,60 75
masyarakat Tingkat Kemiskinan 7,28 6,35
Meningkatnya pemerataan pendapatan | Indeks Gini 0,307 0,27
masyarakat dan kualitas hidup Indeks Desa Membangun 0,797 0,785
masyarakat
Menurunnya Pengangguran di Tingkat Pengangguran 4,11 4,1
Masyarakat Terbuka
PDRB Per Kapita 259,19 204,69
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Meningkatkan Perekonomian Daerah Laju Pertumbuhan PDRB 7,88 5,89
Berbasis Pada Sektor Terbarukan Non Migas dan Batubara
Meningkatnya pengelolaan pertanian Laju Pertumbuhan PDRB 2,94 7,5
berbasis potensi unggulan daerah Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Laju Pertumbuhan 7,85 4,23
Daerah Ekonomi Sektor
Pariwisata
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Laju Pertumbuhan 7,7 7,56
Kreatif Ekonomi Kreatif
Meningkatnya daya saing investasi Tingkat Pertumbuhan 10,85 1,79
daerah Investasi
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS
ANTAR WILAYAH
Meningkatkan Pemerataan Indeks Kesulitan 16,183 31,8
Infrastruktur Wilayah Geogralfis
Persentase Kawasan 0,0046 0,0054
Kumuh
Meningkatnya kualitas permukiman Cakupan layanan air 80,2 95,00
masyarakat dan ketersediaan air bersih

>
eeanal
banaaa —
#n\aluyani S | :
Eongha

»ik (BSrE), Badan Siber dan Sandi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
i Negara (BSSN)




-173-

konektivitas wilayah

Wilayah

TARGET
VISI/MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR REQ(I)JIQiASI 2026
(RPJMD)
bersih Persentase rumah layak 98,64 91,44
huni
Meningkatnya aksesibilitas dan Indeks Aksesibilitas 76,49 88,18

MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN

Meningkatkan Pembangunan yang Persentase Penurunan 6,16 5%
Berwawasan Lingkungan Emisi GRK
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas 73,59 74,51

Hidup Lingkungan Hidup
Meningkatnya Ketahanan bencana Indeks Risiko Bencana 118,80 108,25
daerah

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di
atasnya di maksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan
daerah. Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan nasional.
4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026
disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
pemerintah pusat tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana
RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan,
Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif’. Untuk mewujudkan tema RKP
tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026,
yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3).
Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase
Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut
dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan pemerintah
daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan
nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Selanjutnya untuk
menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas
2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas
daerah harus mendukung prioritas nasional.

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta
Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat

17 (tujuh belas) program prioritas presiden yang mencakup rencana
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pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil

Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas nasional meliputi:

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

1:

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,
ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang
disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
narkoba, judi dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

dan makmur.

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) adalah sebagai berikut:

1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta

bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.;

2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus

TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
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3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa, daerah dan nasional,

4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten
dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;

5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan
sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan
penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;

7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan
Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah
bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial,
generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio
penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% (dua

puluh tiga persen).

4.2.2. Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026
Dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka rumusan awal
tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Penguatan
Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam mewujudkan
Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan
Timur Indonesia dan pembangunan kualitas sumber daya manusia
Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.
Sesuai tema di atas, berikut dijabarkan prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2026 :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewuyjudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang
inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan
perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan
berintegritas berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya

dan kearifan lokal,;
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Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

arah

pembangunan

Provinsi Kalimantan Timur untuk

Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Untuk

Kabupaten Kutai Kartanegara

No

Kabupaten/Kota

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Paser

Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH,

perkebunan, perikanan, yang  diiringi dengan

peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional

Kutai Barat

Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan
karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim,

dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi

Kutai

Kartanegara

Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH

sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan,

agroindustri dan pariwisata yang diiringi dengan

peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi

Kutai Timur

Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan

eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan,
perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya

revitalisasi KEK Maloy

Berau

Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan
UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor

pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan

Penajam Paser

Utara

Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN
melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung,
pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa
dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang

berbatasan dengan IKN

Mahakam Ulu

Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan
& jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-

produk hasil pertanian TPH dan perkebunan

Balikpapan

Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang
diiringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta

peningkatan investasi industri terutama di KIK

Samarinda

Mengakselerasi  pertumbuhan  sektor jasa dan

perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai

bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan

10

Bontang

Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka

membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan

molayani

& Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
% (BSrE), Badan Siber dan Sandi y

1i Negara (BSSN)



-177-

peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta

memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan

4.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan penyusunan RKPD Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara perlu memberikan masukan berupa

pokok-pokok pikiran DPRD, untuk memastikan pembangunan yang

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan urgensi kebutuhan
masyarakat Kutai Kartanegara, serta memenuhi ranah fungsi DPRD sebagai
legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-

pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai

masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2026

berdasarkan prioritas pembangunan Daerah. Berikut adalah pandangan

DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD sebagai berikut:

1. Terhadap RKPD 2026 dalam Mendukung Program Pemerintah Pusat
RKPD 2026 harus disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi
program antara daerah dan pusat, terutama dalam mendukung
kebijakan strategis nasional seperti :

a. Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN):
Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga harus mendapatkan
prioritas dalam infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia.

b.  Percepatan Transformasi Digital:
Peningkatan layanan digital di sektor pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna mendukung agenda digitalisasi
nasional.

c. Ketahanan Pangan dan Energi:
Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta
pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Daerah.

d. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM):
Penyediaan pelatihan vokasi, sertifikasi keahlian, dan program
beasiswa bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era
ekonomi global.

e. Program makan bergizi gratis merupakan program yang masuk
dalam asta cita Presiden Republik Indonesia, dan program ini wajib

masuk dalam RKPD Tahun 2026.
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Program cek kesehatan gratis yang harus segera dilakukan
mengingat beberapa daerah sudah melaksanakan program tersebut
maka sudah sepantasnya kita ikut mensukseskan program

tersebut.

Isu Strategis Nasional yang Berpengaruh ke Daerah

Beberapa isu strategis nasional yang perlu diperhatikan dalam

penyusunan RKPD 2026, antara lain:

a.

Dampak Pembangunan IKN:

Potensi peningkatan investasi dan urbanisasi yang perlu diantisipasi
dengan kebijakan perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang
matang.

Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan:

Diperlukan kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim,
terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Krisis Energi dan Peningkatan Investasi Hijau:

Kutai Kartanegara perlu mengoptimalkan potensi energi terbarukan

seperti biomassa dan tenaga surya.

Isu Strategis terhadap Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil reses dan musyawarah perencanaan pembangungan

(musrenbang), terdapat beberapa isu utama dalam pembangunan

Daerah yang harus menjadi fokus RKPD Tahun 2026:

a.

>
N
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Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah:

Masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan yang layak,
jaringan listrik, jaringan internet dan air bersih.

Tantangan di Sektor Pendidikan:

Masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah
perkotaan dan pedesaan.

Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Sosial:

Tingkat pengangguran dan kemiskinan di beberapa kecamatan
masih cukup tinggi, membutuhkan program pelatihan kerja dan
bantuan sosial yang tepat sasaran.

Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam:

Kegiatan pertambangan dan perkebunan skala besar masih menjadi
permasalahan dalam hal dampak lingkungan dan konflik lahan.

Ketahanan Pangan:
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Perlu kebijakan yang memperkuat produksi pertanian dan
perikanan agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada pasokan
dari luar Daerah.
4. Langkah-Langkah Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2026 untuk
Mendukung Program Nasional
Untuk memastikan sinergi dengan program nasional, DPRD
mengusulkan beberapa langkah strategis:
a. Peningkatan Infrastruktur Penunjang IKN
. Pengembangan kawasan industri dan logistik yang
mendukung kebutuhan IKN.
. Revitalisasi infrastruktur transportasi untuk mempercepat
konektivitas antar wilayah.
b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM
. Penguatan ekosistem UMKM melalui akses permodalan,
pelatihan, dan digitalisasi.
. Program pengembangan desa wisata sebagai bagian dari
ekonomi kreatif.
c. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesehatan
. Pembangunan pusat pelatihan kerja berbasis industri dan
teknologi.
. Program kesehatan preventif untuk mengurangi angka
penyakit menular dan stunting.
d. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
. Regulasi ketat terhadap industri yang berdampak pada
lingkungan.
. Program konservasi hutan dan rehabilitasi Daerah aliran
sungai.
5. Hasil Reses Anggota DPRD
Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, beberapa aspirasi masyarakat
yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2026 meliputi:
a. Pembangunan dan perbaikan jalan desa dan kecamatan serta
jembatan penghubung antar wilayah.
b. Penyediaan akses listrik dan air bersih bagi desa-desa yang belum
teraliri jaringan listrik secara maksimal, terutama di wilayah pesisir
dan pedalaman.

c. Bantuan modal usaha bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
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Akses layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk tenaga medis
dan fasilitas rumah sakit.
Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran

aparat dan sistem keamanan berbasis komunitas.

Hasil Musrenbang dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026

Hasil Musrenbang menunjukkan beberapa program prioritas

pembangunan Daerah:

a.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa serta jembatan di
daerah pedalaman yang masih terisolasi, terutama di Kecamatan
Muara Wis, Muara Muntai, kenohan, kembang janggut dan Tabang
muara badak, marangkayu, dan anggana.

Pembangunan pasar rakyat dan rehab pasar rakyat yang sudah
sangat tidak layak seperti pasar di kecamatan loa kulu,
pembangunan sentra ekonomi baru di beberapa kecamatan guna
meningkatkan daya saing produk lokal serta mempercepat
pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan perikanan untuk
mempercepat rantai pasok.

Program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kerja dan
sertifikasi profesi.

Pembangunan embung dan irigasi untuk mendukung ketahanan

pangan Daerah.

Hasil RDP dengan Masyarakat di DPRD Kutai Kartanegara

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam RDP antara DPRD dan
masyarakat terkait RKPD Tahun 2026:

a.

>
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Masyarakat meminta keterbukaan dalam proses perencanaan dan
penganggaran Daerah.

Penolakan terhadap eksploitasi tambang ilegal yang merusak
lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.

Usulan pemberian bantuan alat produksi bagi petani dan nelayan
untuk meningkatkan hasil panen.

Percepatan legalisasi tanah bagi warga yang masih memiliki
sengketa lahan dengan perusahaan besar.

Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal agar memiliki kesempatan

lebih besar dalam proyek investasi di Daerah.
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f.  Pembangunan unit sekolah baru (USB) di Daerah yang mengalami
keterbatasan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kapasitas
sekolah yang mengalami kelebihan daya tampung.

g. Penyediaan tenaga pengajar yang merata di seluruh kecamatan,
termasuk insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

h. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD,
termasuk penambahan dokter spesialis di puskesmas serta fasilitas
kesehatan yang lebih memadai.

i.  Program pencegahan stunting dan gizi buruk melalui peningkatan

gizi ibu hamil dan anak, terutama di Daerah dengan angka kasus

yang tinggi.

4.4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA TAHUN 2026

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026
berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dengan
mengimplementasi pada sasaran dan arah kebijakan yang berfokus pada
agenda pembangunan di tahun 2026. Pada pembangunan tahun 2026 ini
merupakan tahun kelima bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD
Tahun 2026 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan
pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kelima
pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran
dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan arah
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-
2026 pada tahap pembangunan ke-V di tahun 2026.

Dengan ini, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada

tahun 2026 adalah

“PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN”

Berdasarkan tema tersebut, pembangunan diarahkan pada Penataan
kelembagaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini melibatkan optimalisasi peran

Perangkat Daerah (PD), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM),
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serta sinergi antar-lembaga pemerintah dan masyarakat. Pemerataan
infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan mencakup pembangunan
jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pengembangan fasilitas
pendidikan dan kesehatan. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan
dampak lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

4.4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD periode 2021-2026
terutama pada poin sasaran dan target pembangunan khususnya di tahun
berkenaan. Dokumen RKPD perlu memperhatikan kondisi aktual capaian
kinerja pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat (nasional) dalam
dokumen RKP 2026. Selanjutnya dokumen RKPD juga harus selaras dengan
pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum dalam
RKPD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara selain memedomani RPJMD namun juga mempertimbangkan
kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi. Dengan ini
sasaran dan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara harus selaras dengan
kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mendukung secara optimal
pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional.

Perumusan prioritas harus memahami kondisi aktual dan
permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, dengan memperhatikan
kondisi yang terkini (update) dan rumusan kebijakan pembangunan dalam
RPJMD terutama pada agenda pembangunan tahun 2026, sehingga dalam
perumusan prioritas pembangunan diharapkan mampu mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan. Dengan begitu target tujuan dan sasaran
pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. Berikut disajikan
keterkaitan permasalahan pembangunan dengan rumusan prioritas

pembangunan tahun 2026.
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Tabel IV.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

PERMASALAHAN POKOK ISU STRATEGIS STRATEGI/PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
Belum optimalnya perwujudan | Optimalisasi tata kelola dan | Penguatan regulasi dan tata kelola | Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan
tata kelola pemerintahan yang | birokrasi pemerintahan, | yang adaptif, konsisten dan | kelembagaan organisasi perangkat Daerah dalam
baik penguatan kehidupan | implementatif mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan
berdemokrasi, dan perwujudan yang terstruktur dan sistematis.
keamanan dan  ketertiban
berbasis pelayanan  publik
terdigitalisasi
Penguatan infrastruktur dan | Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi
penerapan digitalisasi pelayanan | layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke
publik kecamatan/desa/ kelurahan.
Belum optimalnya pembangunan | Akselerasi peningkatan daya | Peningkatan pemenuhan dan | Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin
SDM yang merata dan | saing SDM yang sehat, cerdas | pemerataan kualitas layanan | keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke
kesejahteraan yang berkeadilan | dan sejahtera pendidikan pendidikan menengah dan tinggi
Peningkatan pemenuhan dan | Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan
pemerataan kualitas layanan | Kapasitas SDM Kesehatan dan Integrasi dukungan
kesehatan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional
Makan Bergizi Gratis.
Belum optimalnya ketahanan | Peningkatan ketahanan sosial | Penguatan nilai-nilai tradisional | Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya
sosial dan pelestarian budaya | dan pelestarian budaya serta warisan budaya melalui | dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan
dalam upaya menuju masyarakat pendekatan pembelajaran | tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu
berkebudayaan maju pendidikan sejak dini kesatuan skema kerja yang terintegrasi.
Belum optimalnya pertumbuhan | Pengembangan ekonomi | Pengembangan dan penguatan | Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia

ekonomi yang inklusif dan | berkelanjutan berbasis sektor | kawasan ekonomi potensial yang | yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik
berkelanjutan ekonomi non-ekstraktif terintegrasi dan berkelanjutan wilayah berbasis pendampingan dan kemitraan.

Belum meratanya pelayanan | Pemerataan pelayanan | Pembangunan prasarana dan | Penyediaan layanan transportasi perhubungan darat
infrastruktur dasar dan | infrastruktur pembangunan | sarana konektivitas (keterkaitan) | maupun perairan yang terintegrasi  berbasis
perumahan layak huni yang berkualitas dan handal wilayah karakteristik wilayah dan Penyediaan perumahan

layak huni bagi masyarakat miskin

5
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PERMASALAHAN POKOK ISU STRATEGIS STRATEGI/PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
Meningkatnya potensi kerusakan | Pelestarian lingkungan hidup | Penguatan kecamatan  sebagai | Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang
lingkungan hidup sebagai | berkelanjutan dan optimalisasi | pusat pertumbuhan dan | Desa, pengembangan perumahan rakyat yang layak

dampak aktivitas ekonomi dan
resiliensi bencana daerah

tanggap bencana

pengembangan infrastruktur desa
yang berkualitas;

dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan
dan dana transfer ke Desa.

Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan diatas, maka yang menjadi sasaran pembangunan pada tahun 2026 hanya

sasaran yang terkait dengan prioritas pembangunan dengan indikator dan target yang telah disesuaikan berdasarkan capaian

realisasi 2023 dan atau 2024 dan target RPJMD Tahun 2026. Prioritas , fokus, sasaran beserta target pembangunan tahun 2026

disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5 Prioritas, Fokus, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

REALISASI TARGET | TARGET
ASTA CITA RPJMN PRIORITAS FOKUS TUJUAN/SASARAN (RPJMD) INDIKATOR 2026 RKPD
2024
(RPJMD) 2026
Meningkatkan manajemen | Indeks Reformasi | BB (71,51) BB BB
birokrasi yang efektif, efisien, | Birokrasi (70,02) (71,60)
inovatif, akuntabel, bersih
dan melayani
Memperkokoh ideologi | Penguatan regulasi dan | Penguatan pengawasan, | Meningkatnya Kinerja | Nilai SAKIP CC(65,93) | A (80,01) B (70)
Pancasila, demokrasi dan | tata kelola yang adaptif, | perbaikan regulasi dan | Penyelenggaraan

hak asasi manusia (HAM)

konsisten dan

implementatif

kelembagaan organisasi
perangkat daerah dalam
mengawal pelaksanaan

arah kebijakan
pembangunan yang
terstruktur dan
sistematis.

Pemerintahan Daerah
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REALISASI TARGET | TARGET
ASTA CITA RPJMN PRIORITAS FOKUS TUJUAN/SASARAN (RPJMD) INDIKATOR 2026 RKPD
2024
(RPJMD) 2026
Memperkuat reformasi Meningkatnya akuntabilitas | Indeks  Persepsi 8,38 7 8,50
politik, hukum, dan pengelolaan keuangan Daerah | Anti Korupsi
birokrasi serta
giaerlinperkuat pbe nceg%r[ahan Penguatan infrastruktur | Peningkatan kualitas | Meningkatnya kualitas Sudah dilakukan 9,81 9,05 9,90
. bemberantasan | g, penerapan | jaringan internet dan | pelayanan publik penyesuaian
korupsi, narkoba, judi, digitalisasi elayanan | fasilitasi layanan data target
dan penyelundupan slie pelay - yane g
publik dan informasi serta
perizinan hingga ke
kecamatan/desa/
kelurahan.
Meningkatkan kualitas | Indeks 76,57 76.59 77,00-
pembangunan manusia yang | Pembangunan 77,47
berdaya saing Manusia
Memperkuat Peningkatan Keterpaduan  layanan Indeks 0,688 0,706 0,706
pembangunan sumber | pemenuhan dan | pendidikan dalam Pendidikan
daya manusia (SDM), | pemerataan menjamin
sains, teknologi, | kualitas layanan | keberlanjutan
pendidikan, kesehatan, | pendidikan pendidikan dasar (SD-
prestasi olahraga, SMP) hingga ke
kesetaraan gender, serta pendidikan menengah
penguatan peran dan tinggi Meningkatnya Kualitas
perempuan, pemuda | Penguatan nilai-nilai | Pengembangan Layanan Pendidikan, | Indeks 57,42 53 58,00
(generasi milenial dan | tradisional serta warisan | kapasitas lembaga | Ketahanan Sosial dan | Kebudayaan
generasi Z) dan | budaya melalui | pelestarian budaya dan | Pelestarian Kebudayaan
penyandang disabilitas pendekatan membangun kolaborasi
pembelajaran antara sekolah,

pendidikan sejak dini

perguruan tinggi serta
masyarakat penggiat
budaya dalam satu
kesatuan skema kerja
yang terintegrasi.
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REALISASI TARGET | TARGET
ASTA CITA RPJMN PRIORITAS FOKUS TUJUAN/SASARAN (RPJMD) INDIKATOR 2026 RKPD
2024
(RPJMD) 2026
Peningkatan Peningkatan Sarana dan | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kesehatan 0,836 0,824 0,840
pemenuhan dan | Prasarana, Peningkatan | Layanan Kesehatan
pemerataan Kapasitas SDM | Masyarakat
kualitas layanan | Kesehatan dan Integrasi
kesehatan dukungan kebijakan
terhadap pelaksanaan Meningkatnya peran serta | Indeks 81,08 79,2 81,50
Program Nasional | perempuan dalam | Pembangunan
Makan Bergizi Gratis. pembangunan Gender
Meningkatkan tingkat | Tingkat 79,60 75 80
kesejahteraan masyarakat Kebahagiaan
Tingkat 7,28 6,35 6,10 -
Kemiskinan 6,60
Melanjutkan Penguatan kecamatan | Penyediaan RDTR | Meningkatnya pemerataan | Indeks Gini 0,307 0,270 0,274 -
pengembangan sebagai pusat | wilayah Kecamatan dan | pendapatan masyarakat dan 0,290
infrastruktur dan | pertumbuhan dan | Tata Ruang Desa, | kualitas hidup masyarakat
meningkatkan lapangan | pengembangan pengembangan
kerja yang berkualitas, | infrastruktur perumahan rakyat yang
mendorong desa yang berkualitas; layak dan optimalisasi
kewirausahaan, pelimpahan
mengembangkan industri kewenangan kecamatan
kreatif serta dan dana transfer ke
mengembangan Desa.
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi
Membangun dari desa dan Indeks Desa 0,797 0,785 0,850
dari bawah untuk Membangun
pertumbuhan ekonomi, Menurunnya Pengangguran di | Tingkat 4,11 4,1 3,70 -
pemerataan ekonomi, dan Masyarakat Pengangguran 3,90

+:xus: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
% (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




-187-

REALISASI TARGET | TARGET
ASTA CITA RPJMN PRIORITAS FOKUS TUJUAN/SASARAN (RPJMD) INDIKATOR 2026 RKPD
2024
(RPJMD) 2026
pemberantasan Terbuka
kemiskinan PDRB Per Kapita 259,19 204,69 265,00 -
270,00
Memperkuat penyelarasan Meningkatkan Pembangunan | Persentase 6,01 5% 5%
kehidupan yang harmonis yang Berwawasan | Penurunan Emisi
dengan lingkungan, alam Lingkungan GRK
dan budaya serta Meningkatnya Kualitas | Indeks Kualitas 73,59 74,51 74,51
peningkatan toleransi anta Lingkungan Hidup Lingkungan
rumat beragama untuk Hidup
mencapai masyarakat
yang adil dan makmur Meningkatnya Ketahanan | Indeks Risiko 118,80 100 108,25
Bencana Daerah Bencana
Meningkatkan perekonomian | Laju 7,88 5,89 7,75
Daerah berbasis pada sektor | Pertumbuhan
terbarukan PDRB Non Migas
dan Batubara
Memantapkan sistem | Pengembangan dan | Membangun Meningkatnya pengelolaan | Laju 2,94 7.5 7,50
pertahanan keamanan | penguatan kawasan | kelembagaan dan | pertanian berbasis potensi | Pertumbuhan
negara dan mendorong | ekonomi sumber daya manusia | unggulan Daerah PDRB Sektor
kemandirian bangsa | potensial yang | yang kuat berdasarkan Pertanian,
melalui swasembada | terintegrasi dan | potensi dan Kehutanan dan
pangan, energi, air, | berkelanjutan karakteristik wilayah Perikanan
ekonomi syariah, ekonomi berbasis pendampingan
digital, ekonomi hijau, dan dan kemitraan.
ekonomi biru
Melanjutkan hilirisasi dan Meningkatnya Daya Saing | Laju 7,85 4.23 7,90
mengembangkan industri Pariwisata Daerah Pertumbuhan
berbasis sumber daya Ekonomi Sektor
alam untuk meningkatkan Pariwisata
nilai tambah di dalam Berkembangnya  Ekosistem | Laju 7,7 7.56 7,90
negeri Ekonomi Kreatif Pertumbuhan

Ekonomi Kreatif
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REALISASI TARGET | TARGET
ASTA CITA RPUMN PRIORITAS FOKUS TUJUAN/SASARAN (RPJMD) INDIKATOR 2026 RKPD
2024
(RPJMD) 2026
Meningkatnya daya saing | Tingkat 10,85 1.79 12,00
investasi daerah Pertumbuhan
Investasi
Meningkatkan Pemerataan | Indeks Kesulitan 16,183 31,8 31,8
Infrastruktur Wilayah Geogralfis
Persentase 0,0046 0,0054 0,0054
Kawasan Kumuh
Pembangunan Penyediaan layanan | Meningkatnya kualitas | Cakupan layanan 80,2 95 95
prasarana dan sarana | transportasi permukiman masyarakat dan | air bersih
konektivitas perhubungan darat | ketersediaan air bersih
(keterkaitan) wilayah maupun perairan yang
terjntegrasi berbasis Persentase rumah 98,64 91,44 99,00
karakteristik wilayah layak huni
Meningkatnya aksesibilitas | Indeks 76,49 88,18 88,18
dan konektivitas wilayah Aksesibilitas
Wilayah
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Sesuai agenda pembangunan dan prioritas pembangunan kabupaten kutai kartanegara pada tahun 2026, maka berikut
penjabaran program prioritas pembangunan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6 Program prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan Nilai 0.840
1 | Peningkatan Peningkatan Sarana | Program
pemenuhan dan | dan Prasarana, | Pemenuhan
pemerataan kualitas | Peningkatan Upaya
layanan kesehatan,; Kapasitas SDM | Kesehatan
Kesehatan dan | Perorangan dan
Integrasi  dukungan | Upaya Presentasi Balita Stunting Persen 13.8

kebijakan terhadap | Kesehatan
pelaksanaan Program | Masyarakat
Nasional Makan
Bergizi Gratis.

Indeks Keluarga sehat Persen 0.5

Indeks Pglayanan kesehatan Persen 0.77

reproduksi .

Indeks Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan
. Persen 0.78

balita

Indeks Pelayanan Penyakit Persen 0.65

menular

Ipdeks Pelayanan penyakit Persen 0.54

tidak menular

Ipdeks Pelayanan Kesehatan Persen 0.9

lingkungan

Infieks Pelayanan Kesehatan Persen 0.45

Primer

Indeks Perilaku kesehatan Persen 0.49

Persentase Puskesmas

Akreditasi Paripurna dan | Persen

Utama
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD

Program Persentase Ketersediaan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Upaya Pelayanan RS

Keschatan Persen 90 RSUD AM Parikesit

Perorangan dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Program Persentase Layanan Kesehatan

Pemenuhan Rumah Sakit yang Memenuhi

Upaya SPM

Kesehatan Persen 3 RSUD Aji Batara

Perorangan dan Agung Dewa Sakti

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Program Persentase Capaian Standar

Pemenuhan Pelayanan Minimal (SPM) RS

Upaya

Kesehatan .
Persen 93 RSUD Dayaku Raja

Perorangan dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Program Persentase SDM yang Terlatih

Peningkatan Sesuai Kompetensinya

Kapasitas Persen 85 Dinas Kesehatan /

Sumber Daya RSUD

Manusia

Kesehatan

Program Persentase  kebijakan Tata

Pemerintahan Pemerintahan yang | Persen 100

dan ditindaklanjuti Bagian Kesra

Kesejahteraan Presentase Rumusan kebijakan (Sekretariat Daerah)

Rakyat bidang kesra yang | Persen 100

diimplementasikan
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
Persentase Regulasi Daerah
(PERDA dan PERBUP) Persen 100
Presentase Kerjasama yang
ditindaklanjuti Persen 90
Program Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Badan Kepegawaian
Kepegawaian ASN Kabupaten Kutai | Persen 96 dan Pengembangan
Daerah Kartanegara SDM
Program Presentasi Balita Stunting Persen 13.8
Pemenuhan Indeks Keluarga sehat Persen 0.5
Upaya
Kesehatan Indeks Pelayanan kesehatan Persen 0.77
Perorangan dan | reproduksi '
Upaya Indeks Pelayanan kesehatan Persen 0.78
Kesehatan balita '
Masyarakat Indeks Pelayanan Penyakit Persen 0.65
menular )
Ipdeks Pelayanan penyakit Persen 0.54 Dinas Kesehatan
tidak menular
Ipdeks Pelayanan Kesehatan Persen 0.9
lingkungan
In(.:leks Pelayanan Kesehatan Persen 0.45
Primer
Indeks Perilaku kesehatan Persen 0.49
Persentase Puskesmas
Akreditasi Paripurna dan | Persen
Utama
Meningkatnya Kualitas Kebudayaan Layanan Pendidikan Indeks Pendidikan Nilai 0.706
2 | Peningkatan Keterpaduan layanan | Program Capaian Indeks Mutu
pemenuhan dan | pendidikan dalam | Pengelolaan Pendidikan (IMP) SD (Angka | Persen 90.71
pemerataan kualitas | menjamin Pendidikan (SD) | Indeks Max 7) . L
.1 ) . Dinas Pendidikan
layanan pendidikan; keberlanjutan Program .
L4 Capaian Indeks Mutu dan Kebudayaan
pendidikan dasar (SD- | Pengelolaan 4
. <4 Pendidikan (IMP) SMP (Angka | Persen 89.71
SMP) hingga ke | Pendidikan Indeks Max 7)
pendidikan menengah | (SMP) ks Max
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
dan tinggi Program Capaian Indeks Mutu
Pengelolaan Pendidikan (IMP) PAUD (Angka
Pendidikan Indeks Max 100) Persen 83.92
(PAUD)
Program Capaian Indeks Mutu
Pengelolaan Pendidikan (IMP) SD (Angka | Persen 90.71
Pendidikan (SD) | Indeks Max 7)
Program Capaian Indeks Mutu
Pengdglaan Pendidikan (IMP) SMP (Angka Persen 89.71 Dinas Pendidikan
Pendidikan Indeks Max 7) dan Kebudavaan
(SMP) 4
Program Capaian Indeks Mutu
Pengelolaan Pendidikan (IMP) PAUD (Angka
Pendidikan Indeks Max 100) Persen 83.92
(PAUD)
Program Persentase kemanfaatan . .
. Dinas Kearsipan dan
Pembinaan perpustakaan oleh masyarakat Persen 46.98
Perpustakaan
Perpustakaan
Program Capaian Indeks Mutu
Pengelolaan Pendidikan (IMP) SD Persen 90.71
Pendidikan (Angka Indeks Max 7)
Capaian Indeks Mutu
Pendidikan (IMP) SMP Persen 890.71
(Angka Indeks Max 7)
Capaian Indeks Mutu . . 1.
Pendidikan (IMP) PAUD Persen 83.92 g;ﬁaéei?fgd;iin
(Angka Indeks Max 100) y
Capaian Indeks Mutu
Pendidikan (IMP) Kesetaraan Persen 69.28
(Angka Indeks Max 100)
Jumlah Bantuan Beasiswa
Stimulan Kukar IDAMAN Orang 15000

Pendidikan Dasar
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan | Laju Pertumbuhan PDRB
daerah Sektor Pertanian, Kehutanan Persen 7.5
dan Perikanan
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah Laju Pert_ur_nbuhan Ekonomi Person 493
Sektor Pariwisata
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Laju . Pertumbuhan Ekonomi Persen 790
Kreatif
Menurunnya pengangguran di masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3.70 - 3.90
PDRB per Kapita Rp. 265- 270
(Juta)
Laju . Pertumbuhan Ekonomi Persen 790
Kreatif
3 | Pengembangan dan | Membangun Program Persentase Realisasi Dinas Pemberdavaan
penguatan kawasan | kelembagaan dan | Peningkatan Kesepakatan Kerjasama Desa Persen 100 Masvarakat Desg
ekonomi potensial yang | sumber daya manusia | Kerjasama Desa y
terintegrasi dan | yang kuat | Program Panjang Jalan Usaha Tani Yang Meter 10500
berkelanjutan; berdasarkan potensi | Penyediaan dan | Dibangun
dan karakteristik | Pengembangan Jumlah Embung Pertanian Unit 19
wilayah berbasis | Prasarana Yang Dibangun o
pendampingan dan | Pertanian Panjang Jaringan Irigasi yang
kemitraan. dibangun Meter 7500
nglah DAM  Parit yang Unit 3
dibangun
é }g;lrllah . Pintu Air yang Unit 19
’%u " DInas Pertanian dan
Prograrp Luas Tanam Jagung Hektar 0 Peternakan
Penyediaan dan (Ha)
Pengembangan Populasi Ternak Kecil Ekor 13.012
Sarana :
Pertanian Luas Tanam Hortikultura Hektar 15.125
Populasi Ternak Besar Ekor 16.500
Populasi Ternak Unggas Ekor 19.470.700
Luas Tanam Palawija Hektar 2,740
(Ha)
Luas Tanam Padi Hektar 29.990
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
(Ha)
Program Persentase Kenaikan Kelas
Penyuluhan Kelompok Tani Persen 5
Pertanian
Program Persentase kepatuhan koperasi
pengawasan dan | melaksanakan RAT Persen 27.24
pemeriksaan . .
k . Dinas Koperasi dan
operasi -
Usaha Kecil
Program Persentase pengurus dan M
. 1 fa enengah
pendidikan dan | pengawas yang memiliki Persen 100
latihan sertifikasi pelatihan
perkoperasian perkoperasian
Program Produksi Perikanan Tangkap
Pengelolaan Ton 115158
Perikanan
Tangkap
Program Produksi Perikanan Budidaya
Pengelolaan Ton 032807 Dlgas Kelautan dan
Perikanan Perikanan
Budidaya
Program Prqduks1 Pengolahan Hasil Ton 27663
Pengolahan dan | Perikanan
Pemasaran Hasil Eks:por Produk Kelautan dan Ton 1860
Perikanan Perikanan
Program Panjang Jalan Produksi
Penyediaan dan | Perkebunan Yang Dibangun Meter 4800
Pengembangan Jumlah Embung Perkebunan
Prasargna Yang Dibangun Unit 4 Dinas Perkebunan
Pertanian
Program Persentase Kenaikan Kelas
Penyuluhan Kelompok Tani Persen 24.6
Pertanian
Program Persentase DTW yang
Peningkatan Memenuhi Aksesibilitas, . .
Daya Tarik | Amenitas dan Atraksi Persen 100 Dinas Pariwisata
Destinasi
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
Pariwisata
Program Dokumen perencanaan dan
Perencanaan pengembangan industri Dinas Perindustrian
dan Dokumen 1
dan Perdagangan
Pembangunan
Industri
Program Persentase sarana distribusi
Peningkatan perdaganggn di wilayah kerja Persen 36
Sarana yang dikembangkan dan . . .
Distribusi dikelola dDmaS Pcelrmdustrlan
an Perdagangan
Perdagangan Pertumbuhan pendapatan Persen 4.0
pasar
Indeks Kualitas Pasar Nilai 67
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Nilai B (70)
Indeks Persepsi Anti Korupsi Nilai 8.50
4 | Penguatan regulasi dan | Penguatan Program Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 81
tkata kelola yang adaztif, pengazasan, s Penunjang Persentase pelaksanaan
5 onsisten . an | perbaixarn regulasi Urusa1:1 fasilitasi kegiatan Kepala | Persen 100
implementatif; dan ' kelembagaan Pemerintahan Daerah/Pimpinan Sekretariat Daerah
organisasi perangkat | Daerah Persentase Nilai SAKIP
daerah dalam | Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Predikat BB Persen 100
mengawal dan A
pelaksanaan arah
.. Program Cakupan Penyelenggaraan
kebijakan
Penyelenggaraan | Pengawasan Persen 97 Inspektorat
pembangunan  yang P
terstruktur dan |+ oosawasan
sistematis Program Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Badan Kepegawaian
) Kepegawaian ASN Kabupaten Kutai | Persen 96 dan Pengembangan
Daerah Kartanegara SDM
Program Persentase  penelitian dan
Penelitian dan | pengembangan yang .
Pengembangan termanfaatkan oleh Perangkat | Persen 100 Eliizrsli%:z;i}?n
Daerah Daerah bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
dan Pengkajian Peraturan
Persentase penelitian dan
pengembangan yang
termanfaatkan oleh Perangkat | Persen 100
Daerah bidang Sosial Dan
Kependudukan
Persentase  penelitian dan
pengembangan yang
termanfaatkan oleh Perangkat | Persen 100
Daerah bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Persentasg .P'e.rangka.lt Daerah Persen 100
yang memiliki inovasi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Persepsi Kualitas o
: Nilai 9.90
Pelayanan Publik
Meningkatnya daya saing investasi daerah Tingkat Pertumbuhan Investasi Persen 12
5 | Penguatan infrastruktur | Peningkatan kualitas | Program Cakupan Aplikasi yang dikelola
dan penerapan | jaringan internet dan | Pengelolaan OPD Persen 100 Dinas Komunikasi
digitalisasi pelayanan | fasilitasi layanan data | Aplikasi dan Informatika
publik; dan informasi serta | Informatika
perizinan hingga ke | Program Jumlah Penerbitan izin
kecamatan/desa/ Pelayanan DInas Penanaman
kelurahan. Penanaman Izin 1150 Modal dan Pelayanan
Modal Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kualitas Kebudayaan dan Pelestarian Budaya Indeks Pembangunan o
Nilai 58.00
Kebudayaan
6 | Penguatan nilai-nilai | Pengembangan Program Persentase Lembaga Seni
tradisional serta warisan | kapasitas lembaga | Pengembangan Budaya yang Aktif Dinas Pendidikan
. . . Persen 80
budaya melalui | pelestarian budaya | Kesenian dan Kebudayaan
pendekatan dan membangun | Tradisional
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
pembelajaran kolaborasi antara | Program Persentase Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
pendidikan sejak dini; sekolah,  perguruan | Pengembangan yang Melaksanakan Kurikulum | Persen 100 dan Kebudavaan

tinggi serta | Kurikulum Muatan Lokal (MuLok) Y
masyarakat penggiat | Program Jumlah Pelaksanaan Event
budaya dalam satu | Pengembangan Budaya di Wilayah Kabupaten Event 30
kesatuan skema kerja | Kebudayaan Kutai Kartanegara Dinas Pendidikan
yang terintegrasi. Persentase Desa Budaya yang dan Kebudayaan
Aktif Persen 100
(Existing 5 Desa Budaya)
Program Pelaku Ekonomi Kreatif Yang
Pengembangan Terfasilitasi
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan Persen 7 Dinas Pariwisata
dan
Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual
Program Persentase Cagar Budaya yang
Pelestarian dan | Dipelihara (Berdasarkan SK | Persen 100
Pengelolaan Penetapan)
Cagar Budaya Persentase Penetapan Cagar Persen 19.6 Dinas Pendidikan
Budaya Potensial (SK Bupati) ) dan Kebudayaan
Persentase Museum yang
Dikelola oleh  Pemda (2 Persen 100
Museum)
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas | Indeks Gini o 0.274 -
. Nilai
hidup masyarakat 0.290
Indeks Desa Membangun Nilai 0.785
Menurunnya pengangguran di masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3.70 - 3.90
PDRB per Kapita Rp. 265- 270
(Juta)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup g((iiil;s Kualitas Lingkungan Nilai 7451
Meningkatnya ketahanan bencana daerah Indeks Risiko Bencana Nilai 100
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
7 | Penguatan kecamatan | Penyediaan RDTR | Program 1. Jumlah Tempat Pembuangan Lokasi 1 Dinas Lingkungan
sebagai pusat | wilayah ~ Kecamatan | Pengelolaan Akhir (TPA) Yang Dibangun Hidup dan
pertumbuhan dan | dan Tata Ruang Desa, | Persampahan 2. Timbulan sampah Persen 99.96 Kehutanan
Pe;l gembla;mgartli pengem}liangan Program Pertumbuhan Rumah yang
Ln r}j Strll,lt tl.lr esa yang | peruma ? n Kk ralzyat Peningkatan memiliki akses jalan Dinas Perumahan
erkualitas, yang laya an Prasarana, Perumahan dalam kondisi baik
optimalisasi Sarana dan Persen 4.11 dan Kawasan
pelimpahan Utilitas Umum Permukiman
kewenangan (PSU)
kecamatan dan dana :
Program Persentase  jumlah  rumah
transfer ke Desa.
Pengelolaan dan | tangga yang mendapatkan
Pengembangan akses terhadap air minum
S1stem. . mela}m SPAM jarngan Persen 95 Dinas Perumahan
Penyediaan Air | perpipaan dan bukan jaringan
. . . . dan Kawasan
Minum perpipaan terlindungi terhadap .
; Permukiman
rumah tangga di seluruh
kabupaten
Persentase Penyediaan SPAM
Perdesaan (50 Unit) Persen 1.48
Program Persentase Desa yang memiliki Persen 38.86 Dinas Pemberdayaan
Penataan Desa Tata Ruang Desa ) Masyarakat Desa
Program Persentase Desa Tertib
Administrasi Administrasi Pemerintahan | Persen 95 .
. S Dinas Pemberdayaan
Pemerintahan Dalam Kategori Baik
Masyarakat Desa
Desa Pertumbuhan Pendapatan Persen 10
BUMDesa
Program Persentase Ketaatan Terhadap .
Dinas Pertanahan
Penyelenggaran | RTRW Persen 85
dan Penataan Ruang
Penataan Ruang
Program 1. Persentase Layanan Persen 21.1
Penanggulangan | Informasi Rawan Bencana ) Badan
Bencana 2. Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan
Kesiapsiagaan Terhadap Persen 22.6 Bencana Daerah

Bencana
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No Prioritas Fokus Program Indikator Satuan Target OPD
3. Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi| Persen 100
korban bencana
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan | Cakupan layanan air bersih Persen 95.00
air bersih Persentase rumah layak huni Persen 99.00
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah Indeks Aksesibilitas Wilayah Nilai 88.18
8 | Pembangunan Penyediaan layanan | Program Kondisi Kemantapan Jalan . .

. Dinas Pekerjaan
prasarana dan sarana | transportasi Penyelenggaraan Persen 65.10 Umum
konektivitas(keterkaitan) | perhubungan  darat | Jalan
wilayah. maupun perairan | Program Prosentase Peningkatan

yang terintegrasi | Pengelolaan Kualitas Pengelolaan Pelayaran Persen 52 Dinas Perhubungan
berbasis karakteristik | Pelayaran
wilayah Program Prosentase Ketersediaan
Penyelenggaraan | Sarana, Prasarana serta
Lalu Lintas dan | Fasilitas Penyelenggaraan Lalu | Persen 38.41 Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan | Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ)
Table. IV 7 Pemetaan dukungan program pemerintah daerah tahun 2026 terhadap program prioritas nasional
NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PROGRAM NAMA OPD
1 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber 1 | PROGRAM PENANGGULANGAN | Badan Penanggulangan Bencana
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. BENCANA Daerah
2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3 | PROGRAM PEMASARAN | Dinas Pariwisata
PARIWISATA
4 PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN

INTELEKTUAL

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN

>
SorAKHLAK
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

PROGRAM
EKSPOR

PENGEMBANGAN

10

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

11

PROGRAM
SARANA
PERDAGANGAN

PENINGKATAN
DISTRIBUSI

12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

13

PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

14

PROGRAM PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

15

PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING

16

PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

>
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

17

PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN

18

PROGRAM
KESEHATAN
KESEHATAN
VETERINER

PENGENDALIAN
HEWAN DAN
MASYARAKAT

19

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

20

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

21

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

22

PROGRAM
PERTANIAN

PENYULUHAN

23

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Peternakan

24

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Marangkayu

25

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan Sebulu

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi.

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

>
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN
PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

Dinas Pekerjaan Umum

10

PROGRAM
PELAYARAN

PENGELOLAAN

11

PROGRAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

Dinas Perhubungan

12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Perkebunan

13

PROGRAM
INDUSTRIAL

HUBUNGAN

14

PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

15

PROGRAM
TENAGA KERJA

PENEMPATAN

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

>
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

16

PROGRAM PERENCANAAN
TENAGA KERJA

17

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Loa Janan

18

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Muara Wis

19

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

20

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

21

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan Sebulu

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

PROGRAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Kelautan dan Perikanan
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

10

PROGRAM
PERTANIAN

PENYULUHAN

11

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

Dinas Perkebunan

12

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Kecamatan Sebulu

4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, | 1

pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

PROGRAM PENATAAN DESA

PROGRAM PENINGKATAN KERJA
SAMA DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
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NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PROGRAM NAMA OPD

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

8 PROGRAM PENATAGUNAAN | Dinas Pertanahan dan Penataan
TANAH Ruang

9 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN
MEMBUKA TANAH

10 | PROGRAM PENGELOLAAN

TANAH KOSONG
11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

12 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN  SANTUNAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

13 | PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH, DAN GANTI KERUGIAN
PROGRAM TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH

ABSENTEE
14 | PROGRAM PERENCANAAN | Dinas Transmigrasi dan Tenaga
KAWASAN TRANSMIGRASI Kerja

15 | PROGRAM PEMBINAAN DAN | Kecamatan Kembang Janggut
PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA

16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Kecamatan Kota Bangun Darat
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

17 | PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

18 | PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

>
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

19

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Muara Kaman

S Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia | 1

(HAM).

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

PROGRAM
INFORMASI
KEPENDUDUKAN

PENGELOLAAN
ADMINISTRASI

PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

10

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan

13

PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN

Dinas Pertanahan dan Penataan

Ruang

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,
serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENGELOLAAN
APLIKASI INFORMATIKA

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

Dinas Komunikasi
Informatika

dan
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Perhubungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang

10

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Inspektorat Kabupaten

11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

12

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

13

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan Kembang Janggut

14

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan Loa Janan

15

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan Sebulu

16

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

RSUD Aji Batara Agung Dewa
Sakti
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

17

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

18

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

RSUD Aji Muhammad Parikesit

Memperkuat

penyelarasan kehidupan yang harmonis

dengan

lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan Loa Janan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Loa Kulu

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan Loa Kulu

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kecamatan Muara Kaman

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi,

narkoba,

judi,

dan

PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH

dan
Daya

Badan Kepegawaian
Pengembangan  Sumber
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NO

PRIORITAS NASIONAL

NAMA PROGRAM

NAMA OPD

penyeludupan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Manusia

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Sosial

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

PROGRAM
KEBIJAKAN,
DAN ASISTENSI

PERUMUSAN
PENDAMPINGAN

Inspektorat Kabupaten

10

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Kota Bangun

>
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